KEMENTERIAN KEUANGOAN REPUBLIK INBONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR KEP-115 /PB/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LINGEUNGAN
KANTOR PLUSAT DIREKTCRAT JENGERAL FERBENDAHARAAN

DIREKTUR JENDERAL PEREENDAHARAAN,

Menimbang : a. bahwa dalarn rangks penyelenggaraan pelayanan publik sesusi
dengan asae penyelenggaraan pemerintahen yang baik, dan
gunaz mevwujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihal
yang terkait dengan penyclenggarsan pelayanan, aetiap
penyelenpgara Pelayanan Publilh harus menestapkan Stander
pelayanan;

b. bahwa dalem memberiken acuan bagl pelaksanaan pemlsian
ukuran kinerja dan kualites peoyelenggaraan pelayanan
sebagaimana dimaksvud dalam huruf a, perflo menyusan
Staridar Pelayanan di linglungan Ksntor Pnsat Dircktorat
Jenderal Perbendaharaan;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan secbagaimana dimaksud
dalam bhuaraf 8 dan huruf b, perlu menetapkan Kepaiusan
Drrektur Jendersl Perbendzharaan tentang Standar Pelayanan
di  Lingkungan  Kentor Posat Direktorat Jenderal
Frrbendaharean;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahon 2009 Tentang Pelayanan
Publikt [Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2000
Homor 112, Tambahan Lembaran Negars Republik Indoneaia
Nomor 5038);

2, Peraturan Pemerinteh Homeor %6 Tahun 2012  tentang
Pelaksennen Undang-Undang Nemer 25 Tahun 2009 tentang
Pelayapan Pubilk {Lembaran Negara Republik Indpnesia Tabure
2012 Neotnor 215, Tambahan Lemnaran Negara NMomor 5337);

3. Pereturan Presiden Nomer 57 Tabun 2020 tentang Kementerian
Keuangan {Lembaran Negara Republik donesia Tahun 2020
Nomor 98];

4. Peraturan Menteri Kevangen Nomor 46/PME 0172021 tentang
Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
MNomor S0G);

5. Peraturan Menisri Keuangan MNommor 118/PME.01/2021 teniang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan [Berita
Nepara Republilk Indenesia Tahun 20221 Nemor 1031);

]

Mengingat

MEMUTUSKAN:

Menctapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR  JENDERAL  PERBENDAHARAAN
TENTANC STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN HANTOR
PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN. y
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Komponen Standar Pelayanan ysng terkeil dengan  proses

pengelolann peleyanan (manufacturmg) scbagaimana dimeaksud
dalam Diktum KEEMPAT hura! b terdin etas:

d.

dagar hukum, berupa ketentusn peraturan perundong-
undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan Pelayanon
Publik:

. sarana, prasarmna dan/ataa fasilitas, betupa peralatan dan

[asilitas yvang diperhilean dalam peayelenggarsan Pelavanan
publik, trrmasuk peralatan dan fasilitas Pelayanan Publik bag:
kelmnpok rentan,

kompeteosi Pelzkasana Pelayanan Publik, henopa kemempuan
vang tierus dimilild cleh Pelakeana Pelayanan Publik, meliput
pentahuan, keahlian, keterampilen dan pengelaman.

. pengawasan internal, berapa sistem pengendalian intern dan

pengawasan tangsung  yang didskukan  oleh  pimpinan
DOrganizas. Penyelenpgarma Pelayanan Puliik alauy  atasan
lanpeunyg Pelaksatta Pelayvanan Publik;

. jumlah Pelakzana Pelayanan Publik, beruopa  imformasi

metigenai kompostsi ataw jumlah Pelaksana Pelayanan Publik
vang melaksanakan tugae #eaual dengan pembagian dan
ureien tugas:

jaminan Pelayanan Publik, berupa pemberian  kepasitan
Pelayanan Publik yang dilaksanakan pesuan dengan Standar
Pelayrnan;

. jaminan kemananan dan keselamatan Pelayanan Publik,

berupa komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dan
bahaya, risike, dan kerago-ragnan; dan

. evaluasi kinorja Pelaksanagn Pelayanan Puklik, bemapz

penilaian  untiik mengetahui seberapa jauh  pelaksenaan
kegiatau sesual denean standar pelayanan,

Dalarn hal Standar Pelayenan sebapaimana dimaksud dalam
Taknun PERTAMA tidak dilaksanalan sebagaimana ketentoan,
maka diberkan kompenaass aleh masing-rasing unit kerja berupa:

a.
b,

L

d.

Permohonan maaf secara izan atau tulisan;

Pemberian prioritas wakte dan lgyanan seperti layanan tanpa
antrian;

Fempyelesaian layanan lebhh awal dibanding standar yang
berialoy; dan,/atau

Bentuk iain yang ditetapkan cleh masing-masing Lnit kerja.

Mehkanisme rewrard and purishment dibenkan kepada pars Petugas
layanen pada nrit organisasi i lingknngan Kantor Pusat Direkoorat
Jenderal Pecbendeharaan sebagaimana dimeksud dalam Dikbam
KEDUA sebagai bentuk hasil evaluasi atas kinerja layanan berupa;

8,

Rewward yang diberikan bagi petuges layanoan yang berkinerjs
seaual atau melebihi standar layanan mengacu padz ketentuan
yvang beriaku, dapat berupa penambah Nilai Kinerja Pegawai
(NKF} yang dapat dipergunskan unotuk pengmsualan pegawsi
teladan, beastswa)pelatinan unook peningkatan kompetensi
danfateu hentuk penghargaan lainnya; dan

Puriishmernt yang diberikan bapl petugas layanan yang
berkineria tidak sesuai dengan standar [ayanan, dapat berupa
sanksl dengan mengacu pada ketentuan terkait kode etik dan
disiptin pegawai vang berlaku.
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STANDAR PELAYANAN Dl LIMGEKUNGAN
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL FERBENDAHARAAN

Stander Pelayanan di lingkungan ¥antor Pusat Direktorat Jenderal
perbendaharsan terdin ates Standar Pelayanan pada:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendabherast:
Qeandar Peiayanan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
meliput) il {sebelas) jenis pelayandil, vaild:
No. Jenis Pelayanati
1 | Pencrhitan izin Prinsip Penyelenggaraan Kegiatan yang Melibatkan
Pejabat dan/atan Pegawai di lingkungan Direktorar  Jenderal
Perbendaharaan

2 | Pengajuan Permohouan Pendaitaran | Penonaktfan Perubahan Liser
Aplikasi Sistcm Aphlasi Pengelolaan Hibab Terintegrasi (SEHATI)

3 | Pengajuan Peraturan/Surat Edaran/Keputusan yang Penstapannya
dliskulan oleh Direlcur Jenderal Perbendaharaan

Wonsultas Pengeivlaan Kinerja Organisast
Penerbitan Surat in Magang dan Penclitian

& | Pencrhitan Surat Perintah Permunjukan Pejabat Pengganti Pelaksana
Herien (Pl FPeiabat Pimpinan Tinggs Pratama dif hngkungan
Mirektorat Jenderal Perbendaharaan

= | Pembuatan Kartu Pegewai (KARPEG)/ Kartu [steri (KARIS)/ Kartu
Suami (KARSU) Pegawai Eantor Pusat dan Pegawai Golongan 11 Keatas
pada Unit Vertikal

5 | Peperbitan Surat Perintai Membayer (SPM) pada Kantor Pusat
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

9 | Layanan Keterbukaan Infermesi Publik melalui jalur PPID (Pejabat
Pengelola Informas  dan Dokumentasi) Direktorat Jenderal
Perbendaharaan

[0 | Pengelolaan Pengaduan
11| Penenpanen Laporan Gratifikasi

a Peperbitan Izt Prinsip Penyelenggerasn Kegiatan yang Melibatkan Pejahat
dan/atau Pogawai di inglungan Drirektorat Jenderal Perbendaharaan
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkail dengand pProses penyampaian

layanan meliputi:

Bo. Kamponen Uraian

I |Peorsyaraten Bahan Penerbitan 1zin Prinsip

Penyelenggaraan Kegiatan yang Meiibatkan

Pejabat dem/atan Pegewal di Lingkumgan

Direkiorat Jendersl Perbendaharean antara

lain:

1. Nota/Surat  penyusunan Kalender
Eegiatan Tahunan unit Eselon 11 Kantor
Pusar dan Kentor Vertdkal Ditjent
Perbendaharaan;

2, Nota/Bural Tnas Permaohonen  Iz@n
Prinsip Penyelengearaan Kegiatan dari
unit lingkup Difjen Perbendaharaan;

jﬂ
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Na.

Kommponen

Uraign

. Nota/3urat Dines Permohonan lzin

Prineip Pernenithan undangan dari anit
lingkup Ditjen Porbendaharaan;

. Aplikasi Moniwring Kegiatarn Ditien

Perbendaharaan.

Sistermn, mekanizme
dan presedur

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perbendaharaan

Monerima disposisl permchonan  izin
prinsip penycicnggaraan
kegiotan/pemenuhan  undangan  dan
Direltur Jendetal Perbendaharaan atan
mencrima permohonan  iZn  prinsip
penyclengsaraan  kegatanfpemenuhan
undangan dari Unit Jingkap Digen

Perbendaharaan. Selanjutnya
menugaskan Kepals Bagian OTL untuk
meneliti dan  menganabsa — alas
perinohonan BN pringip

penyclengearean  kegiatan/pemenuban
undangan tersebur,

Kepala Bagian OTL

Menerima disposizi permohonan  izin
pringip penyelenggaraan
kagiatan f pemenuban  undangan dai
Sokretaris Ditjen Perbendaharaan dan
mentgaskan Kepala Subbagian
Frrencanaan Strategis Organisasi unigk
mensiti dat menganalisa atas
permohonan izin prinsip
penyslenggarasn  kegatan/pemerivthan
undangan tersebut.

. Kepala Subbagian Perencanaan Strategis

Organiaasi

Menerime den menefifi disposisi tugas
dari Kabag ©OTL den melakokan
sinkronisasi atazs jadwal kalender
kegietan Ditjen Perbendaharaan dan
menugaskan pelaksana pada Subbagian
Py uptuk menindaklaniti dengun
melalukan anabea  lanjutan  dan
pepyustnan  draflt nota  dinas/surat
dingas.

. Pelakssna pada Subbagian PSO

4. Melzloakan analiza lanjputan atas
dampak  pelelsanasn kegiatan
terhadap Keberlangsungan proses
bienis di kantor dimmana pegawal
tersebut  bertuges  dengan teiep
mangedepankan 2eae kemsnfaatan
Lagi organisasi,

b. Menehh jadwal kegiatan
beraangkuitan dan melakukan
sivkronisasl peserta, wakiu, tempat
dan pengisi acara kegiatan tersebut
dengan keplatan lain di Ditjen

Perbendaharaai,
f
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Mo.

Fomponen

Uraian

dinas pertimbangan dan menyampaikan

kepada Sekretaris Direktorat Jenderal

Perbendaharaan.

9. Sekretari Ditjen Perbendabanaan
Menerima disposisifeatatan atas nota
dinas pertimbanpgan dan menyampaikan
kepada Kepala Bagian OTL.

10. Kepala Bagian OTL
Menerime, meneliti dan menggaskan
Kepala Svabbagian PSC uniuk
menyampaikan kepada unit  pemohon
igin prinsip (Qotuk  kesistan  internat
Ditjen Perbendahavaar) atau
menyampaikan Kepads unit  peserea
kegiatan {unigk kegiatan ekstermal Ditjen
Perbendaharaan).

11. Kepala Subbagisn P50
Menerima, meneht dan menugasken
pelakaana pada Snbbagan P50 nntuk
mendokimentesikan igin prinsip
tersebut serta menyampaikan kepada
unit pemohon izin  prinslp  (untuk
kegiatan internal Ditjen Perbendaharaan)
atan kepada unit peserta kegiatan (untulk
kegiatan eksternal Ditjen
Perbendaharaan) melalui sarana
tercepat.

14, Pelaksana Subbagian FSO
8. Mendolumentasikan dan

menatausahakan nota  dinasfsurat
fzin pritesip;

b. Mengitimkan nota dinas/izn prinsip
tersebnt kepade pihak terkait melalui
spréns tercepat serta mengirimlcan
hardcopy melalui Subbagian Tumah

Tangga, Bagian Keuangan.

Jangla wak il
prlayaan

Maksimal 5 [lima) hari kerja sampai dengan
persetajuan Sekcretaria Ditjen
Perbemdaharasn / Dirclotar Jetwderal
Ferbendaharasan.

Biaya/taril

Rpﬂ -

|

Produk pelayanan

Nota Dinas/ Surat [zin Prinsip
Penyelenpgarasan Kegiatan dan Nota Dinao/
Surat lzin Pemenuhen Undangan.

Penanganan
pengaduan, satan,
dan tmasukan

Pengaduan, saran dan masukan atss

layanan dieampeiican melalui kanal berapa:

1. Leyanan Aspiragi dan Pengaduan Online
Ralcyat [LAPOR]): warw japor.go.ad

2. Whistleblowing Systert Kemenkew:
h / fwize kemen .id

3. Pusat Kontak Layanan EKemenlew
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1
Jalkarta Pusat IDVI0 Telp: 134 dan

email: kepgenken primefikemenken.ao id |
?
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Mo.

Uranan

4 kotak saran/kotak pengaduan, SMS,

portal pengaduan SIPANDL
hiipa: neaduandipb kemenkeu po.id,
HAI DJPh hitps:/ fhal kemenkew, po.id,
atau tatap nnka secara langsuang di
Eantor Pusat DJPb di alamat Gedung
Friadi Praprosuhardje 71 Ltl, Jalan
Lapangan Banteng Timur No, 2-4,

2] Knmpenen Standar Peia}ranan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di intemal erganisesi melipuh:

Mo. Komponen Uraiat
1 | Dasar hukum 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
118/PMK.01/2021 rentang Organisasi
dan Tata Ketja Kemetiterian Kenangan.
4. Peraturan Menteri Keuanpan Noimor
262/ DMK.0L 2016 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Instansi Vertikal Dhtjen
Perbendaharasan.
3. Zurat Edaran Dircktur fendersl
Perbendaharaan Nemor SE-
25/PB/2015 Tentang Tata Carz
Panyelenpoaraan Kegiatan vang
Melibatkan Pejabat dan/atan Pegawai
di Lingkungan Dircktorat Jenderal
Perbendahargan,
7 | Barana dan | Meliputi:
parasarana, dan/fatau (1. Mead
faailitam 3. Kursi;
3. Komputer;
4, Frinter;
2. SCaQrnern
a. Aplikazi kpmplitetr
3 | Kompetensi 1. Pangkat/Golongan minimal Pengatur
petaksana illfc);
2. Pendidikan formal minimel DIIL
3. Memahami peraturan Lerkait dengan
tata cgra pelakeanaan  Regiatan
danfatay  pemenuhan undangan
kegiatan di  Direktorat  Jeaderad
Berbendaharaan;
4. Mampuy  mengoperastkan  aplikasi
komputer;
5. Memilika ketenuarn, kenelitian,
kecertnatan, dan tangpang jawah,
4 | Pengewesan internal |}, Sekretaris DrireKtoran Jenderal
Perhendaharaan;
2. Kepala Begian OTL
3. Kepala Subbagian atazan Jangaung
pelaksana;
4. Monitonng Rapat/ Kegiatan DJPD
5 | Jumlah pelalsana 3 (bga) orang petugas unink menjadi PIC

mastig-masing Unit Ezeton I di Loghkup
Wantor Pusat DHrcktorat Jenderal
Perbendaharaan serta Kanwil DJPh.
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No,

Komponen

Uraian

Jeminan pelayanan

Froses pengajuan izin Prinsip dilaloilean
berdasarkan stendar operasional
prosedur dan nerma wektu yang tclah
ditetapkan.,

Jariten  keamanan
dan keselarnatan

pelayanan

1. Polumentasi arsip secarz elekironik
vang terkontrol  bersdasarkan  alur
penangrungiawabnya;

2. Terdapat petogae keamanan  yang
berjaga sclama jamn [ayanan,

3. Tersedia alat pemadsm kehakaran vang
memadai di mang keria;

4. Desain bangunan telah dibnat mingm
rigiko  dan  jahwy  ewaloiasi teigh
discdiakan,

Evainasi winerja

pelakzana

1. Evaivasi pekerjaan pelajzana
dilakuksn secara hisratios saat proess
polakranaan pekegaan herlangsung,
yaitu pleh Kepala Subbagian atasan
langsung pelaksana hingga Sekretaris
Direktorat Jenderal
Perpendaharaan / Direlktur Jenderal
Perbendaharaan

2. Masmp-masing pegawai  dilalukan
penitaiast kineria pegawai,
menphasilkan Nilai Kinerja Pegawal
{NKF). Setiap zemeszter dilakcukan
evaluaslfpenilaian  terhadap Hentrak
Kinedja wyang menghaailkan Capaian
Kinerjn Pegawei [CKP).

b. Pengajuan Permohonan  Pendaftaren/Penonaktifan /Perubahan  User
Aplilaai Sistemn Aplikasi Pengelotaan Hibah Terintegras: (BEHATI

1} Koemponen Standar Pelayrnan yang terkait dengan proses penyarnpaian

pelayanan mehiputi:

dan proscdur

Mo. |  Homponen Uralan

1 | Persyaratan Nota Dinas deri Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharagn  (DJPb} hal
Penggjuan Permslhionan Pendaftaren/
Penonaidifan /Perubahan User  Aplikass
Sigtern  Aplikasi  Pengelelaan  Hibah
Terinteerasi (BEHATI).

2 | Bistern, mekaniame | [, Sckretans [DJPD, Kepaia Bagian

Organisas dan Tate Laksena (OTL}, dan
Kepeala Subbagan Pengembangan
Orgensiasi (PO) menerima, memeriksa
Nota Dinas, serta mendisposisikan;
Petfakasna kemudian membuat konsep
Notd Dinas Pengantar Kepala Bagian OTL
kepada Sekretaris DJPh dan Nota Dinas
Sekretaris  D[DJPh hel  Permohonan
Pendtaftaran fPenionaktifan / Perubabian
User Aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan
Hibah  Terintegrasi (SEHATI vang
ditvjukan  kepeda Direktur Jenderal
Pongelolaan Pembiayann dan Rieiko c.q.}’




Ma.

Komponen

——— e

Direktur  Evaluasi, Akuntansi  dan
Setelmen;

3. Kepela Subbagiean PO menelii konsep
Notz DMnas Pengantar Kepala Bagian OTL
dan konsep Note Dinas SBekretaris CJPh
kemudian meneruskan kepada Kepsla
Bagian OTL:

4, Kepala Bagian OTL menslii den
menandatangani accara clekdronik konsep
Nota Dinas Pengantzr dan meneruskan
konsep Motz Dines  Permohonau
Pendaltaran f Penortaktifan { Perubahan
User Aplikasi Sistern Aplikasi Pengelolaan
Hibeh Terintegrasi (SEHATI kepada
Belcretans DJPD;

3. Sekretaris Ditjen Perbendaharsar,
meneliti, dan menandstangani secara
elektronik MNota Dinas Permohonan
Pendaltaron { Penonaletifan/ Perubahan
User Aplikasi Sistem Aphkasi Pengelolaan
Hibzahh  Tenntegrasi (SEHATI) yang
ditujukan Eepada Darekhir Jeénderat
Pengelolaan Perobwayaan dan Ristko cg,
Direktur Ewaluasi, Aluatanst dan
Betelmen:

5. Seluetaris Ditjen Perbendabaraan
menerima Notw  Dinas  Perselljusn
Pendaftaranf Penonaktifan { Perubaban
User Aplikesi Sistemn Aplikasi Pengelolgan
Hibalk Terintegrasi (SEHATI] dari DJPPR,
kemudian meneruslkan disposist kepada
Kepala Bagian OTL;

7. Kepala Baglan OTL  mengitl  dan
menrcruskan Mota Dinas  Persetujuan
Pandaftaran  Penonaktifan f Perubahan
Uger Aplikasl Bistem Aplikasi Pengelolasn
Hibah Tenntegrasi (SEHATE, lkernudian
didispoaisikan kepada Hepale Subbaegian
Penpembatigan Organsiasi;

4. Kepala Subbepgran Orpanisas] mencrois,
meneliti dan meneraskan digposisi Nota
Dinas persetiujnan  kepada pelaksana
Subbagian Pengembangen Organisasi.

9. Pelagkana Subbapain Crganizasi
melakitkan  pengarsipan  nota dinas
persetajuan  Pendaftaran/Penonaktifan f
Perubahan User Aphkas Sistern Aplikasi
Pengelolasn Hikah Terintepras (SEHATI.

Janalea welkin
pelayanan

i 2 {[dun] hari kena scgjak menerima digpoaig
dari Kepela Subbagian Oreanisasi

Biaya/tarif

' Rp0,-

=] ES

Produl pelayanan

User Aplikesi Sistern Aplikasi Pengelolazn
Hibah Terintegrazi (SEHATI)]

Penanpganan
penpaduan, saram,
dan masukan

Pengaduan, »aran  dan  masukan  atoe
layanen disampaikan melalui kanal berupa:

y
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Mo, Komponen

Uraian

1. Layanan Aspirssi dan Penpaduan Online
Raloyat [LAFOR!): wwor lapor.gn.id

2. Whistlehowing System Kemenkeuw:
hitps: f fwise. kemenken.#o.1d

d. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1
Jalkarta Pumar 10710 Telp: 134 dan
emeil; kemenkeuw. prime@kemenken. po.id

4, kotak seran/kotekX pebgaduan, SME,
porial petgadian SIPANETS
hitkpes: vandjpb.kemenken.go.id,
HAI DJPH hitps:f /hai kemenken. go.id,
atau tatap 1mubls sscora langaung A
Kantor Pusat DJPh di slamat Gedung
Prjedi Preptosubardjo I Lt.l, Jalat
Lapangan Banteng Timmur No. 2-4.

2) Kompeonen Standar Pelavansn yang terkant dengan proscs pengelofaan
anan di internal oreanisasi meliput:

Mo, Komponen

Draign

1 | Prasar hukum

Peraturan  Mentern  Heuangan  Neomor
2% /PME.05/2017 1entang Administrasi
Pengelolazn Hibah dan berdasatkan
kesepakatan antara Direldorst Jenderal
Pengelolanpn  Pemtbiayaan dan  Risilo

[DJPPR)

2 | Sarana dan | Meliput:
paraszarana, dan/atau |1. Mgja;
Fasilitas 2. Kursi;
3. Kompnter;
4 Printzr
= Scanner,
6. Aplikasi komputer
3 | Kompetenst 1. Fangleat/Golonpat minimal Pengatur
pelakaana {Oic)
2. Pendidiken formal mindmal C11;
3. Mematami peraturan terkajt dengan
Administrasi Pengelolaan Hibah;
4, Mampu mMeOgopeTasikan aplikasi
kompurter,
5 Memiliki keteritiian, kenelitian
kecermatan, dan tanggung jawalb.
4 | Pengawauan internal | 1. Sekretaris Direktorat Jenderal
Fetrbendaharasa;
2. Kepata  Sesld  aiasan langsung
pelaksana;

2. Bagion Kepatuhan Internal.

5 | Jumlzgh pelaksana

2 [dua) oratlg perigas

6 | Jaminan pelayanan

Proses Pengajuan Permohonan
Pendaftaran /Pencnaktifan /Peruhahan
User Aplikkaei Sistem Aplikasi Pengelolaan
Hibah Terintegrazi  [SEHATI sesuai
Ketentuan yang berlaku
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Na. Eoanpones Uralan
7 | Jamingn keamanan | 1. Dokumentasi arsp secara elskbomnk
dan kestlamatan | yeug  ferlonirol  berdaearksn  alur
pelayenen penangeungiawabnya;
2. Terdapat petugas keamaren yang
betjaga selama jam layanan;

3. Tergedia alat pemadam kebakaran yang
menadal di nuang kerpa;

4. Desain bangunan telah dibuat minim
rizikoe dan jalur evakuasi telah

disedinkan.
8 | Evzluasi kinerja | 1. Evaluasi pekerjaan pelalcsana
pelakenna dilalnikan secara hierarltis saat proacs

pelaksanaan  pekegjaan  berlangsung,
vail aleh Kepala Selos atasan langsung
pelaksanasn hingpa Sekretaria
Direictorat fenderal Perbendaheraan,

2. Maging-mazing pegawal dilakrkan
penilaian kinaria pegawai,
menghasilkan Nilai Kinerga Pegawai
(MKW, Setisp =semasier dilalukan
evaluasti fpenilaian  terhedap Kontrak
Kinerja yang menghagilkan Capaian
Kinerja Pegawni (CER.

e, Penpajuan  Perahiran /Surat  Edaranf/KepUrusen yang Penetapannya
dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhendaharann
1) Komponien Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
favanan meliputl:

No. Kompenety Urgian
1 | Persyaratan Pengejuen  PER/SE/KEP  dari  Unit
Teknis/Pemrakarsa, yang dilampiri:
1. Rancangan PER/ 3E/KEP;
2. ADK;

3. Verbal dan routing slip; dan

4. Data pendukung lamnva,

2 | Sistem, mekanisme | 1. Sekretaria Direltorat Jepdaral

dan prosedut Perbendaharaan, kepala BEagian OTL, dan
Kepala Subbapizn Tata  Laksana
menerima, memeriksa Mota Dinas dan
Rancangan PER/SE lbeserln berkas
pendulaing, serta mendiepoaiaikan;

2, Palakzans melalkuksn penyesusian tata
psakash dinasflegal drgfting kemduian
mermbuzat konsen Nota Dinas permintaan
paral, werbal, mencetak Rancangan
PER/3E/KEP,

3. Kepala Subbagian Tata Laksana menecliti,
mremaral, dan menandatangani Nota
Dinas pengantar dan Metisriiskan ke Urat
telnis/ pemrakarsa;

4, Uit telendia dan DHrelour 8P
membububkan paral pada settap lembar
haiaman Rancangan PER/SE/EEF;

o. Pelaksana Subbagian Tata Laksana
membuat Nota Thnes pengantar kepada
Sesdijen dan Dirfen Perbendaharasn;

Fﬂ
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5. Sekretaris Ditien Perbendaharazn
meneliti, memaraf, dan menandatangani
Fancanagen PER/SE/KEP;

7. Pelaksana Subbapian Teta Laksana
menatausahaken PERSE)KEP beserta
lampirannya.

3 | Jangka wakm | 14 {empat belag) hap kaga
pelayanan

4 | Biaya/iarf Rpdl,-

S | Produk pelayanan | Peraturan Perbendsharaan vang ditetapkan

oleh Dirgliur Jenderal Perbendeharaan

| Penansanan Penpgadusan, =aran dan masulan  atas
pengaduan, saran, | layanan disampailan melalui kanal berupa:
dan masukan 1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online

Raicyat (LAPOR(}: www.lzpor.go.id
2. Whistleblowing System Kemmenlen:

https: { fwise.kemenkeu . go.id

3. Pusat  Kontak Laysnan Komenkou
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya MNo. 1
Jakarta Puasat 10710 Telp: 134 dan
email; kemenbew, prime@kemenkeu.go.id

4. kotak saran/kotak pengaduan, 3SMS,

portal pengaduan SIPANDU

httpe: / f pengeduandjph. kemenkay go id,
Hal DJFb hutps://hai kemenkel go.id,
ataw fatap muka secara langsung 43
Kantor Pusal DJPb di alamat Gedung
Prijadi Praptosuhardjo 11 LbI, Jalan
Lapangan Ranteng Timur Noo 2-4,

2] Komponen Standar Pelayanan yang erkait dengan proses pengelolaan
elayansn di internal organisasi melipub:;

No. Hompanen Uraiat
1 | Desar hukum 1. PMK Homor 164 /PMEK.QL/2021 fentang
Pedoman Tata Neskah Dinas di
Lingkungan Kementerian Esuangan.
2. PME 118/PME.0L1 /2021 teritang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangen.
3. Peraturan Direkiar Jenderal
Perbendaharesn Nomor PER-22 ftentang
Tata Cara Penesjusen Rancengan
Peratursn Pemetmtah, Rancangan
Persturann Presinde, Pematuran Meoter
Krsuangsm, Keputusan Menteri
Keusnpan, Peraturan, Keputngan, dan
Suret Edaran di Lingkunpan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan,
2 | Sarana dan | Meliput:
DArAXAIATA, 1. Msija;
dan fatzu fasilitag 2. Kursi;
3. Komputer;
4, Printer;
5 Scanner
6. Aplilasi kempuoter
3 | Kompetenst 1. Pangkat/Geolongan minimal Pengatur
' pelaksana {11/l
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No.

HKomponen

Uraiat

2. Pendidhkan formal minimal DIN;

Memahemi peraturan terkait dengan

| ketaralaksanasn

4. Mampu mengoperasiizan
komprter;

5. Memiliki ketantuan, kenelitian,
kecertnatan, dan tanggung jawab.

aplilkasi

Fenpawasan
mternal

1. Sekretaris Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;

2. Kepala Seskd atasan langeung pelaksana;

3. Bapian Kepatuhan Intermal.

dumlsh pelaksana

7 {ru_Juh:l crang potugas unmk menjadi PIC
di masing-masing Unit Eselon It 8i Loglkoun
Kantor Pusat Direktorat  Jendersl
Perbendaharaan.

Jaminan pelayanan

Proses pengajuan PER/SE/KEP dilakka
berdasarkan S0P dan norma waktu yang
telah ditetapkan,

Jaminan kegmnanan
dan kerslamatat
pelayanan

1. Dokumentasi arsip secara  eleltronik
vang terkontral berdagarkan  alur
FeHADEEUnEEawabinye;

2, Terdapa! petugas keamanan yang berjaga
sclama jam layansm;

3. Tersedia alat pemadam kebakaran yvang
memadal di muang kerja;

4. Desain bangunan icleh dibuat mium
rizike  dan  Jalar evakuasi o telab

Evaluasi
pelaksars

kineria

1. Evaluaz pelerjaan pelaksana dilakukan
gecara hierarkis saat proses pelaksanaan
pekerjaan berlangsung, yeitu oleh Kepala
Beksi  atasan  langsung  pelzksanaan
hingpa Sekretaras Direkiorat Jenderal
Perbendahargan.

2. Masine-masing pegrwar  dilakukan
penilaian kinerja pegawal, men ilkan
Nilai Kmerja Pegawat {NKFP). BSeliap
semester dilakukan evalussi/penilaian
terhadap Kemtral:  Kinerja  vang
menghosikan Capaman Kinerja Pogawal
[CKF).

d. Konsuilasi Pengelolaan Kinerpa Organizas]
1} Kompeonen Standar Pelayanan vang terkaif dengan proses penyampeian
pelayanan meliput:

No.

Ko pevien

l Uraian

1

Fersyaratan

Pertanyaan {Konsuite=si terkeit pengeiolaan
kineria disampaikan nelalni
saranaf korespodensi resmi melalii Aplikasi
HAI DJPh, Nomor Whatsapp Pribadi Tiap
PIC serta Grup Pengelola Kinerja Per Kanwil,

Sistem, mekenisme
dan prosedur

I. Stokeholder melakulkan kontek melalul
aplikasi massanger dengan PIC yang
telabli ditetopkan atau melalul aplikasi
Haa DJPD.
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pengaduan, saman,
dan masaksan

Na. Komtponen Uraian

2. Apebila melalni HAI DJPh, Agen
Pengelola Kinenpa mken mendopatkan
nolil berupa pmnhentahuan ke email
kemenkeu masing-masing.

d. Kemudian uagen pengelola kineda
menjawab periantyaan dar stakeholder
terkait penpelslasts kinera i email
kemetikeu masing-masing.

4. Sedanglan apabila konsultasi dilakulkan
meladin Medisz Whatsapp Pribadif Grup
Pengelola Kinerja, pengetola ldnerja
lapgzung memberikan arahen  terkait
permasalahan yang dihadapi.

3 |Jangka wakfi | 1 (sani) hari ketja,
pelayanan
& | Biaya/tanf Rp0,-
5§ | Produk pelayanan - Konsultasi Peoggunaan Aplikasi

- Kongultesi Pelaksanaan Pengelolaan
Kineria,

- Konsultasi Terkait Penyusunan Laporan
SF0O

& | Penanganen Pengadusn, saran dan masuken atas

layanan disampaiken melalui kanal benpa:

1. Layanan Aspirasi dan Penpgaduan Online
Rakyat [LAPOR!): www lapor.go.ad

2. Whistleblowing Systemn Kemenken:
hetpe: f faise kemenloey go id

2. Pusat HRKontsk Lavanan Kemenlkeu
PRIME: Jaleti Dr. Wahidin Raya No. 1
Jakartz= Pusat 10710 Telp: 134 dan
ernail: kemenken. primea@kemenken go id

4. kotal saranfketak pangaduvan, SMS,
pertal pengaduan SIPANDT)
ht engaduandipb. kemenkeu.go.id,

HAI DJPb hitps:f /fhaikemenben.go.id,
atau talzp muka socara langsung di
Kantor Puset [LIPh di slamet Gedung
Prijadi Praptosuhardje 0 Lt 1, Jalan
Lapangan Banteng Timur No, 2-4.

2. Bubbag PKO juga sclelu melalaoikan
penyebaran ipesioner SUrvei
pelelespnany asistensi pengelolaan
kinerja pada saat pelaksanaan sosialisam
pewstens.  pengelolaan kinerja scbegai
bahan maesikan dan saran dari
stakeholder.

2} Komponen Standar Pelayanan yvang terkalt dengan proses pepgelolaan
nelayanan di internal organigasi malipub:

Mo,

Komponen

Urgian

1

Dasar huknm

1. Keputusan Menteri Keuangan nomor
467 [TKMKE.01 /2014 tentang Pengelolaan
Kinega i Lingkungan Kementerian
Reuangan
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M. Komponen Uraian
2. Keputasan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor KEP-
241/PB/2015  tentang  Pengeclolaan
Einerja di Linglkungsn Dirckiorat
Jenderal Perbendaharaan
3. Peraturan Mentend Keuangan Nomor
115/PMK.01/202] tenteng Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Kevangan
2 | Saremna dan | Meliputi :
pAraRarTana, 1. Meja;
dan fatay fasilitas 2. Kursi;
3. Kormmpiter;
4. Laptop;
5. Aplikas koemputer.
3 | Kompetensi 1. Fangkat {Golongan minimal Peagatur
pelalezania Muda (1 /d];
2. Pendidikan feormal mintmal d3 atan
zedergjat;
3. Memahami peraturan terkait dengan
pengelolaan kinerja
4. Memiliki ketekunan, ketelittan,
kecermatarn, dan tanggung jawabh.
4 | Penpawasan 1. Kepala Bagian OTL
internal 2, Kepela Subbagian PKO
5 | Jumlah pelaksana |7 orang fterbagi delam rueng loglup
wilayahy
& |Jamingn pelayanan | Kensultasl dilakssnaksn =sesuai  dengan
tupas dan fungsi Subbagian PRO dalam
rangka pemberian  bimbingan  teknis
nengelolaan kinerja.
7 |Jaminan keamernan | 1. Sclharub pelakzanaan kopauliasi
dan  keselamatan Lherpedoman pada perafuras.
pelayeEnan 2. Penggunaan splikasi.
3. Keamanan data stakehalder,
B | Evaluasi linerja | 1. Evaluaw pekerjaan pelaksano dilakulan
pelaksgna oleh Kepala Scksi sebagai  atesan
langsung,
Z. Masing-masing pegawal  dilakukan
penilatan kinerja pegawal, menghasilian
Nilai Kineria Pepawal [MKP. Setlap
semexier dilgkukan evaluasifpenllatun
terhadap  Kontrahk  Kmerja  yoang
menghesilkan Capaian Kinerja Pegawal
{CKF).
3.Telah dilakulkan surveli pelaksanaan
asistensi pengelolean  kinerja  oleh
atalrehatder yang mengukur tingkat
kemampusn kinerja pelaksana delam
mefakiukan atew membernikan konsultasi
pengeiolasn Kineria.

2, Peperbitat Sumat lzah Magangs dan Penelidan
1] Kemponen Standar Pelayanan yang terkajt dengan preses petyampaian
pelayanan melipuati:
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Ma.

Komponen

Wraan

Persyaratian

. Buret Permohonan Penelitian f Magang;

Froposal Penelitian/Magang.

Sistern, mekanisme
den prescdur

. Pegawai wvenmg akan melalezanakan

peneliban mengajukan  Permohonian
Bantuan  Penelitian /Magang  kepada
Sckretarizs DJPh c.g Kepala Bagian
Sumber Daya Matisia, tengan
melampirkan  persyaratan-persyaratan
yang ditetaplar;

Disposizi surat permohonan sccara
hierarkis dari Kepala Baglan Sumber
Daya Manusia hingga ke tingkst
pelaksana;

Pelaksans mernyusun konzep Surat
Permehonan Faailitasi
Peaelitian /Magang, untuk disampaikan
accara hierards;

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perbendaharaan menyotufui/ menokalk
Permohonan Faallitas]
Penelitian /Magang, serta menyampailean
pecmohonan fasilitasi kepada Pimpinen
Unit Kera werkait melaiul Aplikas] Naskah
Dings Elektronik fapabila permohonan
fasilitas) disetuju);

. Pimpinan Unit Eszelon I menerima

Surat Permohonan Fagilitaai
Penelitian f Magang  dan  memberikan
persetiiuan dengan megirimkan Surat
Persetujuan Fasilitasi Penelitian / Magang
kepada Sekretarizs Direktorat Jenderal
Perbendsharaan c.g. Kepala Bagian
Sumber Deays Manugia;

Disposisi  sural persetujuan  secara
hierarkis dari Kepala Bagian Sumber
Daya Manusia hingga ke tingkat
pelalsana;

. Pelakszana menyusun konsep  Surat

Peraetujuan Fagilitagi Peneltban f Magang,
untik disampathan scoara hicmrkis;
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perbendaharaan menyetujui/ menolak
konsep Sural  Prrsetujuan  Fasilitasi
Penelitian /Mageng, serta menyampailan
kepade Pelaksana/Pihale Hetige yang
memehon fasilitasi, melalni | Kepals
Bagian Sumber Daya Manusia.ahi
Aplikasi Naskah Dunas Elekironik (apabila
konsep surat disetuui).

Jangka waktu
pelayanan

! [setu) minggn

Biaya/tarif

Rpd, -
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pengeduan, saran,
dan masakan

No. Komponien Uraian

5 ) Produk pelayanan | 1. Surat Persctujuan Penetitian.
2. Surat Persetujuan Magang.
3. Surat Permohonan Fasilitasi Penelitian.
4. Burat Permchonan Fagilitasi Mapang.

& | Penanganan Penygaduan, earan dan  mesukan  akas

iayanan disampaikan melaiui kanal berupa:

1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online
Rakyat (LAPOR!): www.lapor go.id

2. Whistleblouing System Kemenlkeu:
hitps: [ fwise kemenken go.3d

3. Pu=at ¥omak Layanan Kemenken
PRIME; Jelan Dr. Wahidin Baya No. 1
Jakarta Pusat 107 10 Telp: 134 dan emall:
leemenken. prime@eermenkeu. ga.id

4. kotak saran/kotak pengaduian, SME,
portal pengaduaan BIPANDU
hitps: wandjph. kemenkely. go.id,

HAI DJPb  https:/ /hai kemenkeu.go.id,
atan tatap muka s=ecara langsung di

Kantor Puset JPb di alamst Gedung
Prijacti Praptosubardip 0 Lul, Jalan
Lapangan Banteng Timur No. 2-4,

4] Kopmponen Stattdar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolagn
pelayanan di lotertal orgarnisas mealipuhb!

No. Komponsn Uraian
1 | Dasar hulmm 1. Peraturan Pemenintali Republik Indonesia
Naomor 11 Tahun 2017 Tentang
Manajemen Pegewai Negerl Sipil;
d. Peraturan Menteri Xeusngan Nomer
118/ PMK.O1/202]1 Teptapg Organisssi
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
3. Sural Edaran Menter] Keuangan Nomor
SE-46/MK.1/2020 Tentanhy Mekanisme
Magang Mahasiswa/Mahagiswi  yang
dilaksanalen di Linglungan Kementerian
Kevnangan.
2 | Sarana dan Meliputi:
Prasarana, 1. Mma;
dan fatay lagihitas | 2. Kursi;
3. Homipriter;
&. Frinter;
5. Scanner;
B. Aplikasi Kompuater Umtn;
7. Aplikazi Nadine,
3 | Hompetensi 1. Pangkat/Golongan minimal Pengatar
pelaksana Muda {I}} a};
2. Pendidiken formal minimsal Diplome I
aten zederajal,




No.

Komponen

Uraian

3., Memahgami pereturan terkait izin
penelitian dsn magang,

4, Mampu mengoperasikan Aplikas
komputer;

5. Memiliki ketekunan, ketelitian,
leecermatan, dan tangeung jawaks,

Pengawasan
internal

1. Sekretaris Direktorat Jenderal;

2. Kepala Bagian SDN;

3, Kepala Subbagian Pengembangan
Kompetensi dan Budaya Organisasi;

4, Bagian Kepatuhan Intemel.

Jumtal pelakzana

Minitmal 1 (satu) orang petugas administrasi
faeilitasi penehtan; magang.

Janginen pelayanan

Proses Penerbitan Surat Persetujuan
Penelitian/Surat Persetujuan Magang
dilakukan sesual SOF dan berdesarkan
norma wektu yang telah ditetapkan.

Jaminan
keamanan dan
keaclarmnatan

pelaysinat

1. Foogpunaan sistem aplikam yang
terprotelksi;

2. Delumentasi arsip secara elelctronik,
yang terkontrol berdesarkan alur
poranggungiawabnya;

3. Tarsedia alat pemedam kebakaran vatig
memada di nuang pelayenan.

Evaluam kinerja
pelaksana

1. Evalumsi pekerjaan pelaksane dilakulkan
spcara hierarkis saat proses peiaksanaan
pekerjaan berlangsang, yeitu oleh Kepala
Subbagian atasan langsung pelaksana
hingga Kepala Bagian Sumber Laya
Manyaia;

2. Masing-maging pegawai dilalockan
penilaian Kinerja pegawai, menghasiiltan
Nilai Kinerja Pegawai (NKP). Betiap
semester dilakukan eveluasif penilaian
terhadap Kontrak Kinerja yang
menghaailkan Capaiat Kinetja Pegawai
{CEP.

. Peperbitan Surat Perintah Penunjukan Pejahat Penggant Pelaksana Harian
(PIh.] Pejabat Fimpinan Tinggi Fratama di linglungan Direktorat Jenderal
Perbendaharasat .
1] Kemponen Standar Pelaysnan yang terkait dengan proses penyampalian

pelavanan meliputi:

i Fa

Komponen

Uralan

1

Perayraratan

1. Nota dinas permchonan penunjukan
Pejabat Pengganti Pelaksana Hanan (Fih.)
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Na.

Kotmponen

Uraian

2. Burat tugas, undangan, ateu =cjenisnye
vang menginformasikan lokasi dan tanggal
pelaltzanzan kegiatan.

Sistermn, mekanisme
dan prosedur

1, Direktur Jenderal Perbendaharasat
menerima nota dinas  permohenan
penunjukan  Pejabat  Penggantl  dan
mendisposisikan secara hierariis hingga ke
tingkat pelaksans Subliagian Siatem
[Miormasi dan Layanen Sumber Daya
Manusia (SIL 3DM);

o Pelaksana menetimg dan  menelitl
permchonan penunjulocan Pejabat
Pengganti, dan selanjutanya membuat
konsep Surat Perintah Penunjulcan Pejabat
Pengganti beserta nota dinas penyampaian,
untuk digampailkan secars hierarkis;

3 Dhrektur Jenderal Perbendaharaan
menyetujitif menolak Burat  Perinteh
Penunjukan Pejabat Pengganh Plh.)
melalui aplikasi Naskah Dinas Elcktronik
japabila surat disetujui).

Jangha waktu
pelayanan

3 (tiga) hari kerje sejek dolumen diterima

Biaya/ taril

Rp0,-

Produk pelayanan

Surat Perintah Penunjukat Pejabat
Pengeant (Pl

Penanganan
pengaduan, saran,
dan masitkan

Pengadusan, saran dan mesukan atas layanan

disampaikan melalii kanal berupa:

1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Cmiline
Rakyat [LAPORI): wwww . lapor.po.jd

2. Whistlebiowing System Kemenkew
hitps:/ / wise kemenitew. go.1d

3 Pusai Kontalkt Leyanan Kemenkeu PRIME:
Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta
Pusat 10710 Telp: 134 dan email
kemenkey. pritng@kernenkey, go.od

4. Kotak saran/kotak pengaduan, 3M3,
portal pari paduan SIPANDUY
https: f Jpengaduandiph, kemenkeu go.id,
Hal DJPbh  https:/ /hai kemenisey go.id,
atan tatap muka secara Jengsung  di
Kantor Pusat DJPh di alamat Gedung
Prijadi Praptosubardjc O Lt.1, Jalan
Lapangan Banteng Timur No. 3-4.

5. Penanganan pengaduan dapat dilaloulmn
secars. langsung mavpun tertulis kepada

| Subbagian SIL SDM selaku wunit in sharge.
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2] Kemponen Standar Felayanan yang terkait dengan prosea pengelolaan
peleyanan di internal arganisasi melipu:

Ha.

Komponen

Urgiai

1

Dasar hukum

1. Peraturan Menteri Ksuangan nomor
136/PMK 01 /2018 tentang Pedoman Tata
Nagkah Dinag di Lingkungan Kemenierian
Keuangan,

2. Peraturan Menteri Xeuangan nomar
182/ PME.01 /2020 teniang Pedoman
Pernmunjukan Pelaksena Tugas dan/atan
Pelalksana Harian di Linglingan
Kementenan Heusngan;

A. Keputusan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor KEP-
162/PB /2011 tentang Penpangkatan
Pelaksane Tugas dan Pelaksana Haran di
Lingltungan Direktorat Jenderal
Perbendaharann,

Sarana dan
DIABATATIR,
dan{atau fasilitas

Melipati:

1. Meja,

2, Kursi;

. Kempiter/laptop;

Priniter;

. Aplikagi komputer umum;
Aplikasi persuratan (Nadine|.

Eompetensi
pelaksana

| e b

. Pangkat /Golongan minimal Pengatur
Muda {11/ al;

. Pendidikan formal minimal Diploma I atau

sederajai;

2. Memahami peraturan terkait deigan
Penunjukan Pejaber Pejabat Penggantl di
Linglkungat Kementerian Keuangan;

4, Marmnpu mengoperasikan aplikasi
kompuater;

5. Memilitd ketelunsn, ketelitian,

kecermatan, dan tanggung jawab.

B

Pengawazan
intemal

1. Selretaris Direktorat Jenderal;

2, Fepala Bagian SDM;

3. Kepala Subbagian Sistem Informasi dan
Layanan SDM;

4. Bagian Kepatuhan internal.

Jumlah pelaksana

Minimal 1 {satu) oreng petagas administrasl.

Jamiman pelayanan

Prpges penerbitan Surat Perintah
Penuagjukan Pejabat Penggati Pelaks=ana
Harian (Plh.) dilakukan berdasarkan 508
dan notme wakdu yang telah ditetapkan.

Jatninan
Leamanan dan
keselamatan

pelayauan

I. Pengpunasn sistem aplikasi scrta janngan
vang terproteksi;

2. Dolumentasi arsip secara elektronik, yang
terkontrol berdasarkan alur
penanggungjawabnya;

3. Tersedia alat pemadam kebakaran yang
memadai di ruang pelayanan;
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No. Komponen

Uraian

4. Dezain bangunan telah dibuat mirmm

rigiko dan jalur evalkuzsi telah disedialkan.

8 | Evaluasi kirteriz
pelaksana

- Evaluae: pekerjaan pelaksana dilaleukcan

seoatra hierarlds saet proses pelaksanazen
pekerjaan berlangsung, yvaitn oleh Kepala
Subbagian atasan langsung pelaksana
hingga Kepala Bagian SDM;

- Masing-maging pegaws dilakukan

penilaian lkinerja pegawai, menghasilkan
Nilai Kinerje Pegawai {NKP). Sedap
semester dilakukan evaluasifpenilaian
lerhadap Konbrak Kinerja yeng
roenghasitkan Capatan Kinerja Pegawai
(CEP).

E- Pembuatan Kartu Pegawal (KARKPEGH, Kautu 1ateri (KARIS)/ Kartu Suarmi
(KARSL) Pegawsa EKantor Puest dan Pegawsi Golongan [H Keatas pada Unit

Vertikal
1} Hompenen Standar Pelaygnan yang terkait dengan proges penyampaian
pelayenan melipuits:
No. Komponen Uraiais

} | Pergyaratan

1, Memastiksn dokumen penduking uasulan

Eariy Isteri (KARLZ)S Kartu Suami
IKARSL telah terupnlosd pada aplikasi
PonOpen vang terdin atas:

&) Fotolopl Laporan Perkawinan
Pertama / Janda Duda;

b) Fotokopi Surat Nikah/Alds
Perkawman;

c) Pas Foto Istri)/ Suami Ukuran 3x4 cm;

dj Fotoltopi 2K CPNS;

€] Fotokom SK TPNS;

1} Fotokopi KARIS dan KARSU PNS
(Unttk Permohortan Pengpantian
KARIS/KARSU PNS)

g Surat Keterangan Kehilangan Barang
dari Kepolisian [Uintuk Permmohonan
Penggzntian KARIS / KAREF PRE);

li} Laporan Kehilangan KARIS dan
KARSU dar] Iatri/ Suami Pegawal
Bersangitutan {Untuk Permohecnan
Pengpantian KARTS ) KARSU PNS);

1 Kutipan Akta Perceraian { Akda
Eematiarn.

2, Memastikan dokumen pendukunp nsulan

Karra Pegawai (KARPEG) telab terupload

pada aplikasi PhnQpen vang terdin ates:

a) Fetohkopi SK CPNS;

b] Fotokop: BE PHE,

t) Fotokopi SK Pangkat Teraldir;

{) Pas Foto Ukuran 3xd em,

el Fotokopi KARPEG Hileng [Uniuk
Permohonan Penggantian KARPEGH
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Nao.

Komponen

Uraian

f} Burat Keterangan Kehilangan Barang
dari Kepolistan (Untul: Permehonan
Penggantian KARPEC(G)

gl Surat Pernyatean KARPEG Hilang
dari PNE& Betaanelmtan [(Unfuk
Permohonan Penggantian KARPEL]

Sistem, makahisme
dan prosedur

1) Pelaksana SILSDM

8] menerima dan memverifikasi berkas
permohonan pembuatan  Karpeg/
Karis/Karsu melalui PbnOpen;

b} Apabila dalam proses verifikesi ado
berkas VANZ tidak lengkap,
mengembalilean fmenginformasikan
kepada unit pernohon untuk ditenglan
melalui PbnOpen,

=) Membual konsep surat pengantar dan
mengajulkan secars haerarlas.

2) Krpala Bagian BDM menctapken / menolak
surat permohonan pembuatan Karpeg/
Karis/Karsu kemudian menyampailian
kepada Biro SDM;

3)Bire SDM memproses permohonan
Karpeg/KarisKarsu dan menyampaikan
kembali kepads Bagian BSDM  actelah
proses sclesal;

4) Pelaksana menerima dan menyampatkan
Karpeg/Karis/Karsu kepada urnit
pemohon  untuk  disampaikan  kepoda
pemohon dan melakukan pembaharuan
Karpeg/Katls/Karsu pada data pegawai
Vg bersangloutan di aplikasi
lepegawalan.

Jangka walctu
pelavanian

3 [tiga] hari kerja sejak dokurnen diterima

Biava/ terif

RpQ,-

Produk pclayanan

Karta Pegawai [KARPEG)/ Kartu Isten
(KARIS}{ Kartu Buami (KARSU)

Pernanganan
pengaduan, sarat,
dan masukan

Pengaduan, =aran don masukan atas

layanan disampaikan melalui kanal berupa:

1. Layanat, Aspirasi den Pengaduan Online
Ralgyal (LAPCORY): www. lapor.ge.id

2, Whistlehlowing System Kemenkew:
hitps: f fwisekemenken ga.id

3. Puset Kontak Layanan Kemenkeu
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1
Jekerta Pasat 107 10 Telp: 134 dan ernail:
kermenkeu. prime@kemenken. go.id

4, Kotak saran/kotak pengaduan, 3M3,
portal pengaduan SIPANDI
https: / / pengadnandipb.emenken.go.id,

HAlI DJPh hitips:/ {hajkemenieu.po.ad,
atau tatap tnuka secara lengsung &

Eantor Pusat DJPh di alamat Gedung
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Mo,

Kompenon

Uraisn

Fryadi Preplesuhardjas I Eil, Jalan
Lapeangsn Banteng Timuar No. 2-4,

5. Penanganen pengadusn dapat dilakukan

gecara langsung maupun ternilis kepada
Subbagian SIL SDM sclaku unit in charge

2] Komponen Standar Pelayanan yang terlegit dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal orgamsasi melipat:

No. Komponen Uraian
1 [ Dasar hulkuam 1. Keputusan Kepala Badan Adminiatrasi
Kepegawian Ncgara TIQITLOT
1158a/KEP/ 1963 tanggal 25 April 1983
tentang Kartu Istr/ Suvami Pegawal Negedd
Sipil:

2. Keputu=an Kepala Badan Adminisbrasi
Kepegawaian Negara nomor 01 /KEP/ 1994
tentang Pemetapan Kartu Pegewal Negerd
Bipil;

3. Kepuiasan Direkbar Jenderal
Ferbendaharaan NOTOoT KEP-
143/PB 2019 tentang Pemberian Kuasa
dari Direkiur Jenderal Perbendabaraan
Kepada Para Pejabei Lingkup Dircktorat
Jenderal Perbendaharasn untuk Atas
Wama Direlchmo Jenderal Perbepdaharean
Menaudatangaui Neskah Dina= di Bidang
Kepegawsian.

2 | Sarana dan Melipnati:
Pragarana, 1. Meja;
dan/atad fasilitas | 3. Kured;

Jd. Komputer flaptop;

4. Printer;

5. Aplikasi komputer urmum;

&. Aplikasi perstiratan [Nadinc):

7. Aplikesi Kepegawsian.

3 | Kotnpetenad 1. Pangkat/Golongan minimal  Pengatur
pelaksana Muda (117 a);

2. Pendidikan lorrral mivimal TDiploma l atan
sedergjat;

A Memahami peraturan  terkait dengen
mekaniame perjalanan dinss pindah
menetap 41  lingkungan  Direktorat
Jenderal Perbendaharann;

4. Mampu Thengoperasikan aplikasi
komputer;

5. Memiliki letckunan, leetelitian,
kecermatan, dan tanggung jawab.

4 | Pengawasan I. Sclgetans Dhireltorat Jenderal,
internal 2. Kepals Bagiem SDM;

3. Kepala Subbagian Sistem Informasi dan
Layanan S0M,;

4. Bagiarl Kepatuhan Internal,
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Ma.

Komponen

Uratan

Jumlah pelaksana

Minimeal:

1 jzam) orang petuges administrasi

KARIS / KARPEG, KARBU di lingkup Bagian
Sumber Dava Manusise

I (sang} orang pelaksana yang menjadi
person in charge pada masing-masing Unit
Jabatan Pimpinan Tingg Pratama di
Lingkungan Direktoral Jenderal
Perbendaharasn

Jaminen peleyanan

Prosea penerbitan Kertu Pogawai

(KARPEG)/ Kariu Isteri (KARIS)/ Karty
Suami (KARSLU) dilakukan berdgsarkan SOP
dan rrma wakty yang telah ditetapkan

Jarminarn
keamanan dan
keselamatan
petayanan

1. Penggunaan sistern aplikaci seria
jaringan yvang terprotelsi

2. Bentrahisast database pada aplikasi
PhnCpen;

3. Dolumentasi arsip secara clektronik,
vang terkontrol berdasarkam alur
penanggunEswabna;

4, Tersedia alat pemadam kebakaran veang
memadail di ruang pelayanan:

5. Desain bangunan teleh dibuat minim,
risiko dan jalur evakuasi elah
disediakan.

Evaluasi kinerja
pelaksana

1. Evaluasi pekerjaan pelaksana dilakukan
secara hierarkis saat proses pelaksanaan
pekerjasan berlangsung, vaitn cleh Kepala
Subbagian atasan langsung pelaksana
hingga Kepaln Bagian SDM;

2, Masing-rmasing pegawal dilakukan
penileian kineria pegawai, menghasillkan
Nilai Kinerja Pegawai (NKP. Setiap
semester dilakuken evaluasif penilaisn
terhadap Kontrak Kinerja yang
menghagitlran Capaian Kinerja Pegawat
[CKP),

h. Penerbitan Surat Perintah Membayar (3PM) pada Kantor Pusai Dirclkaorat
Jenderal Parbendaharaan
!l Eompomen Standar Pelayanan yang tetkait dengan proses penyampaizn

pelavanan melipud:
Nao. Komponen Uraian
I | Per=yaratan a. Surat Perountaan Pembayaman
b, DMPA Kanior Pusat Ditjen Perbendaharasn
o, Doloamen penduloong
2 | Sistem, mekonisme | 1, Pelaksana Subbag Perbendaharaan:

dan prosedur

& Menerima beries SPP-LE dan memaraf
routing slip,

k. BMemeriksa dan meneliti keabsahan
SPP-LE hezerts, lampirannya,




[

T

Komponen

Lraian

c. Membuat konsep pengeinbalinn SPP-
L2 untuk SPP-LE yeng rterdapat
kckurangan/ kesalahan;

d. Mencatat SFP-LS yaug sudah lemgkap
pada buku spends;

t. Membuat kKonsep SPM uniuk SPP-LE
yang sudsh Jengkap dan benar; dan

f, Mencruskan thethas S8SPPLS  dan
Honuep SFM ke Bendahata
Penpgeluaran.

2. Bendghars Pengeluaran:

8. Msrmerileaa kebenarsn  pembebanan
ANEEATAN;

B Memasokkan pembebanan asnggaran
pada program aplikesi pembukuan
bendahara:; darn

c. Meneruskan berkar SPPLS  dan
konzep SPM ke Subbag
Perbendaharaan.

3. Kasubbag Perbendaharzan:

8. Memerksa dan menehti keabsahan
SPR-LS beserta lampirantya;

k. Mendandatagani surat pengembalian
untuk SPP-1.5 YA terdapat
kebirengan /keaalahan kemudian
menugaskan Pelaksena untuk
menginmkan ke PP

€. Memenkea dan  menandstangani
kon=ep BPM  kemudiao memaral
routing shp;

. Melakukan pengiviman ADE SPM
melaiai aplikasi terintegrasi (OTF SPM)

&, Menugaskan Pelaksana untk
mengmrimkan SPM 0 yang  relgh
ditandatagani ke

. KPPH.

4. Prlaksana Subbag Perbendaharaan:

2. Mengirimkan surat penpembalian
beserta BFP-LS yvang terdapat
kelurangan /kesglahan dan
larnpirannys ka PPK; dan

b. Mengirimkean SPM beserta
kelengkapannya ke KFPN.

Jangka wakia
pelavanan

o [lirna} hari kerja sejak dolumen ditarima

Biaya/tanf

Rpl,-

Produk pelavanan

Peperbitan SPM

| B

Penanganan
pengaduan, saratl,
dan masukan

Pengaduan, saran dan masukan atas
layanan disampaikan melelui kanal berupa:
1. Layanan Aspiregsi dan Pengaduan Online
Hakyar (LAPOR): warw. lapor.go.id
2. Whistleblowing System Kemenkeu:

https: / fwise kemenken . go.jd
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Mo, Kompohen Lreian
3. Pusat Kontak Layanan Kemenksy PRIME:
Jalan Dr. Wahidin Raya No. | Jakerig
Pusat 10710 Telp: 134 dapn email
kemenkeu. prima@keme nkeu . go.id
4. Kotak saranfkotak pengaduan, SMS,
portal pengaduan SIPANDU
& ul pb.kem 2a.id,
HAI DJPh hittpe:f/hai kemenkey go.id,
dtau tatap muka secara langsung di
Kantor Pusat DWJPE d1 alamat Gedung
Priiadi Praptosuhardjo {1 Lrl, Jalan
Lepangan Banteng Ticmar No, 2-4,

2) Kompenen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolasn
pelayanan di internel organisasi meliputi:

No. Komponen Ursyan

1 [ Daszar hukum 1. Peraturan Pemerintzh Nomor 45 Tahun
201 3 teritang Tata Cara Pelaksanaan

2. Anggaran Pendapaten Dan Belanja
Negara.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
1TB/PME.05/2018 rentang Perubahan
atas

4. Peraturan Menteri Keviangan Nomor
190/ PME.G5/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran datam rengka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.

5. Peraturan Menteri Keuangan HNomer
113/PMK.05/2012 tentang Peralanan
Dinas

6. Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,
FPegawed MNegerl, Dan Pegawai Tidak
Tetap.

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
214 /PME.05/3013 tentang Bagan Akun

8. Standar.

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
118/PME .01 /2021 tentang Organisasi
dan Tatz Kerja Kementerian Keuangan

12, Poctaturan Menteri Kruangan tentang
Stendar Biaye Masuksn dan Standar
Bieva Heluaran,

2 | Sarana dan [ Meliputi:

PATASATATA, 1, Mea

danfatan fastlitas | 2. Hurs

3. Kompnter

Printer

BCANTICT

Aplikasi Kompuiter

Alat Tulis

3 | Kompetensi Fangkat/Golongan  minimal  Pengatur
pelakksana {lIf o}

Pendidikan formal minimal Diploma M

e SRS

b2

ﬁ
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No.,

Komponen

Uraian

3. M:mahgﬁli-_]:ﬂaturan terkait pelaksanaan
APBRN

4. Mampu mengoperasikan
Eoimpuler

o Mermuliki keteloanan, keteliban,
kecermatan, dan tanepung jawab,

aplikasi

Pengawasan
internal

1. Kasubbag Perbendaharaan
2. Bendshara Pengeluaran

Jumlab pelaksans

Minimal:
2 [duza)] orang pelaksana

Jaminean
pelgyanan

Proscs Penyelesaian Proses Penerbiten Surat
Perintah  Membayar [SPM]  dilakukan
berdasarken B0P dan norma wakitu yeng
telah ditetaplan,

Jaminan
kcamansn
keselamatan

pelayanan

can

l. Penpgminean  sistern  aplikasi  vang
terproteks: dan sesuai kewenangan User;

4. 3entralhisasi  dotabase perbendaharasn
melaiu Financial Managemeant
Information  Systems (FMIS) dengan
sisternt database terpusai dan Disaster
Recovery Cenier [DRC) yang handal.

Evaluasi
pelakaans

kinerja

1. Evalussi pekerjaan pelaksans dilakulkan
secarn hierarids sast pmses pelaksanman
pekerjaan  berlangsung, yaitu oleh
Bendahara Tingge Kcpala Subbagian
Perbendahatraan.

2. Masing-magitg pegawai dilalaktan
penilaian kinerja pegawai, menghasilkan
Nilai Kinerja Pegawai (NKF). Setiop
semester dilasltubtan evaluasi/penilaian
terhadap Kontralk Kinerja Yang
menghasllkan Capeian Kinerja Pegawai
{CKF}.

Layanan Keterbukaan Informasi Publik melalui jalur PPID (Pejabat Pengelole

Informeas] dan Dokumentaesi) Direktorat Jenderal Perbendaharasn

1} Komponen Standar Pelayanan yvang terkait dengan proses penyampaian
pelayanen melipot:

M.

Eomponen

Urgian

1

Perayatatart

I. bukti identitas diri werga negara
Indonesia yang eah yang dapat
membuktikan  Pemohon  scbegal
warpa negara Tndoneaia (KTP);

2. bult pengesahan badan hulum yang
diterbatkan oleh kementerian yang
membidang vrusan hubum dan hak
asasi manueis dalam hal Persohon
merupakan badan bukum Indonesia;

3, syrat kuasa dan fotolop
KTF pemberi kussa dalam hal
Femchon mewalkili Arang
persenrangan, kelompol oreng, atau
badan hultum Indonesia.

Sister, mekanisme | L.

dan prosedur

Permmohonan Informasi Publik dapat
dilakuksn secara fertulia atan tidak
tertulis;
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Mo,

Komponet

Uraign

140,

. Dalam hal permohonan Informasi

Publikc  diajuksn  secara  tertulie,
Pemohon menEist formulir
permohonan Informaei Pahlik sesuai
dengat format Lampiran pads PMK
129/PMK.01/2019 tentang Pedoman
Layanan Informasi Publik hagi PAD
Kemenkeu dan Perangkat PPD
Kemenkey;

- Dalam hal permcohonan Informesi

Publik diajukan secara tidak tertulis,
FPID Ditjen Perbendaharaan
memagtikan permohonan Tnfarmasi
Publth tercatai  dalam  formulir
permohonan Informas Publik,

. Dalam hal permshonan Infermasi

Publik disampaikan dengarn cara yang
tidak memunglarkan bagi  PPID
Difjen Perbendaharaan untule
memberikan  formulir permmohonan
Informaei Publik secara langsung,
PPID wmjibh memastikan formuolis
permohonan Infermas) Pubbk yang
ielabh diberikan nomor pendaftaran
dikivimban kepada Pemnohon;
Fenyampaian formulir permohonan
Infortnasi Publlk dapat dilakukan
bersameatl dengail  pEnynPIlan
pemberitahuan tertulig,

KFanal permchonan informasi dapat
melalii: datang langsung, telepon,
emait, website PPID Kemenlew, atan
melalui aplikasi  mobile  PPID
Eemenken.

Layanan  permohonan Informasi
Publik dimulai pukul 0800 sampai
dengan pukul 15.00 walkiy setempak
sesual dengan lokast unit peranphag
PPIC Ditjen Perbendaharean. Gelam
hat permohonan Inlormasi Pubhk
disarpaikan  sstclab  berakhimys
wakhi layanan, lavanan permohonan
Informasgt Publile diberilkan pads bhan
kege benlodintya,

Sedap permohoitan nformags Publik
waji dibetikan jawaban ofeh PPID
Datien  Perbendaharaan  berupa
pembertehuan tertulis;

. Penvamprian pemberitahuan tertulis

dilalmukan s¢sual dengan  cera
perolehan informasi yang dipilih oleh
Pemnohon dalam fermulr permaohonan
Informasi Publik;

Datam hal permohonsn Informass
Publll  ditolak, PFPID  Ditien
Perbendaharaan wajib
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No.

Kompanen

Uraian

2. penyampaian Informasi  Publik
molelnhi  waktu  yang  telah
ditentikan,

2. Keberatan digjukan secara tertulis
oleh Pemohen atau kumsanya dalam
Jangks waktu paling lambat 30 (tige
puluh) hari kera setelan diterntkan
alasan keberatan dengan mengisi
formutar keberatan:

3. Atazan PPID Ditjen Perbendaharsan
{Direktur Jenderal Perbendaharaan)
wajib membetriken tanggopan atas
keberatan vyang disampaikan oleh
Pemchon atau kuasa Permohon pading
lambat 20 (fge puluh) had kerja sejak
dicatatnya pengajuan  kcberatan
delam regisier keberatan.

+. Atasan PPID Ditjen Perbendaharasn
berhalt untuk menolak pengajusn
leeberatan secara tettulis, dalam hal
Pemohon  mengajukan  keberatan
[1ETILETA.

a. tidak sesuai dengan ketentuan;

k. materi keberatan tidak sesual atau
tidak sama dengan materi dalam
permohonan Informesi Publik.

5. PFID Ditjen Perbendaharaan
menyimpan asli formulir keberatan
sebagal tanda bokt  penerimsan
penrajuan keberaian.

Pengaduan, saran dan masukan atas
layanan disampsiksn melpjui  kanat

berupa
Laysnan Aspirasi dan Pengaduan
Cnline Ralyat [LAPORI):

www. lapor. o, id

2. Whistieblowing System Kerneakeu:
hitps:{ fwize kemenloey go.id

3. Pusat Honialz Layamen Kemenkeu
PRIME. Jalar Dr. Wahidin Raya No,
1 Jakarta Pusat 107I0 Teip: 134
dan eyl
kemenken. primefkemen kew.go.id

4. Kotak =saran/kntalt pengaduan,
SMS, portal petigadtian SIPANDIU
https: ,{m:gggt_luand]pb

n o e, HAE DJIRG

https: { 'haj Kemenkeymo.id,  atan
iatap muka secara langsung di
Kantor Pusat DJPb di alamat
Gedung Prijadi Preptosuhardja (I
b1, Jalan Lapsangan Banteng
Tirnur No. 2-4,

'
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2) Kemponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
clayanan di internal organisast meliputi:

Na.

Komponen

Uranan

3

Dasar hukum

1.

Undang-Undang Momar 14 ‘Tahun
2008 tentang Keterbultaan Informasi
Publik;

Peraturan Pemerintsh MNemor 61
Tahun 2010 Tentang Pelaksansan
Undeneg-tndang Nomor 14 tahin
2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

Peraturant Menteni Kevangan Nomor
129 /PMK.G1 /2019 Tentang Pedoman
Laysnan Informasi Publik Clelh PRID
Hemenkeu dan Perangkat PPID
Kemenken;

Persturan Komisi Informaai Nomor 1
Tahun 2021 tentanp Standar
Levanan Informasi Pablik:
Keputusan Menterd Keuangan Nomor
870/ KME.0I f2010 Tentang
Penunjukkan Alagan PPID
Kemonkeu, Atasan PPID Tk. |, PPID
Kemenkeu, dan Perangkat PPID
Kemenkeu.

Sarana dan
prasavane, danfatag
fmsilitas

L

-

o

o

=

0.

Mcja;

Kursi;

Komputer;

Prinker;

Fuang Lavanan Infortnasi pade

Pusat Layanan Terpadu Kantor Pusat

Ditfjen Perbendaharaan, Gedung

Prijadi Praptosuhardio I Lt. I;

Fmail layanan pada

klip. humas. dipb@kemenken.go.id;

Telepon (021} 3445230,

Website e-ppid. kemenken go.id dan

dipb.kemenien. go.id;

Aplikasi mobile-PPID Kemenkeu,
Aplikasi back office 81 PFID

Kemenkey,

Kompetenst
pelaksana

] Fangkatff}:d]mngan Ruang minimal

Pengatur hiude iI1/a);

12, Pendidilcan forma] minimat

SLTA /sederajat:

Mampu mengoperasikan  aplikasi
kompuiter;

Memilki  pengetahnman  tentang
melani=me dan teta cara penvelolaan
administrazi pelavanan informasi
publik Dlten Perbendaharaan.
Memilli  keterampilan  dalam
komunikasi, pengolahan data, dan
penyedinan inforrmasi.

'
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No. Komponen Uraiggn

6. Memahami peraturan dan
malanisime  terkait  penpgelolaan
lervanan informasi publikc

1. Sekretaris Direktorat Jenderal;

2. Kepals Bagian Urnuam;

d. Kepala Subbagian Kebumasan,
Leyanan Informas dan Protokoler;

4. Bagian Kepatuhan Internal,

& |.Jumtlah pelskzana Minimal 1 (satu) orang petugas layanan

wiformas,

& |Jaminan pelayanen | Prosea layanen permohonan inforimasi

publik melalul jalur FPID dilaksanakan

gesual SOF Penpelolaan Permintaan

Layanan Informasl Fublik Melalui PPID

Tingkat I Diraktorat Jepnderal

Perbendaheraan, S0P Pengeclolaan

Permintasn Layanan Inforrnasi Publik

Penerusen PPID Kementerian

Keuangan, dan S0P Penanganan

Keberatan dari Pemohon  Pernohem

Informesi Publik Kepada Atasan FPID

Tl I Direlctorat Jenderal

Ferbendaharasan.

T |Jaminan keamanan |1. Penggunpan sistem aplikasi yang

dan keeelamatan terproteksi;

pelayanan 2. Dokumentasi arsip secara elektronik;

d. Petugas Iayanah yang berjaga sclamas
Jam layanaty,

4, Dulungan bantgan bulkun  dan
Direktorat Jenderal Perbendaharean
dan Kementeran Keuangan;

2. Prosedur penanganen dan bencana
yang telah disiandarkan.

E | Evaluasi knene | 1. Evaluasi pekerjaan peclaksana

peloksana dilakukan secara hierarkds saat
proses  pelaksanaan  pekerjagn
berlangsung

4. Masing-masing pegavai dilgloakan
penilaian kinerfa pegEwEd,
menghasillkatn Milan Kinerja
Pegawai {WKP). Sectiap semeseer
dilakuican evalussi f penilaian
tethadap Kontrak Kinega vang
menghasilkan  Capaian  Kinerig
Pegawai (CKP).

4 | Pergawasan internal

- —

J. Pengelolaan Pengaduan
1] Komponen Standar Pelayanan yang terlait dengan proses penyampaian
pelayanan melipui:

Ha, Lomponen Uraian

1 | Persyaratan Pengaduan memenuhi unsur 4W+1H:
1. What = perbuatan  beendikas

pelenggaran yang diketalngi:
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Mo,

Komponen

Uraian

2 Where = di mana perbuatan tersebut
dilalciiknn;

3. When =
tilakukan;

4. Who = sjapa faja yang terlibat dalam
perbuatan tersebut;

5 How = bagmaimana perbuatan ter=zeknt
dilalukan {modua, cara, dsh}.

kapan perbustan tersebut

Sistern, mekanisme
dan prosedur

1. Pengaduan diterima oleh UKL melalai
=aluran yang ftersedia (intermal dan
eksternal) & diadministrasikan;

2.VKl menindaktanjut pecogaduan yang
diterima;

3. Pengaduan dapat dilimpahkan dari UK!
cselon | ke UKE-W/UKI-P yang berada di
bawahnye atavpun diteruslan ke UK
yang berada di amsnya umuk
ditindaklanjui;

4, UK! menyampaikan laporan pelaksanaan
pengelolaan pengaduan seears periodik
dan berjenjang.

Jangks wakhs

pelayanan

1. Pengaduan direspon paling lambat 2
{dua) hari kerja setelah pengaduat
diterima, kecuali yang diterima meladud
aaluran tatap muka:

2. Melalnukan kenfirmasi hgsil tindal: lanjut
paling lambat 2 (dua) ban kerja setelah
UKl mendapatkan laporan hasil tindak
lanjut dari unit/ pihal Vang
menimdaklanmt.

Biava ftanl

Rpfh.-

Produk pelayanan

Laporan f hasi! gndak lanjat pengaduan

Penanganan

pengaduan,
dan masukan

sarat:,

1.38aluran Internal
a. Kantor Pusal;

1] Telepon

2 Wehsite: SIPANDU
hitps: { f pengaduandipb. kemenkey.
ga.id, HAL DJPR

' 1.kemenkeu . go.id

3) Pesan Singleat [SME)

4} Surel [e-madl

8 Surat

&| Tatap Muka

b, Kantor Vertikal, melahu saluran yang
telah tersedia di unit mazing-masing

2 Apliktasi Whistiebloudng System [WiSe)
vang dikelola Inspektorar  Jenderal
Kementettat Keuvangan
hitne:/ fwlse kemenken oo . i;

3. Aplikasi Laporl yang dikelola KemenPAN-
RH, Kemendagri, Kominfo, KSP, dan
Ombudsman: lapor.go,id;

&, Media massa: roedis cetak, radio, televis:
dan internet.
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24} Komponen Standar Pelayvanan veng terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal argamsas meliputi:

No. Komponen Uraian

1 | Dasar hukum 1. Peraturan Menteri Keuangan MNomor
103/ PME.O9/ 2010 tentang Tata Cars
Pengelolaan dan  Tindak — Lanjut
Pelaporan Peianggaran [Whistieblnaning)
di Lingkunpan Kementerian Kenangan:

2. Peraturan Drirektir Jenderal
Perbendaharaan Komeor PER-
3/PBR/2013 tentang Pengelolaan
vengaduen di Lingkungan Direkrorst
Jenderal Perbendaharaan,

3. Prratuaran Dirckiur Jenderal

Perbendabaraan Nomaor PEE-

30/PB/2)19 tentang Keranglcs

Perpuatan Integritas Direkforat

Jenderal Perbendahargan,

Meja;

Eursi;

BC{ Laptop;

Printer;

Beannet;

Telepon;

2 | Sarana dan 1

parASArAITE, danf [2

atau fasilita= 3

4

5

6

8. Komerg:

S, Perangkat lunak/ Aplikast Komputer;

143 Website,

3 | Kompetensi 1. Pangkat/Golongan  minimal Peagatur

pelaksans Tk. }/1{d,

<. Pendidikan formal minimal SMA atau
sederajal,

3. Mampu mengopersstkan  perangkat
kommuer beserta aplileas=i
pendukungnya;

4. Memiliki pemahaman nengenai
peraturan terkant pengelolaan

pengaduan, displin PMS, dan kode etik
& kode perilaku popawai Kementerian

7. Sound Recorder:

Keuangan;
5. Memifiki keteloanar, ketelitian,
tangoung jawab dan intepritas.

4 | Peppgawaean intermal (1. Abagan Langang:

2, UKFE1/UKI-W/UKI-P:

APIP [Inspekitorat Jendsral Kementeran
Keuangan).

Petugas Helpdesk;

Verifikator;

Fengkaji,

. Pejabat Yang Bertenggpung Jawah;

5. Petugas Entry Data,

& | Jaminan pelayanan | Proses pengelolaan pengaduan
dilaksenakan berdasarkan 80P dan norme
waktu yang telah ditetapkan. f

by

S5 | Jumlah pelaksana

DRSS
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No,

Komponen

Urai=an

Jaminan iTearmanan
dan lcmselamatary
pelayanan

—

- Kode repister pengaduan unhisk Pelapor

2. Begala informasi vang disampailan
dijarnin kerahagicanmya;

3. UKI  wejib  menjaga kerahasiaen
identitas  Pelapor, kecuaii  apabila
Felapor merminta identitasnva 4dak
ditahasiaken:

4, Dokumentasi dilakukan SCaTE

elektrotuk  melalui  aplikasi Sipandu

dengan ekscs yang terbataz  dan
terenalripas.

Evraluasi Kiterta
pelaksana

1. Evaluast secara langsung dilakulesn
oleh atagen langsung mavpun pimpinan
Lzt sclama dan/atau sctelah
pelaksanaan pekerjaan;

d. Penilaian  kinerja  secara  berkala
terhadap Cap-tiap pegawai dalam
bentuk Niiai Kinerja Pegawai (NKF} yang
merupakan gabungan dJan Cepaian
Kinerje Pegawai (CHP) dan Nilas Perilaky
(NP},

k. Penanganan Laporan Gratifikasi
1) Komponen Siandar Pelavanan yang terkait dengan proses penvampaian
leyanan melipud:

dan prosedur

No. Komponen Uraian

1 | Persyaratan Laporan Penerimaan  Gratifikasi  yang
disatnpailcan pegewai penerima gratifikasi.

2 | Sistem, mekanisme | 1. Menerima Laporan Penermasan

Gratifikasi yang disampaikan oleh
pegawal penerimsa gratifkasi;

4. Mencatat pelaporan peniorimean
gratifikasi pade [ife registrasi;

d. Melakukan analisis atas gratifikasl yvang
dilaporkan dan menuangkan dalam
kertag kette analiziz fapahbila dipetlakan,
pegawai melakulkan peTIIIN tAAT
keterangan tambahan kepada pelapor);

4. Dalamn hal hasil analisis menyimpulikan
pensrimaan gratifikas) termasuk katemort
yang wajib dilzporkan, melakukan input
laporan  penerimaan gratifikasi pada
aplikasi GOL;

2. Dalam hal hasil anallsis menyimpualkan
gratfikast yang tidak weayib dilaporkat ke
KPE, melanjuiksn  anelisis lembar
ngecekan (ehecklisd) penentian
kepermnilikan dan pemanisatan,
selanjumya membuat konscp sural status
kepemilikan dan pemanfaatan  barang
gratifikasi yang ditujukan ke pelapor.

3 | Jangka waktu | 10 isepuluh) hari kerja sejak laporan
pelayanan diterime
4| Biaya/tanf Rpl,-
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pengaduan, saran,
dan masukan

N, Komponien Uraian
E | Produk pelayenan 1. Surat Pelaporan Penerimaen Gratfikasi
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi:
2. Surat Status Kepemilikan dan
Pemanizatan Earang Gralillkasi ke
Pelapor.
£ | Penenganan Fengadusan, saran dan masukan atas

lavanan disampaikan melalui kanal berupa:
1. Layanan Aspirasi den Pengaduan Online

Rakyal [LAPORY: www lapor go id
2. Whistleblowning System Kemenkeu:
tipa:f fanse k

3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeuw
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1
Jakarta Pugzar L0710 Telp: 134 dan
emal}; kemenkeuw. primef@kemenkeu, po.id

4. Kotale saran/kotak pengeduan, 3MS,

portal pengadizan SIPANEU
https:/ /penpaduandiph kemenkew. po.id,

HAT DJPL hitps:f fhai kemenken. go id,
atay fatap muka sécara langsung di

Kantor Pusat DJPH di alamar Gedung
Prijad: Praptosubardjo I Lt.I, Jatan
Lapangan Banteng Tirmur No. 2-4.

Komponen Standar Peiayvanan yvang terkait dengan proses pengelolaan
lavanan di internal organisasi meliputs:

Ra. Komponen Urazan
1 | Dasar hukum 1, Peraturan Menteri Eeuangan MNomor
A7 PME.09,/2021 tentang
Pengendalian Gratifikasi di Linglungan
Kementerian Kenangen;

2. Keputusan Dirsktuar Jenderal
Perbendahatraain tefitarg Standar
Operagional  Prosedur  Seloetariag
Direktorat  Jenderal Perbendzsharsan,
tiehgdnai Penenganan Laporan
Penerimasn  Gratifikaszl  pada Unit
Pengendalt Gratifikasi Kantor Puzat;

3. Peraturan Menteri Kevangen Nomor
118/PMEK.G1 /2021 tentang Crganisss
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

2 | Barana dan [ 1. WMeja;
pETasArana, 2. Kursi;
dan/fatau fastlitas 3. PC/Lapiuop;

4. Printer;

3. Beanner;

6, Telepon;

F. Saing Kecordel

8. Karers;

Q. Perangk=at Lunak/Aphkasi Komputer:

10, Wehbsite,

3 | Komipetenasi 1. Pangkat/CGolongan mimnmel Pengatur
pelakeania Tk. I/ d;

2. Pendidikan formzl minimal SMA atay
sederajat;
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No.

Komponen

Uraign

3. Mampu mengoperasikan

1.

5.Mermlika

perangikat
komputar heserts aplikasi
pendukungnya;

Mermitiki pemahamar

perghuran terkait
eratifitcas;
ketelunan, ketelitian,

mengenat
pENEnZatEn

Pengawasan internal

1.
2.

3

tengpung awab dan integritas,

Kepala Bagian Kepatuhan {nternal;
Kepala Subbagian Petnantzian
Pengendalian Internel;

Inspekiorat Jenderal Kemepkew.

Jumlah pelaksana

M
1

nirnal:
{safu) orang penigas back office

Jaminan pelayanan

Prosgs penlangsanan

laporan  gratifilkasi

dilaksanakan berdaaarkan SOP dan norma
walkitu yang telab ditetaplan.

Jaminan keamanan
dan keeclamatan
pelayanan

1.

. Penggunasan

Doloumentasi laporan gratifikasi yang
tarkentral berdasarian alur
pertangguiigiawabannya;
sistemn  aphkasi yang
terproteksi.

Evaluasi
pelakeana

kinerja

- Evaluasi =ecara langsung dilakukan

oleh atagan Jangsung maupun pitnpinan
unit  sclama  danfatan seteleh
pelaksanaan pekerjaan:

Penilaian ldnerfja  secara  berkals
irrhadap tap-tiap pepawai dalam
bentul Nilai Kinerja Pegawai {NKF) yang
merupakan gabungan dari Capalan
Kinerja Pegaweai [CKP) dan Nilai Perilalay
(HE.

'j;ﬂ
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o, Komponets Uratan

4. Direktur PA menyetujui/menalak usulan
revisi yang diajukan ofch Unit Esclos 1

KfL.

3 | Jangka wakty ! {satu) hari kerja terhitung sejak dokamen
pelayanan diterima secara lenghap serta notifikesi dan

siztemn telah tercetak.

4 | Biaya/tarif Ry, -

5 | Produk 1. Revigi DIFA;
pelayanan 2. Surat Pengesahan Fevisi DIPA; atayg

3. Surat penolakan/penpembalian  usulan
Eevisi DIPA.

6 ' Penanganan Pengaduan, saran den mesukan Aes
pengaduan, layanan disampaikan melalui kanal beriipa:
saran, dan 1. Layanan Aspirasl dan Pengaduan

Lan Online Raloyat [LAPORI):
wany por,go.id
2. Whistleblowing System Hermenkelr:
hitps: f fwise. kemenbkey.ga.i

3. Puzat Kontek Layapan Kemenkey
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Rgya No. 1
Jakarta Pu=at 10710 Telp: 134 dan
ernail: kemonkeu prime@kemenkeitgo.id

4. kotelkr saran/ketak p#ngaduan, 8MB,

portal pengadilan SIPANDU
https:/ /pengadipandiph kesnenkeu.go.id,

HAl DJPb haeps:f fhat ketnen

atau tatap muka secara langaung r:h
Kantor Pusat DPb di alamat Gedung
Prijadi Praptosuhardic II Lt.l, Jalan
Lapangaty Banterg Tirmuar Mo, 2-4.

2] Komponen Standar Pelavanan yvaneg tetkant dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi melipati:

No. Komponen Uraian
1 | Dasar hukum l. Peraturan  Menteri  Keuangpn
mengecnail Tata Cara Revisi DIPA:

2. Pergturan Direltur Jenderal
mengenat Petunjuk Teknis Revisi
DIPA yang Menjadi Bidang Tugas
Chrektorat Jenderal
Perbendaharaan:

3. Peraturan Menten Keuangan
mengenal Organisast dan Tata Kerja
Kernenterign Keuangan.

2 | Barana dan Mcliputs;
prasarang, danfatau | 1. MEJ'E:I
fasilitas 2. Kursi;
3. Komputer;
4, Frinter,
a3, SCATHET,
6, Aplikasi komputer,
3 | ompetenai pelaksann | 1, PangkatfGolongan minirmal

Pengatur Mude [1ifaj;
2. Pendidikan [brmal minimal SLTA
atau asderaiag;
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No. Komponen

Uraian

&

4.

R

Memabami peraturan terloait
dengan pelaksanaan anggaran;
Mampu menpoperasikan  aplikasi
komputer;

Memillla  ketekunan,  ketehtian,
kecermatan, dan tﬂ-ﬂﬂg'ﬂﬂg iﬂ_wab_

4 | Pengawasan interngl

Direkbur PA;

. Atasan langsung freviy berjenjang);
. Unit Pelaksanan Tugas Kepatuhan

Internal (pemantauan pengendalian
internall.

&n

Jumlah pelaksana

Minimal 1 [satu] oreang petugas

6 |Jaminan pelavanan

Proses Pengesahan Rewisi DIPA K/L
dilaltukan berdasarkan 20P dan norma
wakthu yang telah ditetapizan.

T | Jaminan keamanan
dan keselammatan

pelayanan

1.

2.

Penggunaan sistem aplikasi vang
terprotelksi;

Sentralizasi daiahase
porbendzharaan melalni  Firareicd
Mrinagement Iiformafion Systems
(FMIS) dengan sistem backiyy dan
Dizsasier Recovery Center (DRC) yang
hatdaly

. Dokumentaal araip Secars

alektromik, yang

. terkentrol berdasarkan alur
penanggungjawabnya;
Terdapat petugas kramanan yang
berjaga selama jam layanan;

. Tersediz slat pemedamn kebakaran

vang memadai di rusng pelayanan;
Degain  bhangunan  telah  dibuar

mintm risika dan jalur evakuasi
teleh digediakan.

3 | Evaluas1 kincrja
pelaksona

. Evalua=i pekerjaan pelaksana

dilakukan secars hieraris saat
proses  pelaksansen  pekerjaan
berlangsung, yaitu oleh  Kepala
Seks] atasan langsung pelabsana
hitigga Direktur PA  (dalam  hal
penvelesaian  peketjasn dilakukan
sempal denrgan level Direktur],

. Masing-masing pegaws  dilaknlan

penilaian kinerja pegawal,
mnenghasillean Nila Kinerja Pegawa
[KKP). Setiap Trwulan dilzkulk=an
evaluga / penilaian terhadap
Kontrak Kinerje yang menghasillean

Capeian Kinerja Pegaw=u [CKP.

b. Pengesahan/Penetapan Maksimum Pencasran Penerimasn Negara Bukan

Fajak {MP-PNEP}

1] Eomponen 3tandar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

peleyanan meliputi:

f
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No.

Eomponen

Uraign

Persyaratan

- surat permeohonan Penetapan MP

PNEP

Reolisagi setoiran PNEF dan belanja
sumber dapng PNBP Tahun
anpggaran berjalan

Data realisasi zetoron PNBP dan
belanja sumber dans PNBP dalam
Kaun wakta 3 (oga) tshun
schelumnya:

Proyeksi =setoran PNBP  sampai
dengan akhir tahun anggaran
'I::E:;I'jﬂ,lan;

Rencana pelaksanaan program/
kegiatan tehun anggstan berjaisn,
dan

Burat pernyatzan kesanpggupan
pencapaian farget getoran FENBP
tahun  anggaran berjalan  yeng
ditandatangani oleh KPA Satker
nenghasil FNBE,

Bigtem, melmanisme
dan prosedur

. Belkretaris Jenderal [ Sekrataris

Utarma/ Seckretans KfL atau
Punpinan Umt Esclen | pengbasil
mengalukan permahonen
penetapan MP PNBE tahap I, tahap
I, dan tahap II1 melalui Sistem
Aplikagi Modul MP PNBP kepads
Dircktur Jenderal Perbendaharaan

. Permmehonan MP PNBEP tahap |1,

tahap 1, dan tahap L] dilampic
dengan dokumen yang iclah
ditetapkan

. Berdazarkan permohonan

penetapan MP PNBP, Operalor PA

melakukatn:

+ undub dokumen permohonan
melahal Maodul MP PNBP;

» venfikaesi kelengkapan dokuamen
pertnshonar; dan

s penitaian permohonan, dan

« penyusunan  konsep surat
penctapan MP PNEP

. Uperator PA menyampaikan konsep

surat persetijuan penetapan MP
PNBP kepada Kepala Seksi PA

. Berdasarkan konsep saraf

persefuinan penetapan MDP PNBP,

Kepala Scekai PA melalookan:

» apalisis afas permohonan
penstapan MP PNBP; dan

v approval penstapon MP PNBP
rpeiahn Modul MP PNBP

Kepala Beoksi PA menyampaikan

Lonseep sLral persetujuan

penetapan MP PNBP kepada Kepala

Subdirektorat
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No,

Komponen

Dtatan

7. Berdasarkan konsep pesclapan ME
PNBEFP, Kepala Subdit FA
melakikan:

H. penilaian dan analisie
pencetapan MP PNEP dari Kepala
Sel= PA; dan

k. penyulsunan konsep
rekomendasi penetapan  MP
ENBFE.

c. approval penetapan MP PNBF
pada Modul MP PMNBFE.

8. Kepaln Subdit PA menyampatkan
konsep rekomendasi penetapan MP
PHBP kepadea Direkcur

9. Berdasarkan konsep rekemendasi
penetapan MP PNEP, Direlctur PA
mélakukan revin konscp
rekomendasi penetapan MP PNBP,

i0.  Direktur menyampaikan
rekomendasi penetapan MP PNBP
kepada Dorektur Jenderal
Perbendaharaen

il. Berdasatkan rekomendasi
penetapenn MP PNBP, Dhrektur
Jenderal Perbendaharaan
melakiskan:

d. penerbitan surst persemjuan
penetapan MP PNBP.

#. appioval pada Modul MP PREP,

Jangka wakin
pelayanan

5 flima) hai kerja techitung zejzk surat
permohonan  beserta lampirannya
diterima secara lengkep dan henar

Biaya/taril

Rp0, -

oh

Produk pelayanan

1. Persctujuan Penctapan MP PHBEP
pada Modul MP PNBF; dan
2. aurat Penetapan MF FNBP

Penattghnan

pengaduan, saran,
dan magukan

Penpgaduan, saran dan masukan atas
layanan disampaikan melalul kanal
berupa:

1. Layanan Aspirasi dan
Pengaduan Onling Ralyat
ILAPCORL: worw.lapor.eo.id

2. Whisflebloting System Kemenlkew:
itpe!/ fwise kemenkel.go. id
3. Puaat Kentak Layanan Kemenkeu

FRIME: Jalan Dr. Wahidin

Mo, 1 Jakarta Pusat 10710 Telp

134 dan emrail:

kemenkeu. primef@hkemenkeu.go.id

4, kotak saranfkotak pengadusm,

SMS, portal pengaduan SIPANDU

hitps:/ /penpgaduandipb.

ktmenkey. po.ad, HAI BJPh
https!f fhalkemenkeu 80,3, atau

tatap muka secars langsung di
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Mo, Eomponen Uraian

Kantor Pusat DJPh i alamat
Cedung Prijadi Praptosuhardjo [T
Lt.l, Jalan Lapangan Banteng
Timur No, 2-4,

2} Komponen Standar Pelayanan vang terkait dengen proscs pengelolaan
pelayanan di internal organisasi meliputi:

Mo, Kompenesn Lhradan

1 | Dasar hukum 1. Peraturan Mentert Ketangan
lentang Tata Cara Penetapan MP
PINBP;

2. Peraturan Dirclatur Jenderal
Perbendabarann tentang Petunjuk
Teltnis Penctapan MP PNBP Secara
Elektronik;

3. Peraturan Menteri Krtiangan
mengenat Organiaas: dan Tata Kerja
Rementerian Kevangan.

2 | Sedetla dan Mclipu.

prasarana, danfatay | 1. Meja

faailitas 2. Kursi;

3. Kompattar;

4. Prinier,

3

£

1

. SCONTIET,
. Apliksst komputer.
. Pangkat/Golongan minimal
Pengatur Muda {1l/al;
2. Pendidiken formel minpimal SLTA
atay sedergjat;
3. Memshemi  peraturan terksit
dengan pelaksanaan anggaran;
4. Mampu mengoperasikan  aplikasi
kommpatet;
O, Memiliki lkeweloonan, ketelid=n,
kecermatan, dan tanggung jawah.
4 | Pengawazan intermal | 1. Direktur PA,
2. Atasan langsung {reviv berjenjang;
3. Unit Pelaksanan Tuges Kepatuhan
Internal [pemantauan pengendalian
in{ernal}.
5 | Jumnlal pelaksana Minimal 1 (sany) orang petupas
& | Jaminan pelayarar Proses Pengesahan fPenetapan  MP
PNBP dilakukan berdasarkan SOF dan

noroa wakin yang telah ditetapksn.

T jJaminan koamansan . Pengpunasan sistermn aphikasi yang

dat kesalamatan terprotelsl,

pelayanan 2, Bentralisssl  databuse
perbendahara=an melebni  Financial
Manogement formaton Systems
(FMIS) dengmn sistern backup dan
Phznster Recovery Cernter [DRE) yang
handal;

3. Dokumentasi ETSIp BECAIE
elektropnil, yang

T r— . -

3 | Kompetensi pelaksana




Fre

Ma. Hermponen Lirazan
4. terkontrot berdasarkan alur
penanggungjawabrya;

5. Terdapat pehugas keamanan yang
berjaga selamsa jam lavanan:

B. Tersedia alat pemadam kebakarsn
yarg raemadas 4f ruang pelayanan;

7. Desain  bangunan telah dibuat
minim rigike dan jalur evakusaei
telah disedialcan.

& | Ewvaluasi kinerja 1. Evaluasi  pekerjaan  pelaksana

pelaksana dilakuken sscara hierarkis saat
proges  pelaksanaan  pekerjaan
berlangsung, waitl oich Kepala
Sekai ptazan langsung pelaksana
hingga Direktur PA (delam hal
penyelesaian pekerjagn dilakukan
sampai dengatn level Direketuagd.

2. Masinp-maging pegawai dilakaikan
penilaian knerfa pegawal,
menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai
(NEP). Setigp Triwulan dilalarkan
evaluasi/penilaian terhadep
Kontrak Kinerja yang menghasillkan
Capaian Kinerja Pegawnai (CKP).

c. Perubahan lampiran Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negera
Bulsn Pajak (MP-PNBP) - Alokasi MP untuk masing-rmasing Satler,
1} Kamponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan melipueti;
MNo. Komponen Uraian
1 | Perayaratan 1. Burat permohonan ralatf perubahan

alokasi MP PNBP untuk masing-
masing Satker dalam Lampiran
Penetapan MP PNEP,

2. Copy Surat Penciapan MP FNEP
dan lempiran yang dimintakan ralat

3. realisasi setoran PNBP dan belanja
gumber dana PNBF Tahun
rnggaran berjalan

4, data reabigas sctoran PNBP dan
belanja sumber dang PNBFP dalam
kurun wakti 3 (hpa) mhun
sebelumnya;

5. proyeksi seinran PNREP aampai
dengan akhir tehun anggaran
berjalan;

&, rencana pelaksanaan
program / Kegiztan tabun anggaran
begalan; dan

7. surat permyataan késanggupan
pehcapaian target setorasn PNBP
tahun anggaran berjalen yang
ditendatangani oleh KPA Sathker
penghasil PNBEP.




»4 5

Mo. Komparnsn Uraian
2 | Sistem, mekanisme I. Beloretarig Jendsral/ Sekretaris
dan prosedur Utama /Sekmetuaria K/L atan

4,

Pimpinan Unit Eselon T peoghasil

mengaiukRn ptrmohongn

ralat/perobalian alokasi MP PNBP
untuk masing-masing Satker dalam

Lampitan Penefapan MP PNAP

tehap 1, tahap I, den tahep [

melalui Sistem Aplikasi Modul MP

PNBP Kepada Birektur Jenderal

Perbendaharasn

Permohonan raiat f perubehan

alockazi MP PNBEP uniuk masing-

masing Satker dalam Lampiran

Penetapan MP PNBP tahap 1, tahap

1, dan tahap M1 dilampin dengan

dokumen yang telah ditetaplan

Herdasarkan permohenan

ralat{perubahan penetapan MP

PNEFP, Operater PA melgknkan;

* nnduh dokumen permohonan
melalui Modul MP PNEP,

« verifikasi kelenghapan dokumen
permohonan; dan

= penitaist permohonan {tidale
mengubab total MP PNBF yang
telah ditefapkan pagda setiap
tshapan sebelumnya, dan

» penyusinan  konsep  sormat
penstapan MP PNBP

Cperatar PA menyampalkan konsep

gural peruba penetapan MP FNBE

krpada Kepala Sek=i PA

Berdasarkan konsep surat

ralat) peruhahen atokssi MP PNEP

untuk masing-masing Satker dalam

Lampiran Penetapan MP  PNBP,

Kepala Selesl PA melakukan:

» gpnahsis atas peTmnohonan
ralat/perubghan  alokasi MP
PNBF untuk masing-raasing
Satker dalarm Lampiran
Penetepan MP PNBP, dan

« approval ralet/perubahan MP
PNBP melalni Madul MP PHNBP

. Kepala Selkai PA menyampailzan

kenzep  surat  ralab perabahan
alokasi MP PWBPF untik masing-
masing Satker dalam Lampiran
Pepetapan NP PNBP kepada Kepala
Subdirekromt

. Berdasarkan konisep

ralat{perubahan alokas: MP PNBP
untk masing-masing 3atker dalam
Lampitan Penstapan MP PNBP
Kepala Subdit PA melakulkan:
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No.

Komponen

Uraian '|

« penilaien den analisis ralat/
perubahan alokasi MP  FNBFE
wituk masing-masing  Satker
dalam Lampiran Penetapan MP
PNEP dari Kepala Seksi PA: dan

*  pPerlsunan konsep
rekorendasi PEnetapan
ralat/{perubghan alokssi MP
FNBP untuk masing-masing
Satler dalam Lampiran
Penetspan MP PNHP,

« approval  peneiapan  ralatf
perubshan alokaest MP FNBE
untuk masing-masing Satker
dalam Lampirat Penetapan MP
PNEP pada Modul MP PNEF.

8. Kepala Subdit PA meavampaikan
konsep rekomendasi penetzpan
relai/perobahan alokasi MP PNBP
untuk masing-masing Satleer dalam
Lampiran Penetapan MF PNBP
kepada Direllur

9. Berdesarkan kensep rekomendasi
penetapan talat/ peribahan alokasi
MP PNBP untuk masing-masing
Satker dolam Lampiran Penetapen
MP PNBP, Dircktur PA melakukan;
# pencrbitan surat persetujuan
penetapan ralot/perabahan
alokaai ME FNBP unnk masing-
mesing Satleer dalam Larmpiran
Peaetapan MF PNBE.

» approval pada Modul MP PNEFP.

Jangka waktu
pelayvanan

5 {lirna) hart kerja terhitung sejak surat
permohonan  bescrte lampirannya
diterima secara lengkap dan benar

Bigya/ tarif

RF'G:'

Produk pelayanan

2, Sursat Penctapan ralal/perubahan

1. Persctujuan  Penetapart  ralat/
perubahan atolasi MP PNBP untuk
mMaSINE-Ia 5ing Satier delarm
Lampiran pada kModul MP PNBPR:
cfats

alokasi MP FNBP untuk mesing-
masing Satler dalam Lamnpiran
FPenetapan MP ENEBF

Penanganan
pengacduan, saran,
dan masukan

Penpaduan, saran datt masuvlcsn atas
leyanan disampatkan melalui kanal

berupa:

1. Layenan Aspirasi dan Pengaduan
Online Rakyat (LAPORY:
www lapar.go.id

2. Whistlehlowing System Kemenkew:

hittps: /' /wise kemenkeu.go. id







No. Komponsen Uraia

7 | Jaminan keamanan 1. Pengpunaan sistemn  aplikasi yang
dan keselamsatan terproteksi;
pelayanan 2, Sentralisasi database

ptrbendaharaan melalui  Financiol
Manogement Iformation  Sysiems
{FMIZ) dengan sistemm backup dan
Iheaster Recovery Center (DRC) yang
handal;

3. Dokumentasi arsip B&cATa
elelironik, yang

4. terlegntrol berdasarkan atur
penangeungiewabnys,;

5. Terdapat pelugas keamnanan yang
berjega selama jam layanan;

6. Tersedin alat pemadam kebakaran
vang memadail di rmueng pelayanar,

7. Dezain  bangunan telah diboet
rainim risiko dan jalur svaloiaz telah

disediakan,
8 | Evaluasi kineria 1. Evaluasi pekerjasan pelaksana
pelaksana dilalaikan  secara  hierarkis  saat

proges  pelaksanasan  pelerjaan
herlangsung, vaity oleh Kepala Selosi
atasan langsung pelaksarts hngpa
Direktur PA |delam hal peryelesaian
pekerfasn dilakukean sampaj dengan
leve] Direlctiar).

2, Masing-measing pegawnl  dilakukan
penilaant kirterja PEREWEI,
menghazitkan Nilai Kinerja Pegawai
INKP. Setap Triwulan dilakekarn
evaluasi/pentlaian terhadap Kontrak
Xiners yaug menghasilkan Caprian
Kincrja Pegawad ICKDM.

d. Penetapan Pola Penggunaan Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak
{(PNBP| Secara Terpusat
1] Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan melipum:
Na. Komponen Uraian
1 | Persyaratan 1. Jurat permchehan perroohonan
penetapan pola penggunaan PNBP
secara terpusat
2. Dokumen pendulung untuk
pertimbangan, separii: pereehijian
Menten Keuatigan mengetal fjin
pengpunaat dana PNBP, daltar
atcizasi TIPA untuk belanja
kersumber PHBP per satker, nncian
belanja dan pensrimaean per satker,

dll.
2 | Sistem, mekanizme 1. Kementerian Megaraflembaga
dan prosedur melahii Sekretaris
Jenderal  Sekretaris




No,

Komponen

Uraian

Utama/ Sekretaris Kementerian
Negara/Lembaga atay Pimpinan
unit esclon [ penghasil PNBP
mMcngajukan permohonan
penctapan pola penggunaats FNBP
gecara terpueat kepada Dirjen
Perbendaharean.

. Direktur PA  secara berjenjang

renerima dan meneruskan
disposisi permwohonsn  melabni
aplikasl perseurstan hingga ke level
pelaksanafoperator PA untuk
memproses permohonan,

. Berdasartkan disposist permohonan

penetapan pola penpgunssn PNOP

secara  terpusat melalui  aphkasi

persuratan, Operator PA

melakukan;

« melyusun  Lkonsep penstapan
pola prmpeunaan PNBP secara

berpLsat.

s menyampailan konsep
RPEREtapAn pola pEnggUnasn
PHNBP secara terpusat bepada
Eepela Beksi PA

. Berdesarkan konsep persengjuan

penstapan pola penggunasn PHNBP

gecara terpusat, Kepala Beksi PA

melakuakan:

» analisiz dan pemlaisn dengan
pertim bangan: aptimalisasi
PERSEUAAT] dana PNBP,
efektivitas pencapsaian  kinerja
program/kegiatan  K/L,  dan
persttiyjuan Mentend Keuangan
mengenai  penggunpan  dans
PNEP.

a menyampaikan hasil analisis
dan penilaizn penetapan pola
pengeUnaan FBF SECATA
terpusat kepada Kepala
Subdirekiocrat.

Berdasarkcan hasgit analisis dan

penilaian vang disampaikan kepala

seksi, Kepala Subdirektoral PA
melakukan:

+ penelitian hasil analisis dan
penilaizn penetapan pola




No.

Koinponen

Uraian

pengmunaan PNBP sccera
terpaazat; dan

*  perylsunan konsep
rckomendasi penetapen pala
penggunaan PNEP secara
terpusat.

+  penyampaiah kansep
rckomendasi penetapan pola
peogeunast PNBEP secarg
terpusat kepada Direlaur

6. Berdasarleany konsep rekomendasi
yang disampaikan Kepala
Snbdirektoral  PA, Direkrur PA
melakulan reviy dan memberikan
serta menyampalkan rekomendasi
penctapan pola penggungan PNBP
secara terpusat kepada Direlstur
Jenderal Perbendaharaan.

7. Berdasarkan rekomendast  yang
digampaikan Direhmur PA, Direlstur
Jenderal melaloukan:

* penetapan  pola  penggunaan
PNBF se¢oara terpusat dengan
menetapkan dan menerbitkan
surat persefujuan penstapan
polz pengpunasn PNBP secara
terpuaat idalam hal berdasarkan
pénilaian memenuhi ketentuan);
aten

» penolakan  permohonan pola
PeNEEUTIAan PNBE secarg
terpusal |dalem hat berdasarkan
penilainn dianggan bdak
nemenuhi ketentuan)

Jarpla walihn
ptlayanan

5 (lima} han kerja terhitung aejak surak
petfnohionan beadrta lampirapnye
diterima secars lengken dan benar

Biaya/tarif

Rp0.-

Produk pelayanan

1. Persetujuan/penolaken penetapan
pola  penggunaen  PHNBP  secam
terpusat; dan

2. Perckaman referensi data PNBF dan
user ¥/L pada modul MP-PNBP
Terpusat (berdezarken perminiasn
aatker|

Penangatan

penigaduan, sararn,
dan rnasukan

Pengaduan, =aran dan masukan atas
lavanan dizampaiken melaiei kanal
beriapa:
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No. Komponer Uraian

. Layenan Aspirasa dan
Pengaduan  Online  Rekyat
{LAPOR!): www.lapor.go. id

2. Whistleblownng System Kemenken:
https:/ fwize. kemenlen. poag

3. Pusat Kentak Layanan Kemenheu
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Rays.
No, 1 Jakarte Pusat 10710 Telm
134 dan email:
kemenkeu.primegkemenkeu, gn.id

4. kotak saran/kotak peogaduan,
SM3, partal pengeduan RIPANDU
hitps: 1 Iph.
kemenkewpoid,  HAI  DJPb
https: / /hai.kemenkeu.godd, atau
tetap muka stcara langsung di
Kantor Pusat DJFb di atamat
Gedung Prijadi Praptosubardio [l
Ltl, Jalan Lapengan Banieng
Timur Mo, 2-4,

2) Kompoenen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolgan
pelavanan di internal organisasi meliputi:

Q. Komponen Uraian

1 | Daszar hulkum 1. Peraturan Menteri Keuangan tentang
Tata Cara Penetapan MP PNEP;

2. Preratutan Dircktur Jendersl
Perbendaharaan lentang Petunjuk
Teknis Penetapan MP PNBEP Secara
Eleltronik:

3. Peratyran dMenten Keuangan
metgenal Orgamsasi dan Tala Kega
Ketmnenteran Kevangan,

2 | Sarana dan Melipaati:

prasarana, dan/ataul Mtjﬂ-':

fasilitas Rursi;

Komputer;

Frinter,

Soanner,

Aplikae lampuoter.

Panyghkat / Golongan rrunirmal

Pengatur Muda (I17a);

Pendidikan formal minimai SLTA

atau sederajat:

3. Memaherm peraturan terkait dengan
pclaksansan anggaran;

4. Mampu mengoperasikan aplikasi
komputer;

S. Memilili  ketelkuunan, |ketelidan,
kecermatan, dan taneming jawab.

4 | Pengewasen internal | 1. Direktur PA;

2. Atasan langsung (feviv begjenyang),

3. Unit Pelaksanan Tugaz: Kepatuhan
[nterngl {pemantauan pengendalian
internal)-

IS R

3 | Kompetenst pelakzares

b
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Nig. Komponen Uraian

S |Jumish pelakaena Mintmal 1 (satu) orang petilgss

B |Jaminan pelayansn Progses penctapan pola penggunaan
PNBFP secara terpusat dilakukan
berdaserkan ketentuan f peranaran

yang belah ditetapkan.
7 | Jarningn keamanan 1. Penggunaan siatem  aplikasi yvang
dan keselamatan terprotclesi;
paleyanan 2. Sentralisasi datgbase

perbendaharazan melalui  Finencial
Management Information  Systems
(FMI3) dengan sistemn backup dan
Diznster Recovery Center (DRC) yang
handal;

3. Daltumentasi arsip BOCATA
elekrronils, yang

4. terkontral berdasarkan alur
ponanggungjawabova;

9. Terdapat peotupas keamanan yang
betjaga sclama jam layanan;

6. Tersediz alat pemadam kebakaran
yvang memadat di reang pelayanan;

7. Desain  bangunen  telah  chbuat
wirum figike dan felar evakiias: tetal

disedialcin,
& | Eveluas kinerja 1. Evaluas: pekerizan  pelakssna
pelakaana dilakuilcann  secara hierarkis saat

proses pelaksanasn pekerjzan
berlanpsung, ratu olel Kepals Seksl
aigsan langsung pelaksana hingga
Direktur PA (dalam hal peryelesaian
pekerjpan dilakukan sampa) dengat
level Direktur}.

2_ Masing-mesing pegeawal dilabukan
penilatan kinerja pegawal,
menghasilkan Nitai Kinerna Pegawai
(NKP. Setap Troiwulan dilskaloan
ovaluasi fperulatan terhadap Kontrak
Kinerjn yang menghasilkean Capatan
Kinera Popawai [CKH.

2. Persenyiuan penggunaan Uang Persediaan (UF) untulk pembaysaran Melebihi
Rp.50.000.000,- kepada 1 {satu) Penerima / Penyedia Barang/JJasa
1} Komponen Standar Pelayanan yang terkait dergan prosea penyampaian

pelayariat meliput:

Mo. Komponen Uraian
1 [ Persyaratan 1, Surat permchonan dispensasi UP
umituk pembayaran melebiln RpSh
juta kepada 1 penerima/penyedia
barang/jase dar Unit Esclon [ ¥/L;

2. Dokuimen penduloung lainnya.

2 | Sistem, mekanisime 1. Petuges menerma dan memeriksa
dan prosedur kefengkapan — dokumen  yang
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Na.

Komponen

Hralan

disampailan oleh Upit Eselon I
K/L;

2. Secars hierarids membuat Surac
persetujuan, penolakan dispensasi,
Maota Pertimbangan dan  Yerbal
nota;

3. Dhirclktuar Jenderal Perbendaharasn
menyetujuifmenolak nsulan
dispensas] UP unnil pembayaran
melehini Rpo0 juta kepada I
penenimapenyedia  barang/jaea
yveng diajukan oleh Umit Eselon [
K/L.

Janpla wakn
pelayanon

3 [Mga) hari kerja terhitung =ejak
dokumen permohonan dari Unit Eselon
i K/L diterlma secara lenekan,

Biaya/ tarnf

Rpd.-

Praduk pelayanan

1. Surat persehyjuan dwpensasi UF
untuk pembayarsn melebihi RpS0
juta kepada 1 (Ratu)
penerima/ penyvedia  barang/jass;
atan]

2. Burat penolskan dispenszesi UP
untuk pembayaran melebibi RpEQ
Juta kepada 1 {Batu)
penerina foenyedia harang fjass,

pengadusn, saran,
dan masukan

Penigenduan, saran dan masukan atas
lgyenan disampaalkan melalni kanal
berupa:

1. Layanan Aspirasi dan Pengadizan
Online Ralkyat {LAPOR!Y:
aww lapor.go id

2. Whastlablowing Systerm Kemenlosin:
httpa./ / wise kemenkeu.go.id

d. Pusat ¥ontak Layanan Kemenkeu
FRIME; Jdalan Dr. Wehidin Raya
Mo, 1 Jakarta Pusat 10710 Telp:
134 dan ermail:
kemenken primeffkemenken. go.id

4. kotak saranflotalk  pengadugn,
SME, portal pengaduan SIPANDU
hitps:/ /pengaduandipb.
kemenket. gpo.d, HAI BIPk
hitps:f fhai.kemenken.go id, atau
tatap muka secarsa langsnng di
Rantor Pusat WJPb di  alamat
Gedung Prijadi Praptosuhardio I
Lt.]l, Jalan Lapanvan Banreng
Tirmur No. 2-4.

2] Komponen Standar Felayanan vang terkait dengan proses pengelo

pelayanan di internal orpanisas meliput:

laan

'
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No.

Kompotet

LIraian

Dazar hukum

L. Persturan Pemerintah mengenai
Tata Cara Prlaksanast Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Peraturan  Menteri  Keuangan
tentang tata Cara Pembayaran
Calam Eangka Pelzlksonasn
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;

. Peraturan heriberi Keusngan
mengenai Organisasi dan Tata Kerja
Kemienterian Keunangen.

Sarana dan
prasarana, dan/ataw
fazilitas

Bdelipniti;

Meja;

ursi;

Komputer;

Prinier,

Scanrner,

Aplikasi komputer.

Hompetene pelaltaana

b S L D BT

Patrghkat/ Golongan minimal

Pengatur Muda {lIfa);
Pendidikan formeat minimal SLTA

ataw soderajat;

d. Memahami peraturan terkait
dengan pelaksanean anggaran;

4, Mampu menpgoperasikan  aplikas:
kommputer;

5 Memililkd ketelninan, ketelitian,
kecermatan, dan tanggung jawab.

ha

Peneaweasen internal

Direkiur PA;

Atasan langsung [revin benenjang):
Linit Pelaksanan Tugas Kepatuhan
Internal [pemanteuean pengendalian
intemall.

L =

Ln

Jurntah pelaksana

Minimal 1 [saty orang petugas

Jaminan pelayanan

Progea pereetiiuan) penalakan
digpensast UP univk pembayaran
meletibi: RBpS0  juta kepada 1
penerima/ penyedia barang/ jasa
dilakukan berdasarkan S0P dan norma
wakou yang telah ditetapican.

Jaminan keamanar
dan kesslathatan

pelayanan

1. Penppunaan sistem aplikast yang
terprotelal;

3, Zentralisasi database
perbendaharaan melahi Financial
Manogement Information Systems
[FMIS) dengan sistern bockup dan
Disaster Recavery Center [DRC) yang
handal;

3. Dokumentasi ArRID BECTEA
elelsironik, Tang terkontrol
berdasarian atur
penanggungiawabnys;

4, Terdapat petugas koamanan yang
bet]aga selams jam layanan;




-55-

Mo, Komponen Uratan

5. Terzedia alat pemadam kebakaran
yang memadai di ruang pelayanan;

6. Desain bangunan  telah  dibuat
it ristko den jalur evakuest
telah dizsedialan.

B | Evaluasi kinerja 1. Bvalussi pekerjaan  pelaksana

pelaks-ana dilalouken secara hierarkis saat
proscs  pelaksanaan  pekerjaan
berlangsung, waitu oleh EKepala
Scksi atesan langsung pelaksana
hingga Direkiur Jernteral
Perbendaharaan idalam hal
penyelesaian pekerisan  dilakukan
sampai  dengan  icvel Direktur
Jendorall,

2. Masing-masing pegawai dilakukan
pentlaian kinerja Pegawal,
menghagillean Nilai Kinerja Pegawar
(NKP}. Setiap Triwulan dilelkukan
evaluasi/ pendaian terhadap
Kontrak Kinerja yang menghasilkan
Capuian Kinerja Pegawai [CKP).

[. Penvesualan Perbitunpan dan Dana Indikawr Kinerja Pelaksanaan
Anggaran [IKPA)
1} Komponen Standar Pelayanan yang rerkait dengan proees penyampaian
pelayanan meliputi:

Na. Komponen Uraian
1 |Persyaratan 1. Nota dinas permchonan
penyesuaian perbitungso dan dato
secara berjenjang dari:
#. Satker;
b. KPPN;

c. Hanwil DJPL,

. Kronologis Eejadian, termasuk
kondisi pada saat tegadinye
transaksi

2. Buldsh duloung.

2 SBiarem, mekanisme 1. Petugas menerme dan mcmeriksa

dan prosedur dalumen permolionan ponyesiaian
perhitingan  dsn  data  beserts
kelenegkapannya;

2. Petugas melakukan analisie atas
permichonan, meliputi:

1] Memeriksa kelengkapan bukti
dukung pEngajuan
permohonan.,

21 Mengaceck feeesuaian
substansl permohonan dengan
abjek penyesian
pethitunpan dan data;

- Terjadi ganggnan pada
wistem informasi, teronasuk
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Na. Komponen Uraian
adayya pembaruan
(updats), transisi aplikesi,
dan roigrasi data; dan/fatau
- Kondisi lan yang bersifat
keadeann  kaghar  [foree

majeure]

3] Mengecek kompatbilites
sistem aplilkagi dalam
melakakan PeOycELAlEn
transaksi,

3. Petugas PA  menginput haeeil
analisis dan
persetujuan f penolakan aing
permohonan pEnyesuaian

pethitungen dan data pada
deshiboard monitoring traneaksi
penvesuaian HPA.

3 | Jangka wakiu 3 (Hga} harl kerja terhitung scjak
pelayanan dolnunen permohonan diterima.
4 | Biaya/tarif Rp0,-
5 | Produk pelayanan 1. Persetujusanpenclakan
peETTIPaLonEn perIvEsUaian

pertutungan dan data [KPA; atan
2. Penyesusian/perubahan
perhitungan dan data IKPA

B | Penanganan Penpaduan, saran dan masukan atas
pengadust, garan, layanan disampaikan melahii kanal
dan masukan berupa:

1. Layenan Agpiresi dan Pengaduan
Online Rakyat fLAPGRN:
www_lspor.go.id

2. Whistleblowing Systern Kemenkew:

3. Pusat Koniok Layenan Kemenben
PRIME: Jalan Dr. Wazhidin Raya
No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp:
134 dan email
kemen kew, prumaiitemenkeu. go.ad

4, kotale saran/kotak  pengaduan,
SME, portal pengaduan SIFPANDU
https:/ /peneaduandipb.
kemenkew.go.id, HA!l JPh
hitpz./ /hat kermenkenlgn.d, atau
tatep muka secara langsung di
Kantor Pusat DJPb di alamat
Gedung Prijedi Praptosuhardio il
Lil, Jalan Lapangan Banteng
Tirngr No. 2-4.

2] EKomponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di miternal organisasi melipuaii:

Mo, Homponen Uraian
1 | Da=ar hukum Perditjen Pendahatean tenfang
Petunjuk Tekniz Penilzian Indikator
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No.

Kompanen

Uraian

Kinerja Pelaksanan Anggaran dan
Belanja Kementarian NegarafLembaga,

Sarana dan
prasaransg, danfatan
fasflitas

Melipit:

bl

s,

Komputer;

Printer,

Seqnmer,

Jaringan internet.

Komypectonsi pelaksana

T b ch SO R

Pangkat{Golongan rinimal

Pengatur Muda (iI)a);

Pendidikan formal minimal BLTA

atau gedergjar;

3, Mernaham peratuizan terkait
dengan pelaksanaan anggaraty

3, Mammpl mengeopergsikan  aplilasi
kornpuater:

5. Memiliki  ketekunan,  ketelitian,

kecermatan, dan tangpane jawah,

H

Pengawasan internal

I, Dirckiur PA;
2, Atasan langsung [reviu berjenjang); |

Jurmlab pelslsana

Miniraal 1 (sana} orang petupas |

Jarmninan pelayanan

Proses penyesuaisn den date indiketor |
kinerja pelaksanaan anggaran [IKPA) |
dilalculkan berdagarkan S0P dan norma |
wakin yang telah ditetapkan,

Jamiran keamanan
dan keselamatan

pelayvanan

1. Penggunaan =sistem aplikasi yang
terproteksi;

2. Sentraliyes databoye
perbendabaraan melalls Fimonetol
Monogement nformabon Sysiems
(FMIS] dengan sistem bockup dan
Ihsasier Recovery Center [DRC) vang
handal;

3. Terdapat petugak keamanan yang
herjgga selama jam lavanan:

3, Terzadia alat pemzdam kebakaran
yang memadai di ruang pelayanan;

5. Desain bangunan ielah diboet
minim  risike dan jalur ovakuasi
teigh disediakan,

Evabluasi kinerja
pelaksana

1. Evaluasi pekerjasn  pelaksanm
dilairukan secearz hbiererikis saat
proses  pelaksenaan pekerjaan
berlzangsung, yaitn qoleh Kepala Selksi
atagan lanegsung pelaksana hingga
Dircktur Jenderal Perbendaharuan
[dalarp hal penyelesaian pekerjean
dilakulen sampal dengan  level
Dhrektur Jenderal).

2, Masinp-masing pegavwal dilekubkan
pemnilaian kinerja pegawai,
menghasillkkan MNilai Kinerja Pegawai
iNKP|. Setiap Triwulan dilakukan




No.

Komponen

Uralen

evaluasi/ penilaian terhadap
Konirak Kintrja vang menghasilkan
Capaian Kinerja Pegawai (CKP).

g Penerusan surat rekomendasi peoyaburan BOSBOP PAUD / BOP Pendidikan
Kezetataan aleh KPA Penyaluran DFOD:

Komponon Standar Peleyanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan melipuati:

1}

No.

Kornponen

Uraian

1

FPerayeratan

MNota Digas Dirclktur Dana Transfer
Khusus hal Rekomendasi Penyvaluran
Dana Banfusnh Operasiomal Sekolah
(BOS)/Bantuan Operasional
Penyelenggarsan (BOP} Pendidikan
Anak  Usia Dini  [PAUD)/BOP
Pendidikan Kesetaraarn

Sistem, melanisme

dan prosedur

1. Pepawai yang ditugaskan menerima
memeriksa  lampiran  Nota
Dinag Rekomendasi Penyaluran
Dana Bantiian Operasional Sckolah
{BOS) /Baniuan O perasiotial
Penyelenggaraan {BOPF) Pendidikan
Analk Usia Dini  [PAUD/BOP
Pendidikan Kesetarsan
2. Secgra hierarlas membuat Nota
Dinas Rckomendaei Fenyalurag
Dana Bantuan Opergsional SBekolah
(BO:3)/Banduan Operaaional
Penyelenggaraan [BOF) Pendidilian
Apak Usia DOini ({PAUB)/BOP
Pendidilcan Hesetaraan  untuk
dizsampaikan ke KPPN penyahar

Jangks wakiu
Priayanian

1 (satu) hari kerja terhibing sejak nota
dinas dari Direlour Dana Transgler
Khusus ha! Rekomendasi Penyeluran
Dana Bantuan Operasional Sekolah
(BOS]  Bantuen Orerasional
Penyelengparazn  [BOPT  Pendidikan
Anzk Usia Dini (FAUD)/BOP
Pendidikan Kesetarssn diterima

Biaya [ tarif

£n

Produk pelayanan

Rp0,-

Nota Dinas Direktur Pelaksanaan
Anppoaran hal Rekomendasi PFenyaluran
Oans BOS/BOS PAUD /BOP
Pendidiken Kesetaraan,

Penatipganan
pengaditan, saran,
dzn masuken

Pengaduan, saran dan masukan aias

layanen disampaikan melalnd kanal

berupa:

1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan
OUmline Ralcyat (LAPORI:

www.apor.go.id
2. Whistleblotolng System Kemenken:

hitps: ! fwize kemenkeu go.id
f
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Wao. Komponen Uraian

3. Puset Kontak Lavanan Kemenbeu
PRIME: Jalan Dr. Wehidin Raya
No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp:
134 dan email:
kemenkeu.primefkemenicen poid

4. kotak saran/kotak pengadaan,
SM3, porial pengaduan SIPANDL
htips: ngaduandiohb.
kemenken.goid, HATJ DJPB
hittps: { /had. kemenbkey go 1d, atau
1atap muka secars langsung di
Kantor Pusat DJPh di alamat
Gedung Prijadi Praptosuhardio 11
[t.1. Jalan Lapangan Banteng
Titnur No., 2-4,

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisas mehiput:

No. Komponen Uraian
l | Dasar ukum Peraturan Menteri Kcuangan tentang
Penpelolaan Dana Alpkasi Khugus Non
Fiail
2 | Serana dan Melipati:
prasarana, dan/atau Meja,;
fasilitas Kursi;
Komputer;
Frinter,
SCELIER,
Aplikas komputer.

WP En kS D

—

. Pangkat/Golorigan nHnimal
Pengatur Muda {11/ a};

2. Pendihikan formal minimal SLTA
atay sederzjat;

3, Memahami  peraturan  terkaot
penyaiuranr DAK Nom Fisik
BOES/BOE PAUD/BOF Pendidiltan
Kesejahteraan,

4. Mampu mengopsrasilcan sphloam
komputer;

5. Memilila  ketelanan,  ketehition,

kecermatan, dan tanggung jawab.

Direkour PA;

. Atasan langsung (revin berjsnjang).

Unit Peleksanan Tugas Kepatuhan

Internsal {pemantauan pengendatizn

internall.

5 rJumlah pelaksana 1 [satu) orang

6 | Jaminan pelayanan Proges Penerusan surat rekomendasi

peiiyaluran BOS/BOF  PAUD/BOP

Pendidikan Kesetaraan  dilakukan

berdasarkan  ketentiuan  veang  telah

diatur dalam Peraturan Menter

3 | Kompetensi pelaksana

4  Pengawasan internal

@1 -
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MNu. Komponen

[ W #:TF: o

Keunngan tentang Fengelolaan Dena
Alokasi Khusus Non Fisilk

7 | Jaminan keamanan
dzn kesclamatan

pelayanan

1. Pembuatan dan penyampaian Mota
Cines  relomendeal  dilekukan
menggunakan aplilasi pereuratan
elektronile dalam Aplikasi Naskah
Dinas Elsktronik (MADNNE
Kemenlkeu).

2, Notz Dines rekomendasi yang
disampaikan tepada KPPN
Penyahir adalah data rekapitilas
per KEPN penyalur.

3. Rincian penyaluran per penerima
Dana BN (zekolak) /BOP
PAUL fBOP Pendidikan Kesctaraan
telak diinpuit oleh KEPA  BUN
Pengelolaan Dang Transfer Khustis
&egual detigan rekomendasi
penyalnran yang disampaican nleh
Kementerian Pendidhben s,
Kebudayaan, Rizer, dan Teknologi.
KPPN menyvalirkan Dana
BOS/BECGE PAUD/BOP Pendidikan
Keseteraan aesuai dengan data

yvang terzedia di aplikaei.

4. Dolamentasi arEap SCCATA
elekironik, Yang terkontrol
herdasarkan alur
pPenanggingiawalnya;

5. Terdapat petugas keamsnen yang
berfaga selama jam layanan;

& Tersedia aslat pemadarn kebaksran
yvang metrtadsai di ruang pelayanan;

7. Desain  bangunan telah dibuat
minim risike dan jalar evaloas
telah dizsediaban,

8 | Evaluasi kineria
peleksans

1. Evalua=i prkerjaan pelaksans
diltakakmn  secara hierarkis saat
proses  pelaksanaan  pekerjasn
berlangauag, yaitn oleh Kepsals
Selimi atasan langgung pelaksana
hingwa Direktur PA  (dalam  hal
penyelasaian peketjaan dilakukan
sampeai dengatl level Direkiur).

b, Masinp-teasing pegawai dilakuken
penilaizn kinerjg pegawai,
menghasifkan Nifai Kinerja Pegewed
iMKF]. Setiap Trivadan dilakukasn
evaeluasi [ pentlaiat terhadap
Kontrak Kineija vang menghasitkan
Capaian Kinerja Pegawai (CKF).

h. Perubahan RKUD untuk penyaliran DAK Figik
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian )g

pelayanan melipuri:
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No.

Komponen

Liraian

Persyaratarn

Nota pemberitahuan perubahan REUBD
Pemda dari DWPK

Sistem, mekanisme

dan prosedur

1. Pegawal yang tHtupasken
mERErimna dan memeriksa
pemberitahuan perubghan RKUD
Permda dari Direlatorgt Jenderal
Perimbanpgan Kevarngan:

2. Becara hierarkis membuzt Nota
Dinas kepada KPA Penyaluran DAE
Fisik dan Dena Desa [KPPHN)
MeTIZenal
perubehanfpemutakhiran REUD
(Data Supplier) pada aplkes
SAKTI

Jangka wakbi
pelayarnan

Satu hari kerja untuk penerbitan nota
dines  pemberitahuan  perubahan
REKUD {data supplies] ke KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

L

Biaya/ftarif

Rp0,-

Froduk pelayanan

Note dinas pemberitahuian perubahen
REKUD Pemda kepada KPEN 2elalni KPA
Penvaluran DAX Fisik dan Dana Desa.

Fenanganan
pergadiian, saran,
dan masukan

Pengadusn, sgran dan masukan atas
leyanan dizampaiksn melahy  kanal
beriipa:

l. Layanan Aspirasi dan Pengaduean
Online Ralcyat {LAFOR!);
v lapar.go.id

2. Whistleblowing Sysiem Kemenliew:
hitps: f fwise kemenkeu go.id

3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu
PRIME: Jalan Dr. Wahidic Raya
Mo, 1 Jakarta Pusat 10710 Telp:
134 dan emmail:
kemenken, prime@lzementosn.go.d

4. kotak saran/kotak pengaduan,
SME, portal pengaduan SIPANDU
hitps: dipb.
kemenkeu.go.id, HAI DJPL
hitps/ halkemenken,go.id, atau
tatap muks atcara langsung di
Kantor Pusat DJPL di  alamat
Gedung Prnijadi Praptosuhardio L
Lt.1, Jelan Lapangsn Banteng
Timur No. 2-4.

2} Komponen Standar Pelayanan vang terkait dengan proses pengelolasn
pelayanan di internal organisasi meliputi!

MNo.

Komponen

Uraian 5

1

Dasar hukimn

i. Peraturan Menteri i{eua.ngam t
mengendl Pengelolean Dang Alokeasi ‘
Khusus Fisik

(.



T

No.

Komponen

2,

Uraian

Peragturan Merter Keusngan
mengenai  Orgamizasi den  Tata
Kerja Kementerian Keuangan;
Perdirien Perbendathiaraan tentang
Pengelalsan Data Supplier dan
Ciata Kentrak Dalam SPAN
Perdirjen Perbendaharean tentang
Petunjuk Teknig Penyaluran Dang
Desa Parda Direlaorat Jenderal
Perbendaharaan

Sarane dan
prasaranta, dart/atag
fagilitas

Mehputi:

Mcia;
Kursi;
komputer;
Printer

Kompetens: pelaksona

i a e

ha

[

o

Panghat / Geloogas minimal
Pengatur Mnda {111a);

Pendidikaty fozmal minimal SLTA
atay gederajat;

Memahami  peraturan  terkalt
dengan pelaksanaan anggaran;
Marmpu mengoperasikan komputer;
Memilikk ketelunan, ketelitian,
kecermatan, dan tangmang jawah.

Pengawasat internal

By b e

Direktur PA;

Atesan langsung {reviu Berjienjang):
Unit Pelakeanan Tugas Kepatuhan
[hternal {pemantalian
pengendalinn internal),

Jumlah pelaksana

Mimirnal 1 {satu} crang petugas

Jaminan pelayanan

Proses perubahan data BKUD Pemda
vang telah dilaksanaiean.

Jaminan keamanan
dan Kesclamatan

pelayanian

1.

2

Penggunaan sistem aplibas yang
terproteke,

Sentralizast database
perbendaharsan melshn Financial
Management Informacon Systems
{FMIE) dengan sizten bacloap dan
Dizaster Recowvery Center (DRC)
yang handal;
Doleumrien tast
eickironik, yang
terkontrol berdazarkan
penanggungjswabnya;
Terdapal petugas Keamanan yang
berjape selama fam layanan;
Tersedia olat pemadam kebalkaran
yanpg memadai di ruang pelayanan;
Peszin bangunan (glah  dibuat
munim risthe dan jalur evakuae:
telah disediakan.

ArElp IBCArA

alur
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Na. kKomponen Uraion
8 | Evaluasi kinerja E_?a]ua:ai pekerjean pelaksana
pelakeata dilakukan sccara hierarkis saat proses

peleksanaan pekerjasn  berlangsung,
yaitu woleh  Kepalas Selsi  atasan
langaung pelaksana hingga Direktor FA
[dalazn hal penyelesaian pekerjzon
dilakukan sampai dengan level
Direkiuar].

Penyusunan Rumuean EKebijalan Teknia Pelaksanean Anggaran

Hementerian Negara/Lembage

1) Kormponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan melipuati:
No. Komponen Fradan
1 | Perayaratan l. Surat permohonan KfL terkait
pencrhitan ketentuan tekmisz
prlakeanaan AFBN;
2. Dokumen pendukung lainnya
2 | Sistem, mekanisme 1. Secara hierarkis Direktur  PA

dan prosedur

mendapat disposisi deri pumpinan
terhadap suret yang disampailkan
oleh setjen/Unit Eselon 1 K/L
tentang permohonan pelaksanasn
teknig aturan Menteri Kezangan,

2. Kazubdit mengarghkan kepada
arkzi dan  pelaksana  untak
menyusun konsep peraturan, Nota
Pertmbangan dan Verbel;

3. Proses penyusunan  peramran
dengan melibatkan beberapa pihak
terlkait;

4. Direktur PA menyetnpi vsulan
peraturan yang iajukan oleh
kasubdit untuk kemudian
disampaikan ke pimpinan untiik
ditetapkar.

3 [Jangka walktn Sesuai penugasan dan komplelsitas
peiayanat Permatalahan.

4 | Biaya/tarif Rp0.-

5 | Produk pelayanan Rancangan persiuran framuean

kehijakan

6 | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan sias
pengaduan, sarat, layanan disampaikan melalui kanal
dan mazsukan berups:

1. Layenan Aspiraci dan Pengadumn
Cnline Ralyat (LAPORD;
wWww laper. 0. id

2. Whistieblounang Sysrem Kemenloea:
https: { fwise kemenkeu.po.id

. Pusat Kontak Lsyanan Kemeulota
FRIME: Jalan Dr. Wahidin Kaya No.
1 Jakarta Pusat 10710 Telp; 134
dan email

kemenleeu. prime@kemenkeu. go.id

/B
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No.

Kotmponen

Uraian

4. kotak saran/kowmk peogaduan,
SM5, portal pengaduan SIPANDU
htips; '

kemenkaty o id, HAIL o IFPh
hitpa:/ / hai. Lo.d, atau

tatap muka sccara langsung di
Kantor Pusat DJPb di glamag
Gedunp Prjadi Praptosuhardio 1]
Lt.l, Jalam Lapangan Banteng
Tiomar Ne. 2-4_

d) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi melipori:

Mo. Eomponen Uraian
l | Dasar hukum 1. Peraturan Menteri Keusngan
mengenai Organizasi dan Tata Kerja
Kementerian Xenangan;
2. Perabioran Menteri Keuatigat
mengeinal Tata Cara Pelaksanesan
AFBN
3. Perattran Menteri Kruangan
mengenai  Pedeman Penyusunan
PMK, KMK, Peraturan Pimpinan Uit
Crrganisasi Eselon [, dan Keputusan
Pimpinan Unit Organisesi Esclon [ di
Lingkungan Kementerian Kenangan
4. Eeputuzan  Menteri  Keuangan
mengenal  Siander | Operasionai
Prosedur Dhrektorat Pelaksanaan
Anparan;
2 | 8arana dan Meliputs:
prazarana, danfatau | 1. Meja;
fasilitas 2. Kursi,
J. Kompliker,
4. Printer
3  Kompetenei peialksana | 1. Panglat/Golongan minimal
Pengatur Muda (117 a);
2. Pendidikan formei minimal SLTA
atal sederajat,
3. Memahami perahman terkait dengan
pelaKsanasn anggaran;
4. Mampu mengoperaslan kompuoter;
5. Memilld  ketelunan,  ketelitian,
kecermatan, dan angeung jawsab.
4 ' Pengawasan internial | 1. Direktur Pa,
2. Atasan langsuang [revio berfenjang);
3. Unit Pelgksanon Tugas Keparuhan
Internal [pemantauan pengendalian
internal).
5 |Jumlah pelaksana Minimal 1 (satu] arang petugas

)
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Jamirtan pelayanan

Fms.llsﬁ Peryusunan Rurmisan
Kehijalsan Teknis Pelaksanaan
Anggaran Hementerian

Negara f Lembaga berdasarkan SOF dan
norms wakiu yang telash ditetaphkan.

Jarmnan keamanan
dan keselamatan
pelayanan

1. Pengprinaan sistem eplikasi vang
terprotels:;

2. Dolkumetitesi argip Becara
efelctronil, vang

A. terkontrol berdasarkan alur
penangsungawabnya;

4, Terdapat petupss keamanan yang
berjags selama jan: lgyanan:

5. Terzedia alat pemadsm kebakaran
yang memadaw di tuang pelayanan;

&. Dezain bangunas telah dibuat minim
risike dan jalur evakuasi telah
disechakan.

Evahmasi kinerja
pelaksans

1. Evaluagi pelerjaan peleksana
dilskukan serara  bierarkis saat
proses  prigksanasn  pekerjaan
bertangsung, yaitu oleh Kepala Seksi
atazan langsung pelaksana hingga
Direkur P4,

2. Masing-masing pegawal dilaknslan
penilaian Eineria Prgawai,
menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai
{NKF]. Setiap Triwulan dilabukan
evehiasifpenilaian terhadap Kontrak
Kinerja vang menghasiliken Capaian
Kineja Pegawai (CHF.
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pengadnan, saran dan
masukan

layanan dissmpailean melahyy kanal
Brerapar

2 | Sistem, mekanisme | I, Penyusunan rekomendasi
dan prosedur pendmpatan/penarikan
pencmpatan
2. Penyusunan analizis rigiko
penempatan
3. Penyusunan limit dan batasan
transaksi Eerta leonedisg
counterparty
4. Pelaksanasn evaluasi atas
penawaran counterparty (BUMPUN)
3. Prlaksanaan transaksi dengan
counterparty (BUMPUN)
5. Pelaksanaon scitelmen, akuntansi,
gan pelaparan
3 | Jangka waktu | 2 (dua} hari kerja
nelayanan

4 | Baaya/ tarnf Rptl,-

5 | Produk pelayansn 1. Nota dinas mengenad reloendasi
pensmpatan wang negara i pasar
uang

2. Informasi atas rencana
penermnpatar wang negara  th
BIMFUN

3. BEraluas atas penawaran dar
BUMFUN

4. Surat Keputusan Penetapan
Trangaksi Over The Counter pade
BUMFUN

2. Informas) peactapan trensaks=l over
the eountéer kepada BUMPLN
terkait

G, Burat realisaszi pensmpatan leepada
Bank Indonesia

& | Penengansn Pengaduan, saran dan mesukan atas

1.

. Whistlebiowring Sy=iemn Kemenkeu:

. Pusat Kontak Layanan Ecmenkeu

Lavanan Aspirasi dan Pengaduan
Criline Rakyat [LAPORD:
waw . lapor.go.id

https: f fuwise hemenkeu. go.id

PRIME: .Jalan Dr. Wahidin Raya
No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp:
134 dan crmail:
kemern leu. prime@kemenkeu. go.id
Kotak saran/kotak pengaduan,
SMES, portal pengadoan BIPANDU
https://pengaduandiph,

kemnenken.go.id, Hal DJFL
hitps: f fhai kemenkeu.ge.id, stau
tatap muks sccara lengsung di
Eantor Pusat DWJPE di Elﬂ.l'_l'latl
Gedung Prijadi Pravntosuhardio 1) |
111, Jalan Lapangan Banteng .
Timur Mo. 2-4. !

F
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¥} Komponen Standar Pelayanan yang terkat dengan proses pengeloisan
yatan di mternal organisasi melipati;

No,

Kompanen

Urazan

1

DPasar bukum

1.

. Perjanjian

Pereturan Menteri

Momor 3/PME.D5/2014 teotang
Penempatan LUang Negara Pada
Benk Umum sebapaitnana telah
dinbah dengan Peraiuran Menteri
Kenangan Nomor 77 /PME.05/72014
Perabuiran Menien Keuangan
Nomer 206/PMIK.01/2014 tentanyg
Organisasi dan Tam  Kerja
Kemnenterian Kevangan.

Peraturan Direltur Jenderal
Perbendaharasn Memmor PER
tentang Peanjuk Tekmiy
Penempatan Ufang Negara pada
Bank Umum.

Kerfasama  antara
Kementetian Kevangan dan Bank
Indonesia Nomor PR.J-
123/PB/2015 dan MNomor
1743/ PR/ DpG/ 2015 tentang
Koordinasi Operagionalisast TDR di
Carektorat Jenderal
Perbendaharaan Kementerian
Keuangan.

Sarana dan  prasseadn,
darfatau fasilitas

4

M babae

Mejs,

Kursi!

Komputer;

Printer,

Aplikasi komputer {Bloomberg,
Refinitiv dan Nadine)

Kompetensl pelaksana

[

Fangkaif Golongan minimsal
Pengatur Muda I1/c);
Pendidikan formal minimal D 10T;
Memahami peraturan terkait
dengan pelaksansan anggaran;
Mampu menpoperasikan aplikasi
komputer;

Mermlild talent TDR

Pengawasan internal

T

Whrralin R W

Parckivur Pengclolaan Kas Nogara
Kepala Subdit Gptimalisasi Kasg

Kepala Eeice Pengelolaan
Penempatan UVang

Jumlah pelakzang

2 [dug] Orang

r(cn

Jaminan pelayanan

Proses

Penempatan Uang HNegars

dalam Rupiah den Valuta Asing di
Pogsar Uang dilakuksma berdesarian
BOP dan norma wakt vang telah
ditetapka,

Jaminan keatmanan dan
keselammatan pelayanan

1.

2,

Penggunasan sisterm aphlkasr yang
terproteksi:

Penerzpan Mnternal control delam
Proses DiEnis.

Evaluaszi
pelpksana

kinerja

1.

Evaluasi pckerjaan  pelaksana
dilabukan secarg hierarkis saat




No.

Komponen

Uraian

proses  pelakeanaon  pekerjazan
berlang=ung, yaitu 4aleh Kopala
Seksi atasan langsung pelaksana
hinggs Direktur Pengelolagn Has
Negara

Masing-masing pegawai dilalruian
penilaan kinerja pegawsai,
menghasilkan Nitai Einerja Pegawai
(NEF}. Setiap scmester dilakulan
evaluasi/ penlialan terhiadap
Kontrak Kinerja yang menghasilkan
Capaian Kinerjz Pegawai (CKP).

b. Standar Pelayanan Penilaian, Pemilihan dan Penetapan Counterparty yang
dapat dijadikan mitra kerja bagi TDR

1] Eomponen Siandar Pelgyanan yang terkait dengan proses penyampaian
lavanan meliputi:

Ne

Komponen

Urgian

1

Persyaratan

BUMPUN

.

=N

Surat PETmMOROTEAT merjadi
BUMPUN yang ditandatanpani oleh
Direktur Utama/pejabat vang
berwenanyg {ex-officio).

. Burat Peérnyataan lesanggupan

untik mamatihi segala ketentuan
yang ditetapkan dalam pelaksanaan
penempatan Uang MNepgsta vang
ditandatangam oleh Direktur
Utama [ pejabat yang berwenang (ox-
officie} dan bermaterai cuicap

. Copy surat izin vsaha sehagai Bank

murm;

- Copy surat pernyataan telsh go

public yanp dikeluarkan oleh
lembaga yang berwenang,

Capy dokumen wvang dikehiarkan
olch pating kurang 2 [dua} lembaga
pemeringkat  radng aasional
intemeasional yang berbeda yeng
tclah dimkui oleh Bank [ndonesia,
yvang menunjuklkan bahwa Bank
vang bersangkuian termasuk delam
investment grade uniuk perinde 1
(gabal tahun terakhin

Copy surat keterangan keschatan
bank wvang telah diverifikasi cleh
OJK untuk petiode 1 {sam] tahun
terakhir;

Capy laptran keuangan penads
terakhir wvang telah disaudit oleh
Kantor Akunian Publik dengan opini
Wajar Teanpa Pengecualian, Data
laporan kevwangan dari Bani: Umum;

Reverve Repo/Repo




Nao.

Korponeil

fraian

Aank BUMN dan instansei kerja lain
vang mengrjukan Aumt Permohonan
Menjadi Counterpany

SEN Outright

Selurzh Bank Umum dan perusahaan
gfelz vang ditunjuk Menteri Keuangan
sehagal Dealer Uitema untuk Transaksj
SN atau sehouh Bank Umum dan
Penysahean Efek yang ditunjuk schagai
peserta lelang untal transaksl SBSN di
Faeor Perdana atau instansei kerja lain
yang ditgjuk  Ditckitur PEN  yang
mengajukan  permohonan sebagai
Counterparti

Sistem, mekanisme dan
progadur

1. Calan  Counterparty mengajukan

permohonan dan  menyertakan
kelengkapan doiounen.

4, Direktorai PKN  akan  melakulan
penilaian, perabibhzn dan penctapan
counterparty.

3. Direktorat PEN akan menyampaikan
informasi kepada calon sourerparty
untuk:

a. BUMPUN : Surat Pennlakan atau
Pernberitabiuan
Penandatanganan Perjanilan
Kemitraan

b. Reverse FRepo/Repo:
Penandataneanan GMEA

t. SBN Ouirmght : Pemberntahnan
scbapzi Counderparty.

Janglka wakiu pelayanan

15 (lima belas} hari keria sgjak
perayaratan terpenuhi dan lengkap

Binya/tanf

Rpl.-

I |

Prodyk pelayanan

1. BUMPUN: EKepubisan Penetapan
Counterparty dan Petianjian
Kemitraan

2. Repo/FReverse Reps SBN: OMEA

3. 88BN Outrightt Pembentehuan
Kemlicanr

Penanganan petgaduan,
garan, dan masuken

Peneaduan, saran dan masulan atas
layanan disampeatkan melalui  kanal

benipa:

1. Layanan Aspira=l dan Pengeduan
Online Raloyat (LAPORY:
WA JBDOT §0 1

2. Whistlieblmuping Sustem Kemenlen:
hitos: / / wige | ] ”

3. Pusat Kontak Layvanen Kemenkeu
FRIME: Jalan Dr. Watndin Raya NHo.
1 Jakarta Pusat 10710 Telp: 134
dan ernail:
kemenken. primef@kemenken po id
4. Kontak =mgpranfkotak pengaduan,
BMS, pormal pengaduan SIPANDU
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No.

Komponen

Uraian

h : of diph.
kemenkeu.go.ad, Hal DJPE
hitps: // hai.kemenken mo jd, ataud
tatap muka secars langsuang di
Kantor Pusat DJPh di  alamat
Gedung Prijadi Praptosuhardjo I
Lt.1, Jalan Lapangan Banteng
Timur No. 2-4,

2 Komponen Btandar Peleyanan yang terksit dengan proses pengelolaan
clayanen di internal organisasi meliputi:

Mo.

Kompones

Utratan

1

Dasar hukum

1.

PME 217/PMEO01/3018 tentang
COrpanisssi damn Tata Kenja
Kementerian Keuangan
sebagaimana teiah beberapa kali
diubah terakhir dengar Peraturan
Menter Kevangan Nomor
225/PME 01 /2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturen
Wenter feuangan Nomor
217 /PMEK. 01 /2018 rentang
Orgamizasi dan  Tate  Kerja
Eementerian Keuangen;

PMK 53/PMM.OS/2017 tentang
Perubahen EKedua atas PMK
3/ PMK.05/2014 Lentang
Penemnpatan Pada Bank Umum;
Peraturan Dirjen Perbendaharaan
Nomor FER-7/PB/2017 tentang
Petunjuk Teknis Pencmpatan Uang
Negpra pada Bank Umim;
Peraturan Diren Perbendaharaan
MNomor PERE-11/PB/IJ0128 tentang
Tata Cara Transaksi Reverse Repo
dan Repo SBN dalam Rangka
Penipeloinan Kelehihan f Kekurangan
Kas Permerintah; dan

Prraturan Dirjen Perbendanaraon
Nomor PEER-Z4/PB/2017 tentang
Tata Cara Transaksi SBM di Pasar
Sekinder Dralarn Fangka
Pengelolaan Kelebihan,
Kekurangan Kas Pemerintah.

Sarana dAn  Prasaran,
dan/atau fasilitas

Bin ok B

Meia

Kursi

PL/Laptop

Prinfar

Seanner

Anplikas] Kompter

Kompetensi pelakzana

B0

Penpewasan internszl

Pelak=ana Trensury Dealing Room

1. Direkiur FKN
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No.

homponen

Uraian

d.

3.

4,

Ke=ubdit Kelijaskan TDR dan
Menjemen Risiko

Kesi Matsjemen Risiko, Portofolio
dan Dulungan ALCO

Kepala Seksi Peraturan  dan
Kepatuhon

Jumlah pelaksana

2 (Hga) orang pelaksana

on (LN

Jaminan pelayanan

Terpenuhinya produk Iayanan sesual
denpan ketentyian,

Jaminan leamanan dan
keaslamatan pelayanan

1.

Dokumentasl arsip secara
elektronik yang terkootrol
berdasarkan alur
penanggangjaaabya;

Terdapat petugas kcamanan yang
berjage selama jam layanan;
Tersedip alat pemadam kcbakaran
vang memadei di ruang pelayanan;
Desain  banpunan  telah  dibuat
minim riziko dan jealur evakuasi
telah disedialean,

Evaluasi kincria
pelaksana,

. Evalussi pekerjasn pelaksana

dilajukan secara hierarkis saat
prosee  pelaksanaan  pekerjaan
berlanpsung, yaitm  ocleh Kepals
Seksl  atmzon langsung pelaksana
hingga Kepala Kantor [dalswm hal
peryelespian pekerjaan  dilakukan
gsampai dengan level Kepata Kanitor).

. Masing-masing pegawai dilakukan

penilaian Linerja pegawan,
menghasilkan Nilm Hinena
Pegawai (NKF). Setiap aemester
dilalouban evaluas]/penilaian
terhadap Koptrek Kinarja yang
menghaeilkan Capeian Kinera
Pepawal (CKF).

c. Penermtan Surat Ketetapan Keierlanjutsn Setoren Penerimasan Negara

(BKESFN)

1} Komponen Standar Pelayanan yvang terkait dengan proses penyampaian
layanan meliputs

No,

Koseponien

Urgien

1

Persyaratan

1.

4.

Burat permintasn  pembeyaran
kembali/korekst atas  kelebihanf
kesalghan setgran  peneTimasn
tiegara darl instansi/satuan kese
terkait  atas  transaksi  wertentu
melalni  Rekening Kas Umim
Negroa.

Dispogais] dari Ditelnur Petigelclaat
Kas Negara.

Burat Keterangan Telah Dibukukan
[EKTB) lembar ke -1 transakai
terkait.

Persyaratan dan  Perlenekapan







2)

T

satan. dan mgayian

No. Romponen Uraign
Sistern Perbendaharaan.
&, Darektur PHEN
menyetujuif metolaik usulan
BEKSPN tersebur.
7. Selretaris Direktur FEN
Mengirimkan dekusten-dokumen
terscbut kepada pihak terkailt
___sesuai dengan tujuan Nota Dinas.
3 |Jangka waktu pelayenan | 7 {fujuhb) hari kerja aetelah data dukong
dipercleh sevars lengkap.
q | Biava/taril Rpl,-
5 | Produk pelavanan Surat Ketetupan Keterlanjutan
S¢toran Panerimaan Negara
(BREKSPN] ates transalesi fertentu
melalui Rekening Has Ummum MNegara
vang ditandstangani oleh  Direktur
Penpelolaan Kas Nepara,
& | Penanganan pengaduan, | P Pengaduen, saran dan magulean atas

layanarn disampaiken melaini kanal

berupe:

1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan
Online Raloyat [LAPOR):
wrw. lapor go id

2. Whistleblmuing Sysiem Kemenleu:
hitips: /! fwige kemenkew.go.id

3. Pusat Kontak Leyanan Kemesnlkeu
PRIME: Jalan Dr, Wahidin Raya No.
1 Jakarts Pusat 10710 Telp: 124
dan cmail:
kemenken,. prime@kemen eu. go.id

4, Kotak saran/hotak pengaduan,
SME, portal pengadusn SIPANDU

tips: vandph.
kemenkeu. eo.id, HaAl DJPb
htips: / fhaikemenkeu poid, atan
tatap muka secata langsung di
Kantor Pusat DJPb di alamat
Gedung Prijadi Praptosuhardjo 11
Lrl, Jrlan Lapangan Banteng
Timur No. 2-&,

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
layanan diinternal organisasi meliput;

No.

Komponen

Uraian

i

Dasar hukoum

l. Peraturann Menterd Ee
Homar 96, PME.O5/2017 entang
Tata ©Cara Pembayaran sates
Transaksi Peogembalian
Penrerimaan Negara

2. Peraturan Darcltrur Jenderal

Ferbendsharasn Nomor
&69/PB/2010 tentang Petunjuk
Felaksanann Pembeyaran
Pengembalian Penerimagn

[legara Atss Heban 3iza Lebih
Perhitunpgsan Anpearan.
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No. Komponen Uraisn

3. Peraturan Direlde Jenderal
Perbendaharaan Nomor
35/FPR/2013  tentang Petunjuk
Teknis Pengembsalian Peperimsan
Negara Peda Tahun Anggaran
Berjalan Melal Rekening Kas
Urrpim Nepgara

2 |Barena dan prasaran, | 1. Mejs;
dan {atan fa=ilitas 3. Kures;

3. Komputer;

4, Printer;

3. Scanner

0. Aplikasi Komputer

3 | Kompetensi pelaksana 1. Pangkat/ Golongan  minimal
Pengatur Muda [T/ g);

2. Pendidikan Formal minimai SLTA
atal sederaat;

3. Memahami peraturan terkair;

4. Menguassi Aplikesi Komputer;

5. Memiliki ketekurian, kewelidan, dan
tanggung jawah,

4 | Penpewasan internat 1. Direktur PKN

2, Kasubdit

3. Kepala Seksi

o |Jumnlah pelaksatns Mmimal :

2 1 {satn) Orang Beksi Konsolidasi
Pelaporan Keuangan Kuasa BUN
Fusat

b. 1 {satm) Orang Seksi Seksi Setelmen
Akuntansi, dan Pejaporan
Transaksi TDR

& |[Jaminan pelayanan Proaes penerbitan SEKSPN dilekuksn
berdazarkan S0P dan norma wakiv
vang telah ditetapkan

7 | Jaminan keamanan dan | Pengpunasn sistem eplitasi yang

keselamatan pelavanan | terproteksi

£ | Evaluami ldnege | 1. Evaluast pekerjaan  pelaksana

ptlalcsana dilakukan secara hirarkis sgal
proses  pelaksanzan  pekerfaan
berlanpsung, wyaitu oleh Kepala
Bek=l atasan langsung pelak=ana
hingga DHrekbuwr ([(dalam  hal
penyelesaian pekerfaan dilakukan
sampat dengan level Direkiur),

2. Masing-maszing pegawai, dilakuken
penilaian kinerja PERAwWa],
menghasilkan Nilal Kinerja Pegaival
{NKP). Setap semester dilakickan
evaluagi fpenilatan terhadap Konrak
Kinerja yang menghasitkan Capaian
Kinerja Fegawai (CKF,

d, Penpajuan Withdrawaol Appieation (WA) untuk Pengisian Mitial Deposit dan

Repleniztment

;ﬂ
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11 Kompotien Standar Pelayanan yvang terkait dengan proses perivampaian

elayanan melipofd:

M.

Komnponen

Urasan,

1

Perayaratan

Surat pcrmintaan pengafuan initiat
Deposit  danfetaun  permintaan
Replenishment.

Dokumen  vang
pesum ketentugn,

diperayararkan

Qistem, mekarusme dan
prosedar

. Pectugas Subdit MEKPH menerima
dian mempelgjan Sural Pertmohonan
Pengigian Ilnitial Deposit bheserta
dokumen pendukungnys.

- Membuat enrat peagantar {covering

letter) WA Initinl Deposit secara

manuai danfata secara elekironik,

Menandatanpani dan/atan approve

surat pengantar {coverinig letter|WA

Inital Deposzit  secara  manuaal

dan/atau elekironik umtuk

selanjuinya dikirim kepada Pemberi

PHLHN.

Jangka wakiu pelavanan

5 {lima) harl kerja terhitung sejak
dokumen diterirma secara lenglap .

Biaya/ tant

Rpﬂ:_

Produk pelayanat:

Covering Letter Withdrawal Applcation
Initial Deposit dan  Replenishment
kepada Pemberi Pinjaman/Hibak Luar
Negeri.

Penanganan pengadian,
SaTaN, Na masukan

Penpgaduan, saran dan masukan atas
layanan disampaikan rhelalui kanal

berpa!
1. Layanan Aspirasti dan Pengaduan
Online Raloyat (LAPORN:

wwrw lapor.go.id

Whistlebfowing System Kemenbkeuw;
hittpe: f fwise kemenkey. go.id

Pueat Kontak Layanan Kemeénkesu
FRIME: Jzlan Dr. Wahidin Rays Ne.
1 Jakarta Pusat 10710 Telp: 134
dan errail;
kemenkeu. primef@kemenkeu. go.id
Hotak sarenfkotak pengaduan,
SMES, portal pengaduan BIPANDL
hetps: [ fpengadusndiphb.
kemenkeu. go.id, Hal DuJFB
https: f fhai kemeankeu. go igd, atau
tatap mukns secarm langsung di
Hantor Pusat DJPh di  atamat
Gedung Prijadi Praptosuhardie [I
it.l, Jalan Lapangan Banteng
Timur No. 2-4.

2 Komponen Standar Prlayanan vang terkait dengan proses pengelolaan

layanan di internal orgenisasi melipub:
No. Komponsn Uraian
1 | Dasar hukum 1. Persturan Menteri Nomor

195/ PMKO5/2019 tentang  Tata




A —

—_

NG, Komponen Lraian
Cors Penarikan Pinjaman dan/atag
Hibah Luear Negeri.

2. Peranuran Menteri Kenangan Nomor
118/ PMK.O1 /2021 tentang
Organipasi dan Tata  Kera
Kementerian Eeuangan.

3. Peraturan tentang Peturjude
Pencairan, Fembebanan, dan
Pertanggunejawaban Dana PHLN
melahn Mekanisme — Rekening
Khusus.

2 | Bgrana dan prasaran, |l. Meja;
dan fatau fasilitas 2. Kursi;

3. Komputer:

4. Printer;

. Aplikasi komputer.

3 | Kompetetiel pelaksana 1. Panpkat{Golongan minimal
Pengatuar (lI/c);

2. Pendidilkan formal minimal D3 atan
sederajat;

3. WMemahami  peratiran  terkait
denpan Pinjaman dan Hibeh Luar
Neoerz

4. Mampu mengoperasikan aplikasi
komputer

5. Memiliki kemampuan  bahasa
Inggrie tertuilis mavmin kean

B. Memiliki ketekunan, ketelifagn,
kecermatan, dan tangpang

4 | Pengawasan mternal 1. Kepala Subdirektorat
2. Hepala Seksi atasan lanpsune
pelalraana
5 |Jumlah pelakzans Mintmal:
1 [gatu} orEnp
& | Jaminan pelayanan Proses Perigajuan Withdrawal

Application (WA) untuk Pengisian Initial

Deposit dan Replsnishment dilakukean

berdasarkan 30F dan notma wakia

yang telah ditctaploan,
7 |WJaminan keernaonan dan | 1. Pengguiimen sistem aplikasi vang
keselamaten pelayanan terprotels:;

2. Dokumentac arsip SLCRIA
elekirorik VAL terkontirol
berdasatkan alur
penanempjawabnya,

8 | Evaluasi kinetja | 1. Ewvaluasi pekerjaan  pelaksana
pelalsana, dilallukan secara hierarkis agal
proses  pelaksanaan pekerjaan
betlangsung, yaiml oleh Kepala
Seksi atssan langsung pelaksana
hingea Kepala, Subdirektarat

dan/atan Direloar PEN.

2. Masing-masing pegawai dilakukan

pcnilaian kinerfa pegawai, |
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No.

Kotnpona

Uraian

meanghasilkan Nilai Kineja Pegawai
(HKP). Setiap scmeeter dilekuken
evéluasi/ penilaian terhadap
Kontrak Kinerja yang menghasilkan
Capaian Kinerja Pegawsd [TKE.

¢. Pengembslian Dana ke Reksus Atas Pengeluaran heligible
1) Komponen Standar Peloyanan yang erkalt dengan proses penyampatan

yanan mnelipatiz

No

KEomponen

Uraian

1

Persyvaratan

i. Surat pemberitahuan nilai
pengeluaran yang ineligible dari
Pemberl PHLH.

2. Surat kepada EA mengenai
pemberitatnran nilai pengeluaran
yang ineligible dan peromntasn
penggantiannya.

d. Buyrat dari EA yang menyatakan
babwa tclah dilskubkan penyetoran
danaf penerbitan SPM/3P2D untuk
penggantian pengeluaran/SPZD
vang ineligible.

4. Burat pernyataan/relening koran
schagri bukti bahwa penyetoran
dana untuk penggantat
pengeluaran {SP2D yang ineligible
audah diterima di RKUN,

Statem, melkanisme dan
Froeedur

1. Petugas Subdit MEKPH menerima
surat pemberitehuan f pernyataan
dari EA bahwa  peoyectoran
dana penerbitan 3PM/SP2D uniuk
penggantian ineligible telah
dilakukan.

2. Memastikan bahwa setoran sudeh
diterima di REUN terksit

3. Membuat Nota TDinas untuk
memindabbukukan dana  dard
EKUN ke Reksus.

4. Memastikan dana sudah masuk di
relening.

Jangks walin pelavanan

50 {lima puluh) bari kede elektf

Biaya/ taril

EnD,-

| |ga

Produk pelayanan

Nota Dinsa Direkiuy PEN  kepada
Kepala Subdit Setelmen, Akuntansi,
dan Pelaporan Pengelolaan Kas untuk
pemindahbukiuan dana dari RKUN ke
Feclkaus.

Penanganan pengaduan,
satran, dan masuian

Pengaduan, saran dan masukan atas

layanan disampaikan melaiui kanal

berupa:

1. Layanan Aspirasi dan Pengadnan
Caline Ralkyat {LAFPORI);

www dapor.go. id
2. Whstebiowrng Systiem Krrnenken:

hups:/fwise.femepkengoid |




TG

No.

Kotnponen

rman

Pusat Kentak Layanan Kemenkeu
PRIME: Jalan Dr, Wahidin Raya No.
1 Jekarta Pusat 10710 Teip: 13
dan tmail:
kemenkey. primegikemenken go.id
Howak saran/kotak pengaduan,
SMS, portal pengaduan SIPANDL
hitps: )/ pengaduandiph,
Eetnenken. go.id, HAlL LJPD
httpe: / fhai kemenken.goad, atau
fatap muka secara lengesung di
Kantor Pusat DJPbh di  alamat
Gedung Prijadi Praptosuhardic H
Lt.1, Jalan Lapangan Banteng
Tirnur No, 2-4,

2} Kompenen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penpelolaan
clayanan di internal creanisasi meliputi:

Na. Komponei Uraian
1 | Dasar hukum 1. Persturan Menteri Eevanpsn Nomor
135/PME.O5/2016 tentang Tata
Cara Penyediaan dan Pengembalian
Dana Kkepada Pemberi Pingaman
den/stau Hihah Luar Megeri.
2. Peraturan Menteri Eevangan Nomor
195/PMICO5/2019  tentang Tata
Care Penariken Pinjamen den fatan
Hibah Liiar Negeri.
3. Perataran Menteri Keuangan Nomor
118/PME.01 /2021 teritang
Orgamisasi dan Tata  Kerja
Eementerian Keuangan,
2 | Barana dan prasacvan, | 1. Meja;
uwan/ ataw fasilitas 2. Kursi;
3. EKompufer,
4. Prioter;
5. Aplikasi komputer.
3 | Kompetensi pelaksana I. Pangkal/{iclongan minirral
Penpatur [t/ c};
2. Peodidikan formal minimal D3 atan
sederajat;
3. Memschami  peraburen terkait
dengan Pimjamen dan Hibeh Loar
Mageti
4. Marapu mengopergaikkan aplikasi
komputcr
5 Memiilld lemampuan baha=a
Itvgpris tertulis maupun lisan
5. Memiliki  ketekunan, ketelitian,
kecermatan, dan tanggung jawah.
4 | Pengawagan internal 1. Kepala Subdirektoral
3. Kepala Selsl atasan lanesung
pelaksana
5 |Jumleh pelaksana Minimal:
1 (eatol] urbne




No. Komponien Urpnian
H | Jarmnan pelayanan Pengernbalian Dans He Rchsus Atas

Pengeluaran  Ineligible  dilakukan

berdasarkan 3GP dan fiorrna wekma

yatp telah ditetapkan.
7 |Jaminan keamanan dan | 1. Pengeinaan sistern aplikasi yang
kesclamatan pelayranan terproteksi;

2. Dokumentesi Eraip BECATE
elektronik VENE ferkonersl
berdasarkan alar
penangrunpawabnya.

A | Evaluasi kinerga | 1. Evatuasi pelerjaan  peialsana
pelaksans dilalukan secara hierarlds saat

prases  pelaksanaan  pekerjaan
berlanpgpumg, yabie oieh Kepala
Bekst atasan langsuang pelaksana
hingga Kepala Subdirektorat
can fatau Direlcoar PEM.

2. Masing-masing pcgawai dilakukan
penilaisn kinerje pegawaeai,
menghasilkan Nilai Kinetja Pegawad
{(NKP), Betiap semester didakukan
evajuast / penitaion terhadap
Konttak Kmena yang menghasillcan
Capaian Kinetja Pegawad ICKH.

f. Penerbitan Sural Eeputusan Direletur Jenderal Perbedaharaan tentang
Penunjukkan Bank Umum =ebagai Bank QOperasiconal
1) Komponen Standsr Pelayanan vang teriait dengan proses penyampaian

elegranian mehipuk:
No, Komponen | Ureian
1 | Persyaratan 1. Dokemen administratl pendafiaran

Bank  Umum sebagni Bank
Operasional

2. Izin pringip

3. Lulus 8IT dan UAT

Sistem, mekanisme dan
prosedur

1. Pelaksans seksl petigelolaan
rekening  pengehoaran  menchb
doltimen adminiatratif pendaftaran
Bank Umum  sebagal Bank

Cperasioal.

2. Separa hisrarkisa memboar  imin
prinsip,

3. Direkur Jenderal Perbendaharaan
menyanii ataa nenolalt
pendaftatan Bank Umum scbagai
Bank Cpcrasionsl.

4. Apabila dizetujui, melakukan SIT
dan UAT.

5. Betelah lulus SIT dan UAT, secara
hierarkas membuat Burat KEeputusan
Direktar Jenderal Perbedaharaan
tentang Pennjukkan Bank Ummum
sebagal Bank Operaslonal.

G, Dircktar Jenderal Perbendaharasn
e taplian Surat Keputusan
Direktur Jenderal Perbedaharaan
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tentang Penumjukkan Bank Umum
selxapal Bank Operasional

Jangka waktu pelaysnan

. Penviapan nota pengentar dan drgf?
Kepditjon  atandarnya  adalan |
{satu} hari kerfa setalah doluimen
VAT lengkap

. Penerbitan  Kepdirjen standarnye
adatab 5 {(lima} hari kerja sejak nota
dan draft disampaikan Dircktorat
PKN kepad Dirjen Perbendaharaan

Biava/tarii

Hpl,-

Produk pelayanan

Surat Keputusan Direkitar Jenderal
Perbiedaharean tenitang Penunjukkon
Bank Umntun stbagal Bank Operasional.

Penanganan pengaduan,
FATRED, dai Toasuken

Pengeduan, saran dan masukan atas
lavanan disampaikan melalni kanal
berupa:

E. Layanan Aapirasi dan Pengedusn
Onling Rakyat (LAPORN:
WWWw. lapor. go.id

Whistieblounng System Kemenkew:

hitps: ! fwise. kemenken go.id
Fusat Kontak Lavanan Kemenken:

PRIME: Jalat Dr. Wakidin Raya No.
1 Jakama Pusat 107I0 Telp: 134
daty smal:
kemenkeu, primmei@kemenkeu, go.id
Kotale saranfintak  pengaduan,
SMS, portal petngadusn SIPANDU
hitpa:( / Dﬂngaduanﬂinb.

nkeal, Hal in PR
mmﬁ_immhktm:nkﬂ,m atau |
tatap muka secara langsong di
Kantor Pusart DJFb di alamat
Gedung Prijad: Praptosuherdje I
Lt.1, Jalan Lapatgan Banteng
Timur Mo, 2-4,

3} Komponen Standar Pelayanan vang terlnit dengan proses pengelolosn
elayanan di internal organisasi meliputi:

Na. Romponen

Urajan

1 | Dasar huloam

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
188/ PMEK.O5 /2017,

2. Peraturan Menteri Kenangan Nomor
62/ PMK.05,20149.

Barana dJdan przearan,

dan fatan fasliitas

Meliputi :

1. Meja;

Kursi;

Kormnputer;

Printer,

Scanner;

Aplikasi kemputer.

Kompetensi pelakzans

i E A

. Panglkat/Golongan mintmal
Pengatur Muda {1/ a};
Fendidikan formal minimzl SLTA

ate sederajat!
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NGO,

Hotnpondn

[Jralan

3. Memahami peraturan terkait denpan
petyvaluren dana SP20:

4. Mampu mengoperasiken aplikasi
kormputer:

5. Memilild ketekunan, [etelitan,
kecermatan, dan tanggung jawab.

Pengawasan internal

1. Darelhp Jenderal;

2. Dircktur;

3. Kepela Subdirektorat:

4. Kepala Seksi  afasan  langsung
pelaksana:

5. Bagian KI

Jumlah pelaksana

Minimal 1 (zatui) orang pelaksana

Jaminan pelayanan

Proges penetapan Bank Umum sebagai
Bank Opecrasional berdasarkan SOF
dan mnorma waktyn  yang  telah
ditetaplan.

dJaminan keamanan dan
keselamatan pelayatan

1. Ponggunaan sistern  aplikesi yang
terprotekei;

2. Bentralisasi databa=e
perbendaharsan  melahd  Fnaneial
Monagement  informalion  Systems
(FMIS) dengan eistem baekup dan
Disaster Recovery Center [DRC) yang
handal;

3. Dolumentasi arsip SBECAra
elekizonk, yang terkontrol
berdasarkan alyy
penangpungjawabnya;

4, Terdapat petugas keamanan yang
berjage selama jam layanan;

5. Teraedia alar pemadam kelbakaran
yang memadal di ruang pelayanan;
6. Desain bangunen  telah dibuat
mirim risiko dan jalur evalogasi telah

disedialan.

Evalizast ldneria
pelaksana

l.Evaluasi  pekerjasn  pelakeans
dilstmkan =ecara hierarkiy  saat
preses pelaksansan | peketjaan
berlangaung, yaitu oieh Kepala Sekosi
atasan langsung pelakzana hingga
Direktur .Jenderal {dalam  hal
penyelesaian  pekergaan  dilakuksan
samnpal  dengan  level Direktur
Jenderal).

2. Masing-masing pegpawal dilakukan
penilaian kineria pegawai,
menghagiilan Nilai Kinerig Pegawai
(NEP), Bebap semester dilaloukan
evajuasi/f penilaian terhadap Kontralk
IGnera yang menghasilksan Capsaian
Kinerja Pepawal (CKP).

g. Penerbuan Naskeh Dhnas/Peraturan/Ketenfuan yang mengatar Teknis
Operasional Bank Gperasional dan Bank Peryvatur Gaji

)ﬂ
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I} Komponen Siandar Pelayanan vang terkait dengan proses penyampaian
tavanen melipuat:

Na.

Komponen

Urasan

1

Persyaratan

Peraturan terkait teknis operasional

Bank Operasional dean Bank Penvalur
Gaji

Sistern, mekanisme dan
prosedur

1. 3mcara hierarkie Wagkah
DinasfPeraturen ! Ketenbyan yang
mengatuar Tekma Crpetrasional Sank
{peragsional dan Bank Pettyalur Gagi.

2. Direktur Jenderal Perbendaharaan
dan/fatau Direktur Pengelolaan Kas
Negara menetapkan Maskah
Dinas/Peraturan HKetentuan yang
mengatur Tekms Operamonal Bank
Operasopal dan Benk Penvalur Gaji.

Janghka waldtn pelayanarn

Sesuai  kondisi [pembabasan farehan
pimpanan, . |

Biaya/tarif

apl -

2n | J

Froduk pelayanat

Maskah Dinas/PeraturanRetenrian
yang mengatiir Teknis Operasional
Bank Operasionzl dan Bank Pemyalur
Graii

FPenanganan pengaduarn,
saran, dan masukan

Pengatdfuan, saran dan masukan atas
layanan disampaikan melalui kanal

berupa:

1. layanan Aspirazi dan Pengaduan
Online Ralryat [LAPORY:
www, lapor.go.id

2. Whistleblowing System Kemenkel:
hifps: / fwase. emenkeLgo.ad

3. Pusat Eontak Lavanan Kemenkea
PEIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No.
1 Jaksrta Pusat 107t0 Telp: 134
dan email;
kemenksu, prime@kemenkeu. go.id

4, Kotek saren/kotak pengaduan,
SME, porial peagaduan SIFPANDLU

hitps: 1 uandinb.
kemenkeu.go.id, HMl DJFB
ttps: ' 1, atau

tatap muka secara lanpsung di
Kantor Pusat DWJPh di alamat
Cedung Prijadi Praptosuhardjo I
[t.1, Jalan Lapangsn Banteng
Tirnur Mo, 2-4.

2] Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
layanan &1 internal orpanisasi meliputi:

No, Komponcn Uraan
1 | Dasar hukum 1. Peraturan Pemerfntah Nomor 30
Tahun 2018;
2. Peraturan Menteri Keuangan

Nomeor 11/PMEO5/2016;
3. Peraturan  Menteri  Keuangan
Nomor 188/PME.05,/2017;










Na.

Komporen

Uraian

penataugahaan Penerimasn
Negars,

o. kesediaan Bank Umum, Kantor
Foz, atau Lembage untuk
membanglinn =istern informasi
yang teérhubuang secara omline
dengan aistem:

d. Penerimaan Megara pada
Kementerian Kenangan;

e.telah  bekerja  sama denzan
penyedia jasa sistemn pembayaran
vang berizin dari Bank Indonesia,
khusus untuk Lembags yang
bukan penyedia jasa  sistem
pembayaran;

f. iokasi server berada 41 Indonesia:
tlar

9. gistemn  telah  terpamang  antivirus
terberu beserta pendukung sislem
kramanan leinnya yang akan selalu

_ dilakukan pembaruan fupdate.

Sistern, mekamsme dan
proaedur

I. Pelaksana zeksi pengelolaan
rekening penerimasn mengecek dan
meneiiti Surat Permohonwn besérta
lampirannya yang disampaikan cleh
cafon Collecting Agent.

2, Becara hiresrkds menyusun konaep
nnta dinas dan Surat Izin Prinsip
Callecting Agent unitk disampaikan
kepada Direktar Jenderal
Perbendaharaan.

3. Direkhur -Jenderal Perbendaharaan
menetapkan lzin Pringip Collecting
Agent.

4. Pelakeana seksi petipelolaan
Tekening PEETITNAAL
menyampatkan Surat Izin Pripsip
Coflecting Agent  kepada  calon
Colleeting Agent.

Jangha walkiu

pelayansn

S {ima) hati kerja terhitung =cjak
geluruh perayaratan mernacdh collectog

agent diterima

Bizvya/ tarif

RPDr_

Produk pelayanan

Burat Tzin Prinsip Collecting Agent

L (L0 | e

Penanganarn,
pengaduan, saran, dan
masilkan

Pengaduyan, saran dan masukan atas
layanan dissmpaikan melahy leanal
berupea:

1. Leyanan Aszpirasi dan Pengaduan
Online Rakyat (LAPORI:
»ww. lapor.go.id

2. Whistleblolring System Kol
https:/ fwisc.kemenkeu.po.id

3. Pus=at Koniak Layanen Kemenken
PFRIME: Jafarn Br. Wahidin Rays
No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp:

f
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No,

Komponen

Uraian

134 dan email:
lemenken. primefiiemenkeu.go.id
4. HKotak swan/kotak pengaduyan,
SMS, partal pengaduan SIPANDU

https:/ fpengaduandiph.
kemenkeu.go.i HA{ D JPL

hitps:f /hai kemenlken poid, atat
tatap muke sccara langeung di
Kantor Pusat [DJPh di alamat
Gedung Prijadi Praptosuhardjo 1
Lt.1, .JJzlan lapangan Banteng
Timur Mo, 2.4,

2) Komponen Standar Pelayanan veng terkait denpgan proses pengelolann
layanan di intemnal orrenisasi melipui;

No. Komponen Uraian
1 | Dazar hukum Peraturan Menteri Keusngan Nomor

235/ PME.O5,/ 2020 tanggal 30

Degember 2020 tentang  Sistem

Peneritnaen Megara secarn Elekironik

2 |Sarana dan prasaran, | Melipud :
dan/atau fasilitas 1. Meja,

2. Kuarsi;

3. Komputer;

4, Jaringan internet/intranet;

5, Printer;

6. Scannet;

7. Aplikcasi komputer,

3 | Knmpetensi pelaksane | 1. Pangkat/Golonpan rmitimeal
Pengatur Muda {117 a);

2. Pendidikan formal minimal SLTA
atay sederajat;

3. Memahami peraturan terkait dengrn
SISTEIT PENETIMABAT DERArs BSTArR
elektronik;

4. Mampu  tenpoperasikan  aphkasi
koraputer;

5. Memiliki  ketelunon,  ietelitian,
kecermatan, dan tanggung jawab.

4 | Pengawasan internal 1. Dimltur Jenderal;

2. Direktiir:

3. Kepale Subdirektorat;

4. Kepala Seksi aftazan langsung
pelakgana,

2. Bagian Keramhan Internal,

2 | Jumlah pelaksans Minimal 1 (sam) orang pelakeana
5 |.Jaminan pelayanan Proses penerhitan ixn prnsip collecting
agen? dilakukan berdasarkan SOF dan
norma wakin yang telah ditetapkan.
7 | Jaminan kearmenan dan | 1. Penggunsan sistem aplikasi yang
kesclamatan pelayanan terprofeks;

2. Dokumentasi arsip secara
clkktronik, Yang terlioatrol
bertdazarkan alur
penangmingiawabnya,
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NG,

Komponen

Uraian

. Terdapat petugas keamanan yang
berjaga selama jam [ayanan;

- Tersedia alat pemadam kebgkaran
yarrg memadal di ruang pelavanan;

. Desain bangunan telah dibuat
minim risiko dan jalur evaknasi
telah disedialeax,

Evaluasi
pelaksans

1. Evaluasi  pekeijaan  pclaksana
dilakukan secarn hierarkis saat
proses  pelaksanaan  pekerjaan
berlangsung, yaitu oleh  Kepals
Sekm atasan langsung pelalzans
hingga Dircktur Jenderal {dalam hal
penyslesaian pekerjaan dilelukan

sampal  dengan level Dwcektur
Jenderal).

2. Masing-masmg pegawai dilakakan
penlaian kinerja PCEAWAL,

menphasiflkan Nilzi Kinerjz Pegawai
(NKP). Sctap semester dilakuken
evaluasif penilaian terhadap
Kontrak Kinerja yang menghasillkan

Capaian Kinerja Pegawai {CKP.

i. Penerbitan Burat Kepu=sn Pembayaran Dalam Rangks Penyahiran
Dana Perhitungan Fihalk Ketige Bulanan Kepada Pihak Ketiga

1] Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyarmpaian

layanan meliputi:

HMo.

Komponen

Urenan

1

. Persyaraian

konsep/net nota dinas (erkait proses
perusunan  SKP dalam  rangka
pervaluran dana PFE bulanan kepada
pihak ketiga dan Peraturen terksit
proses penyusunan SKP dalam rangka
penyaluran dana PFK bulanan kepacdsa
pihak ketipa

Shgtem, mekanisimne dan
nrogedur

g. Mengarahkan dan  tnenugaskan

¢. Menvampaikan SEP dalam rangka

untule  menyusun  SKP dalam
renghs penyaluran dana FRK
bulanan kepada pihak ¥etiga

b. Menyuaun Lkonsepfnet nota SKP

dalam ranpka peoyaluran dana
PFK bulanan kepada pthak ketipa

pcnyaluran dana PFR bulanan
kepada pihak ketiza

3 | Jengka waktu | 2 [dua) hai kerja setelah data dukung
pelayanan diperoleh secara langlan

4 | Bieva/tarif Rpd,-

S | Produk pelayanar BKP dan kertaz kerja 3KF dalam

rangka penvaluran dans PFK kepada
pihak ketiga




-Bg-

& | Penanganan Pengeduan, sarsn dan masukan atas
pengaduan, saran, dan | layanan dieampaikan melalus kanal
MEASUkEn oy By

l.  Layanan Aspirasi dan Pengaduan
Online Ralkyat (LAPGRY):

www.lapor.go id

2. Whistleblnwing System
Kemenkeu:
https: [ fwise ketmenlk: 1

3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu
PRIME: Jelan Dr. Wahidio Raya
No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp:
134 dan ernail:
kemenken, primne@kernenken. g ad

4. Kotak saranfketak pengaduan,
SMS, pertal pengaduan SIPANDL
kemenkew goid, HAI  DJPb
his: ) fhaj kemenkenw go.id, atan
tatap muka secara langsung di
EKantor Pusat DJPh di alamat
Gedung Prijadi Praptosubardie I
Lt.1, Jelati Lapangan Banteng
Timur No, 2-4,

2) Komponen Standar Pelavanan yang terkant dengan proses pengelolaan

lagnan di inbernal organisasi melipati:

No. Komponen Uraian

1 | Dasar hulkum PMKE No, 156/PME.05/2010
tentang Dana Perhitungan Fihak

Ketign  achagaimana  dinhah

melatui PME No.

212 /PME.O5 /2020

2 |Sarana dan  prasaran, | Melipat

dan/atan fasilitas . Meja;

Kursi;

Kompurter;

. Printer;

SCanner;
Panpkat /Golonpan  mihimal
Pengatur {11/ c);

. Pendidikan formal minimal 13

atau sedeTajat;

3. Memahami peraturan terksut
dengan  pengelolaan dana
perbitungen fihak ketipa, tata
cara pelaksaan pembayaran

ol IR L

3 [Kompetensi pelaksana

ha

APBN;

4, Mampn mengoperasilcan
apliltazi pengolah date Ms.
Office dan Nadine;

5. Meniliki ketekungn, ketelifan,
keeermatan, dan  fanggung
jawab.

4 | Pengawasan internal 1. Direlotur;

2. Eepala Subdirclctorat:




=S}

No.

Komponen

Uraian

3. Kepala Seksi atasan langaung
pelaksana;

4. Baplan XKepatithan Internal,
Sekoretariat GJPD,

Jurmlah pelakeana

Minimal :

3 [tga) orang pengolait data dan
penyusun SKP Sekel KRKUR dan
FFE

Jamman pelayanan

Proges  penerbitan SEP PFK
dilakukan berdasarkan SOF dan
norma  walkru  yang  telah
ditetapkan,

Jamthan keamanan  dan
keselamatan pelayansm

1. Pengpunaan sistem aplilkass
vang terprotelesi;

2. Bentralisasi  database
perbendaharaan mielabii
Finencal Management
Information  Systems  ([FMIS)
dengan sistem backup dan
Disasier Repovery Center {DRC)
vatg hartdal;

3. Dokumentasi araip secara
clektronik, yang terkontrol
berdasarkan alur
penanggungawabrya;

4, Terdapet petupas keamsnan
Yyang hkerjaga selama  jam
layanan,

5. Tersedia alat nemadan
kebakaran yang memadsai di
MUANE pelayanan:

6. Degain bengunan telsh dibuaat
minim  risiks dan  jelur
evakuasi tejal: disediakan.

Cvaluass katerja pelakeana

I. Evaluasgi pekerjaan pelaksans
dilakakan =secara hisrarkis
saat  proses  pelaksanean
pekerisan berlangsung, yait
oleh Kepala SBeks] atasan
langsung pelalisana  hinegs
Dirclcizr.

2. Masing-taszing pegawal

penilaian  kinerja
pegawai, menghasilken MNilal
Kinerja FPegawsi (NKPl. Setiap
acmester dilaktikan
evaluns/penilaian  terhadap
Kontralk Kineria Yang
menghusilkan Capsian Kmera
Pepawai (CKPE.

i, Penatzusahasn Rekemng Bendahara Umum Negara Pusat

1} Komponen Standar Pelayanen yang terkait dengan proses penyampasan

pelayanan melipuati:

f



Mo, |

Fotnfamen

Ursian

Petayaratan

. Data Eekening BUN Pusat peda

Aplikpai SPAN:

Konzep/ nel laporan pocuatausahaan
rekening BUN Pusat pada Subdit
MPPK;

Peraturan terkait penatanzahasn
relerning BUN Pueatr

Distem, melkamsme dan
prosedur

Dircldur Jenderal Perbendaharaan
menelaah dan memberikan
disposisi atam laporen
petatansahazn rekening BUN Pusat
Subdit MPFE.

Pelaksana pada Sckei Honsolidas
Rekening dan Dukungan Teknia
Mensrimsa, meneliti,
mengkonfirmnasi dan membust
konsep  laporan  penatausahsan
rekening penerimann parla
Bank/Pos Perzepsi, rekening
pengeluaran den  rekening retur
B0/ BPG.

Secara hierarkds menyetujui laporan
penatausabhasn rekening BUN Puasat
Subdit MPPH.

Jangka wakty

Biaya/tarif

3 (tiga) har kerja setelah data dukung

pelayanan | diperpleh secara lehgleap
| Rpl,-

3
4
5

Produk pelayanan

Laporan Penatausahaan Relening BUN
Pusat Subdit MPPY

5 T

Penanganan
pengaduan, saran, dan
masukan

Pengadusan, zaran dan masulan atas
layanen disempaiken melalni kanal
berupa:

1.

Layanan Agpirast dan Pengaduan
Online Rakyat {LAPORI);
wwrw lapar go.id

Whistleblowing System Kemendtew:
hitps: f fwise kemenlen. pai

Pusat Kontak Layanan Kemenlel
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No.
1 Jakarta Pusat 10710 Telp: 134
dan email:
kemenkeu. prime@ienmenken.go.id
Kotak saranfkotak pepngaduan,
SMS, portal pergaduan SIPANDU
https. [/ peneaduandiphb.

kermenden, pouid, Hal OJFb
hitps: / fhal kemenken.po.id, =atau
tatap muka secara langsung di
Eantor Pusat [WJPb di olamat
Gedung FPrijadi Praptosuhardjo Il
Li.], Jalan lLapangan Banieng
Timur No. 2-4,

2] Komponeo Slandsy Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
peleyanean di intermal organisas meligun:




No. Kompoten [ Uraian
1 | Dasar hukom 1. Peraturan Menteti Keuangsn Nomor
154/ PME OL/2014 tentang
Pclaksanaamn Bisiem
Perbendshamzn  dan  Anggaran
MNegara scbagsimane dinbsh dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomaor
TR /PME 0542014
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
188/PME.GB/2017 tentang Tata
Cara Penyaluran Dana Suraet
Pencairan DPana Melalui Sistem
Ferbendeharaan dan Anggaran
Negars sebagasimans telah diubah
dengan Peraturan Menteri
Kenangan Nomor 62 /PME.05/2019;
3. Peraturan Mentsri Kevangan Nomor
102/ PME 05/ 2020 tentang
Penpelalaan Rekening Milik
Bendahara Umum Negara.
2 |Barane dan prezaren, | Melput ;
dan/atan fasiitas 1. Mga;
2. Kurss;
3. Komputer;
. Printer,
5. Scanner;
5. Aplikasi kommpiter,
3 |EKomperenst pelaksana | 1. Pangkat/Golongan minimel
Pengzabiir Muds (11/a);
2. Pendidiken formal minimal SLTA
atau sederajat;
3. Memahami  perafuran  terkait
dengan penyaluran dans SP2D;
4. Marmnpal rengoperasikan  aplikasi
kompuler;
3. Memiliki  ketekunan,  ketelitian,
kecermatan, dan tanggune jawab.
4 | Pengawasan internal 1. Direktur Jenderal;
2. Direktur,
3. HKepala Subdirektorat;
4, Kepala Seksi atssan langsung
pelaltaana;
5. Bapan K
5 | Jumlah pelaksana Miirimaal T {satu] arang pelaksanag
& |Jaminan pelayanan Prosss penatausahasn rekening
bendahara uvmum negara pusat pada
aplikasi SPAN berdasarkan SOP dan
norma wakiu yang telah ditetapkan.
7 | Jaminan keamanan | 1. Penegunean sistem aplilcas yvang
dan kesrlamatan terproteksi (SPAN);
pelayanan 3. Sentraligasi database

perhendaharaan melalui Finaneipl
Management Informotion  Systems
{(FMIS| dengan =isiem backup dan
Dheaoter Recoverg) Center (DRC) vang
handal,
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N,

Kotnponen

raiat:

3

Dokumentast areip SECATH,
elektronik, YANE terkontrol
berdasarkan alur
penangrmgiawa nya;

Terdepat petugas keamanan yang
berjaga selama jam layanan;
Tersedia alat pemadam kebakaran
yang memadal di ruang pelayanan;
Desain  kangunan  telabh  diboat
minim risike dan jalur evakuas)
tclah disediakan.

Evalugsi kincoja
peleksana

Evahiasi  peketjpan pelaksana
dilakukan =secara hierarkis saat
proses  pelaksanaan  pekerjasn
berlangaung, yatul oich Kepala
Sekes atasan langsung pelaksana
hingga Direktur .landeral (daiam hal
penyeleseian pekerjaan  dilakuken
samprl dengsn level  Direktur
Jenderal).

Masing-masing pegawsai dilelukan
penilaian ldnerja peRewal,
menghamikan Mlai Kinerja Pogawai
(NE&EF]. Setiap semester dilakvilkan
evaiuast/ penilaion terhadap
Kontrak Kinerja vang menghasilkan
Capaian Kinerja Pegawai [CKP).

kt. Penerhitan Surat Perintah Pemindahbuluan Rekening Lainnya Sumber
Dava Alam dan Non Sumber Daya Alam

1] Ecmponen Standar Pelayvanan yang terkat deugan proses penyampaian

layanan meliputi:

MNao. -

Komporien

Uraian

1,

Pergyaratan

1.

Burat permintaan pemindahbilnsn
dane  wpflk Rekening Lainnya
Sumber Days Alam {SDA] dan Nen
8DA dar unit yang bertindalr selalou
KPA.

. Persturan terloat pengelnlasn

Rekening Lainnya S0A dan Non SDA,
Peraiuran terkait pelalkcsatiaan
pemindahbuliuan rekening lainnys
Lamnya 3DA dan Hon 3DA.

Bistem, mekanisme dan
prosedur

. Menerima disposizi surag Permintaan

permindabhbukvwan  dana  Rekening
Laianye Sumber Daya Alam.

. menelibd kelengkapan surat

dimeksud kemudian menyusun
membuat Surat Perintah
FPemmndahbukuan bozerta
larnpirannye.

Melakzanakan pemindshbukuan
berupa:




2)

G4

Na.

Homponen

ftaian

A, menyampaikan
3P2D /warkat/Surat Perintah
Pemindahbulman/Surat
Konfirmasgi YANE sadah
ditandataneani pihak  terkait
iBl/pihak tericait laannya)

b. melakukan cksekusi BAT melalu
Aplikas] SPAN kemudian
memberitahukan BAT tersebut
kepada Subdircktorat Betelmen,
Akuntansi dan Pelaporan
Pengelolaan Kas, Direktorat PKN,

0. Mengarsipkan Surat  Perintah
Pemindahbuloan tersebnit,

Jangla wakin
pelayanan

5 {lima)] hari kerja setelah datz dulkoing
dipervlch secera lengkap.

Biava/ tarif

RpQ,-

Produlk pelayaratt

Surat Penntah Pemindahbukuan
Rekening Lainnyva S3DA dan Non SDA

Penanganan
pengaduan, saran, dan
masukan

Pengadian, earan dan masuken atag
layanan disampaikan melalui kanal
berpa:

I. Layanan Aspirasi dan Penpaduan
Online Rekyat LAPORI):
www.lapor.go.id

3, Whistleblmping Spetern Kemendoew:
https: / /wisc. kernenken.go.id

3. Pusat Kontsk layanan Kernenkeu
PRIME: Jalan Dr Wahidin Rave No.
1 Jalarta Pusat 10710 Telp: 134
dan emailr
lremenken primnagkemicnkeu.eo.id

4, Kotak saran/kotak pengaduan,
BM35, portal pengaduan SIPANDU

httpe: | { penpaduandiph.
kemenicew . go.id, HA]J DJPbh

hetpe: ! fhai kemenkeu goad,  atsu
tatep muka secara langsung di
Kantor Tasat LDJIPh di alamat
Gedung Frijadi Prapiosuhbardjo I
Lt.I, Jalan Lapangan Banieng
Timur Ne, 2-4.

Komponen Btandar Ptlayanan vang terkast dengan proses peugelolaan

ANan
Ho, Komiponen Liraian
1 | Dasar hukum 1. Peraturan Menteri Kenangan Nomor
154 /PMK.05/2014 tentang
Pelaksanasn Jisten

Perbendaharagn den  Anggaran
Negarsa schagairmana telah divhah
dengan Patatuian Menter]
Keuangan Nomor




Mo. Komponen Vireian
278/ PME 0572014 tentang
Perubatian Atas Peratuiran Menteri
Esvangan Nomor
154/ PMK.US /2014 tentang
Pclaksanaan Sistem
Perbendeharaan dan Anpgparan

Negara,

2 Heputugzen  Direktur  Jenderal
Perbendaharagn Ne, 13/FB/2007
teptang Petunjuk  Pengelolaan
Relenitig Pemerintah Lainnya

Barana dan presaran,
dan/fatay fasilitas

Meliputi:

Mera;

Kurai;

Komputter;

FPrinter;

Scanner;

Anlikazs Kompulter

2

'- Kempetensi pelak=ana

A=Y

Pangikat{ CGolongan  minimal

Pengatur Muda (I a);

2. Pendidikan Formal minimal SLTA
atau sederajat;

3. Memahaini peraturan terlsdt;

4. Menguasai Aplikasi Kampater;

5, Memilild ketekunsan, KketeliGan,

dan tanggnng jarab.

Pengawasan internal

. Direlzbar PEN

2. Kasuhdit

3. Kepala Seksi Atasan Langsung
Pelaksana

4. Bagian KI

[

Jumilah pelakeana

Minimal : 1 {saty) orang Scka PELEDA
dean Non SDA

Jaminan pelayanan

Proses penerbitan Jurat  Perititah
Pemindabbuikuian Rekening Lainmye
Sumber Doaya Alam dan Non Sumber
Dava Alam dilakukan berdasarlan B0P
dan norma waktu @ yang  telah
ditetapkan

Jarmitian Esatnianan
dan keselamatan

pelayanan

1. Pengounaail sistem aplikasi yvahg
terprotekst;

2. Sentralizasi detaba=ze
perbendaharaan melalui Financial
Management Informaten Systoms
[FMIS) dengan sistern backup dan
Disaster Recovery Center {DRC) yang
bandal;

3. Dokumentasi Aarsip SECETA,
eleletransls, VELLR terlmntrod




1.

OG-

No Kemponen Uraian
berdasarken alur
Penanggungjawabnya;
4, Terdapat pemigas keamanan yang
berjaga s¢lama jam lavanan.
& | Evaluasi kinerja [ 1. Evaluasi pekegasn  peloksana
pelaksans dilakukan wsecara hirarlds  sast

3. Masing-masing pegawai, dilalcuimn

proscs  prlaksanaan  pokerjaan
berlangsung, yaitu oleh Kepels Sekst
atasan langsung pelaksana binpgs
Pirskiur {dalam hal penyelesaisn
pekerjaan dilaliulan sampai denpan
leswre] Daraletur.

penilaian kineria pegawadi,
menghasilksyn Nilai Kinega Pogawei
(NKP}. Setinp semester dilakukan
evaluasi | penilaisn terbadzp
Kontrek Kinerjs yang menghasitkan
Capaian Kinerja Pegawai ({CKP

Penerbitan Petunjuk Teknia Pengelolesan Rekening Pemerintaly Laingya

Milik Kementernian Negara/Lembaga

1] Kemponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaisn

lavanan meliputi:

No. Komponen

—

Uraian

1 | Persyaratan

g kousep,/bahan Kajian serhs
petunjuk teknis atas pengelotagn
rekening lainnya milik K/L.

b. Peratiiran  terkait  pesyasunan
petunjuk telmis ptes pengelslgan
rekening lnonya aalidk KL,

2 | Sistermn, mekanisme dan
progedir

a. Mengarahkan dan menugaskan
untuk menyusun kajian  atas
peraturan  penegelelaan rekening
dan penyursunan petun] vk teknis

bB. Menghormipun kahan serta
memeriksa dan membehas behan
penyusunsn kajian gserta potunjuk
teknis atas pengelofaan rekening
lainnya milik K/L

o. Menyusun pefinjul telame atas
pengelolaan rekening tninnya nulik
E/L

3 | Jangka wakiu pelayanan

30 {tiga puluh) bari keria sejak data
dutumg diperolel secara lenglkap.

4 | Biaya/ taril

Rﬂﬂ,-

5 | Produk prlayanan

Petunjuk icknis gAtas penpclolaan
releening laitnnya roalikc /L.

5 | Penanganan pengaduan,
garan, dan masukan

Pengaduan, zaran dan masukan atas
layenan disampaikan melahd kanal
beruras
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Layanan Aspirasi dan Pengeduan
Online Raloyat {LAPORI):
www. lapor.go.id

Whistlebiowing System
Kemenleu:

hitpa: / fwise kemenkews go id
Puszat Kontak Layanan Kemienkea
PRIME: Jalan Dr. Wahidint Raya
No. 1 Jakarta Pusat 16710 Telp
134 dan emeil:
kemenicen. prime@ikemenken. po.id
kotek saran/kotak pengaduar,
2MS, portal pengaduan SIPANDU
hitps:/ fpenFaduandish.
ketmenken. go.id, HAl DJPb
hitps:f fhei kemenkeu.snid, atau

tatap muka secars [angsung di
Karitor Pusat DJPb di alamat
Gedung Prijadi Praptosuhesdja T
Lt.1, Jalan Lapanhgan Banteng
Timur No. 2-4.

3 Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
fayanan di internal organisasi melipub:

No. |

Komponcn

Umaian

1 |

.

Dasar huknm

8.

Feraturan Menteri Keuangan No.
182/ PMK.O5/2017 tentang
Pengelolaan Rekening Milik Saman
Ketja Linghkup Kementerian
Negara, Lamhbaga.

PMI{ No 183/PMK.05/2010 tentang
Fengelolaan Rekening Pengehiaran
Mili: Kementenian
Negara [Lembaga

Sarana dan prasaran,
den/atan fastlitas

Melipuii:

Mein;

Ktirsi;

Komputer;

Printer;

Branner,

Aplikasl Komputer

[ S Ly T

Enmpttméf pelaltaatia

a.
b.
C.
d.
£,
£

B

k.

f

Pangkat/ Colongan  nuoimal
Pengatur Muds [11/s);

Pendidikan Formal minital SLTA
mta1y sederajot;

Memahami peraturan terkait;

d. Menguasai Aplikasi Komputer,

Memililkii ketelminan, ketelidarn,
dan tanggang jawab,

Pengawasan internsal

Direktur FEKIN

Kasnbdit

Kepala 3elisi Atasan Langsung
Pelaksans,

. Bagian KI
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No. Kompoten Uraian
5 | Jumlah pelaksana Minimal : 1 {sem) orang Seksi PRLKL
& | Jaminan pelayanan FProses penerbitan Petunuk icknis

rtas pengelolasn rekoning laintiva
milik K/ L dilakukan berdesarkan SOP
den norma  waktu  yang  telah

ditetaplran
7 |Jaminan keamanan dan (a. Penggunaan siatem aplikasi yang
keselameatan pelayanan terproteka:
b. Bentralisasi databage

perbendeharmsan melahd Financial
Management Infonmation Systems
{FMIS) dengan sistem backup dan
Disaster Recovery Center [DRC)

yang handal;

o, Dolumentasi araip BECArE,
elekomnike, yang terkonirol
herdasarkan alur
penangmutiawabitorg,

d. Terdapat pelupas Keamanan yang
begaga selama jam layanan.

B | Evaluasi kinesia fa, Evaluzasi pekerjaan pelaksana

pelaksans, dilalmileany  secara hivarkis sast
proses  prlaksanaan  pekerjazn
berlangsung, vaitu aleh Kepala
Beksi atasan langsung pelaksana
hingga  Direktur jdalam  hal
penyelesaign pekerjaan dilakukan
sampal dengan level Direkinr,

b, Masing-masing prgawai, dilakukan
penilaian kinerin pegawal,
menphasilkan Nilai Kineda Pegawai
{NKF). Setiap semwester dilakukan
evaluasl /  penilaian  terhedap
Konrak Kiners yang menghasilkan
Capsian Kineja Pegawai {CKF)

m. Peperbitan Berita Acara Reloonmliasi Rekening Millk Satuan Kerja Lingkup
Kementerizn MNegeam/Lembage dengan Kemenmterian MNegara/Lembags dan
Bank Utnum
1] Komponen Standsar Pelayanan vang terkait dengan proses penyampaiat

layanan melputn

Mo, Komponen Liratan

1 | Persyaratan 1. Date veleening milily K/L.
2. Perataren  terkait  pengeloiaan
Rekening Pemenntah milik K71

32, Konsep BAR

2 | Sisters, mekamisme dan |1 Kesybdit  Manajemen  Rekening

proacdur Lainnye dan Pemhingan

Pertanperumgiawahan Bendahara

secara berkals mermanta kepada

Kepala Seksi Peleporan PRLE untuk y
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No.

Komporen

Uraian

menyampaikan laporan data

Rekening Milik Satker of Bank

Unima.

3. Kepala Schksi  Pelaporan PRLBE
merinta pelaksanm untek
monytapkan dan mengolah data
Fekening Milik Satker berdasarkan
databasze dan memyusun babhan
rekonsiliasi  untule  disampailan
kepadd K/ L dan Bank Umurm.

3. Pelaksana menyiapkan dan
mengolah data Relening Millk
Satker berdasarkan darabnse dan
data rekening Bendehara dan
Rekening Lainmya dar K /L di Bank
Umum  kemudian menyampaikan
hasilnya  kepada Kepala Seksi
Pelaporan PRLB.

4. Kepala Seksi Pelaporan PRLE:

a menenima dan memeriksa data
Rekening Milik Satker.

b melakukan rekonsiliasi bersama
pitak K/L dan Bank Umum
terkait secara terpisah

c. menyusun dan memaral Berita
Acara Relongiliaai,

3, Kasubgit MELPFE  mencrima,
menelifi dan menandatangani Berita
Acarg Relonsiliass yang sudah net
kermudian disampaikan ke pihak
terkait

Jangia waldu pelayanan |

S {lima) hari kerja setelah data dulming
diperaieh secara lengkap

Biaya/tarif

EpQ,-

o)

Froduk pelayarnan

Berita Avara Rekomnsiliasi Rekening
Milik Satker dengan Fihak
Kementecan /Lembaga dan  Berita
Acgra Rekonsilinsi Rekening  Milik
Satleer dengan Bank Umum

FPenanganan pengeduarn,
saran, dan masitkan

Pengaduan, saran dan masukan atas
lavanan disampaikan melatti kanal
berupa.:

I. Lavangsn Aspiras! dan Pengaduan

Cline Ralorat (LAPORI}:
www. lapor.go.id

2. Whistieblowing Systern
Kemernke:

https: f fegss ketnenkets pgioad

3. Pusat Kontak Layvanan Kemenlkeu
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya
Mo, 1 Jakarta Pusat 10710 Telp:




2]
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No,

Kompoiten

134 dan email:
kemenlkeu. pomeieemenken. go. id

4. Kotk saran/komk pengsduan,

SMS3, portal pengaduan SIPANDU

t1tties: aduart
kemenlev go.id, HA]T DJPE
hitpe: f fhai lemenleeny pa 1d, atau

tatap rmaka sccara langsung di
Kantor Pusat DJPb di alamat
Gredung Prijadi Praptosuhardjo I
Lt 1. Jalan Lapangan Banteng
Timur Na, 2-4,

Koniponen Standar Pelayanen vang rerkait dengan proses pengelolast
pelayanen di irdernal orgenisasi meliputi:

No. Komponen Urgian
1 | Dasar htikurn 1. Peratursn Menter: Kenangan Nomor
182/ PME.O5/2017 tentang
Pengelelann Rekening Milik Satuan
Ketia Linglkuap Kementerlan
NegarafLembaga.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomaor
183 /PMEK.05/201% tentang
Pengelolaan Reletning Pengeluaran
Mililt Kemnenterian Negam/ Lembaga
2 |Sarana dan prasaran, | Melipud:
dan/atau lesilitas a. Meja:
b. Hursi;
t=. Koropaiter;
d. Printer:
&, SOAMNNEr;
. Aplikasi Komputer
3 | Kompetensi peleksana e Pangkat/ Golongan minimal
Pengatar Muda [M/a):
b Pendidiltan Fermal minirmal SLTA
atan sederapat;
e. Memahami peratiran terkait,
d. Menguasai Aplikesi Komputer,
e, Memilild ketekunan, letelition,
dan tangpang jawab.
4 | Pepgawasan internal a. Direktar PEN
b, Hasubdit
¢. Kepala 3eksi Atgsan Langsung
Pelaksatia
4. Bagian Kl
5 [Jumlah pelaltsana Minimal : =eluruhnyz pads Seksa
PPHELE .
6 |Jaminan pelayanen Prozes  Penerhitan Berta Acars
Rekopziliasi Relening Milik SBatuan
Kerja, Lingkap Kementerian
Negara /Lembaga dengan Ketmmenterian
MNegara/Lembaga dan Benta Acata
Rekonmiliasi Relening Milik Satker
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Na.

KEormnponen

Uraian

peserta TND) pada Mings: Il
awal rpwirlan berikuinya,

b. Mencocoklan saldo
konzolidasi dan perhitungan
jasa giro antara antars deta
dari bank peserta THP dengan
data dari aplikasi TNP.

c. Mencocoldkan perhitunpan jags
oo dengan dekomen bukti
pembayaran.

d. Memeriksa dalounen
pendukung.

c. Menandatangani Berite Acara
Relkonsibiasi.

. Membugt rekapitus s
pembayaran jasa girc sespal
dengan hasil rekonsiliasi,

g- Menyvampaikan reloapitulasi
pembayeran jasa gire dan
Berita Acara  Rekonsiliesi
kepada Kepata Seksi Pelaporan
PRLB.

. Hepala Seksi Pelaporan PRLE :

8. Menerima rokapitulasi
pembayaran  jasa gie  dan
Berta Acars Rekonsiliasi,

b. Memerilzsa Berita Acara
Rekonsiliasi dan  dokumen
pendukang.

. Menandatanganm Berita Acara
Rekonsilias,

d. Menyvampaikan rekapitulazi
pembayaran  jasa girc dan
Berita  Acara — Rekonsiliasi
kenada Kasubdit MELFPE,

. Kcpala Subdit MELFPFE :

a. Menerimg relica pinilasi
permnbayaran  jasa  giro  dan
Berita Acara Rekonsiliasi.

b. Memeriksa Berita Acara
Fekonsiliasi  dan  dokumen
pendukoing.

. Menandatangam Berita Acara
Rekonaiias.

d. Mengembalikan Berita Acara
Eekonsilinsi kepada Pelakzana
Seksi Pelaporan PRLE,

. Prclakzens Scks Pelaporan PRLB:

)H
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No.

Komponen

Uraign

5. Menerima rekapitulast
pembayaran jesa  gira  dan
Berita Acara Rekonsiliasi yang
telah ditandatanpgani.

b. Mcoyempaikan Berita Acara
Rekonsiliasi  kepada  bank
peserta THP.

c. Mengarsipkan Berita Acara
Relkansiliazi

Janghka waktu pelayanan

5 {lirna) hari kerja setelah data dukung
diperalely gecara iengkap

Biayaftarif

Rpﬂ P

on | &

Produk petavanan

Berita Acara Relonsgiliasl Pembayaran
Jasa Gire Treasury Noltional Pooling
(THP).

Penanganay pengaduar,
SAren, dan masukan

Pengaduan, saran dan masikan atas
layanan disamgpaikan melalui kanal
beripa:

1, Layenan Aspiraei den Pengaduyan
Cralines Raloyrat {LAPOR!):
www.lapor.go.id

2, Whisileblmwing System
Kemenlen:
https: / fwige kemenketl.go.id

3. Pusat Kontak Leayanan Kemenloou
FRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya
Mo, 1 Jakarta Pusat 10710 Telp:
134 dan email:
kemenkeu, prime@iemenken. go.id

&, Kotak saran/kotak pengaduan,
SMES, portal pengadian SIFANDU

kemenken. go.id, HAI DJPb
hitpg:/ /haileemenken goid, atau
tatap wuks sscara langsung
Eentor Pusat DJPE di elarnat
Gedung Prijach Praptosuhardje 1
Lt.1, Jalan Lapengan Banteng
Timur No. 2-4.

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengeleiaan
pelayanan di internal organisasi meliputi;

Mo.

Komponen

Uraian

1

Daear hvlosm

I. Peraturan Pemerintah  FHepublik
Indoncsia Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelapomt Keuangen dan
Kinetrfa Instansi Pemerintah.

2. Peraturan Menten Keusangan No.
126/ PME. 05/ 2000 tentang
Penerapen  Treastiry  Nobonzl
Pooling peda Rekening Bendahara
Fenerimaan.

3. Peraturan Mepnteri Keuangan No.
152/ PMK 0572011 tentang







Ma,

homponhen

Uraian

Terdapat petugss Keamanan yang
berjapa sslama jam layanan.

Evaluasi kznerja
pelaksana

Evaluasi pekerjaan pelaksana
dilalnukan secara hirarlde saat
proses  pelaksanaan  pekerjaan
berlangsung, yaitul olch Kepels
Beks atasan langsung pelaksana
hingga Direkfar [(dalam hal
penvelesatan pekegaan dilakukan
sarmpal dengan level Direkiur].
Masing-masing pegawai,
dilakukan  penilalan  kinere
pegawal, menghasillan  Nila
Kinerje Pegawal (NKF). Sctiap
semester  dilalmkan evalua=m
penlaian tefhiadap Konrak Kinerja
yvang menghasilkan  Capaian
Hinerja Pegawai (CKP)

i. Penyusunan Laporan Rekapatulasi LPJ Bendahara per Bagian Aopgaran
Tingkat Nasional

1] Komponchn Standar Pelayanan yang terlkait dengan proges penyampaian
layanan meliputs:

No.

Homponen

Uraian

1

Pergyaratan

3,

Konsep/net laporsn  Rekapitulasi
LR] Bendahera Per Bagian
Anggaran Tighkat Masional
Rekapitulasi LRI Bendgharg Per
Raginn Anggaran Tingtat Wilayah
Peraturan terkait kedudukan dan
tangeeung jawab bendahara pada
gatuan kerja penpelnla APBH.

Sigtern, meckanisme dan
proscdur

Kasubdit  Mangjiemen Rekening
Laiunysa dan Fembinaan
Pertanggungjawaban  Sendabarg
MELPPR] memerintahkan Kepala
Soks Peminaan
Pertangpungjawaban  Bendahars
unitak  menyusun Rekap  LRJ
Bendahara per BA tingkal nasional
licrdasarkan aplikasi SPRINT.
Kepala Sekei Pemhbinaan
Pertangpungjawaban  Bendahars
(PPE] menugaskan kepada
Petairzana uniuk menghimpun
behan dan menbual  menyasun
Relap LPJ Bendahara per BA
Tingkat Nasional.

Pelakisane Seksi FFE melaljkan
verifikas) dat sekeahpus melaloalkan
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Na.

Komponen

Draiat

kompilasi atas Rekapitulasi LPJ
Bendaharm Per Bagian Anggaran
Tingkat Wilayeh dari laporan dari
Kanwil DJPEB dan data Aplikast
SPRINT. Sclanjutnys mecnyusun
konsep/uet  Rekapitulazi LEJ
Betidahars Per Bagian Anggaran
Tingkat Nasional,

Kepala Scksl PPR memeriksa dan
memearal konscpfner Rekapatylag
LPJ Bendahata Per Bapian
Anggaran Tingkat Nasional.
Sclanjutye menyarapaikan kepada
Kepala Subdit MRLPPB

Kasuhdit MELFPEB  melaladan
pembahasan konaepfnet
Rekapitulasm LPJ Bendahsra Per
Bagan Anggaran Tingkat Masienal,
dempann Kepala  Seksi FPB,
mengembalikan  konsep  tersebut
apabila bebam benat  dan
mecmeriksa/memaral apabila sudah
benar =erta  menyampailannys
kepada Dircktur PEN,

Dircktur Pengelolaan Kag Nepara
menetapkan  Rekapiilazi  LPJ
Bendohara Per Bagian Anggaran
Tingkat Nasional,

Janpks wakt: pelayanan

10 fsepuluhb}l hari ketja setelah daia
dukung diperaileh secama lenpkap.

Biaye /tarif

RBp,-

ZH | -

Produak pelayanan

Laporan Rekapitalapi LPJ Bendshara
per Bagian Anggaran Tingkat Nasional.

Penanganan pengaduan,
saran, dan masukan

Pengadnan, saran dan masukan ztas
layanan disampaikan meiallyu kanal
berupa:

1.

Layvanan Aspiresi dan Pengaduan
Onhtic Fakyat (LAPOR!N.
www.lapor.go. id

WhislleBloudng Sipstern Kemenkeon:
https: { fwize kernepieu.po id
Pusat Kontak Layanan Kemenkeu
PRIME: Jalan Dy, Wahidin Raya Ne.
1 Jukarta Pusat 10710 Telp: 134
dan ermail:
kemenken, prime@ilenenken go.id
Kotak saran/kotek pengaduan,
SMS, portal pengaduen SIPANDU
hittps: f f pengadiae ndjpb.
kemenkeu.go.id, AL DJPL
hittps: / /hai leemeankeu. po. id, atau

-
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No, ___Komponen _ Uraian

f—na e

 Kantor Pusat DJPb di alamat
Gedung Prijadi Praptosuhardio T
Lt.1, Jalan Lapangan Banreng
Timur No. 2-4.

?] Komponen Standar Pelayenan yang terkait dengen proses pengelolaan
elzyvanan di internal organisasi melioati:

No._ Komponen Uraian

1 | Dasar hukum Peraturan Menten Keuangan MNomor
162 /PMILO5/2013 tentang Kedudnkan
den Tenggung Jawah Bendahara pada
Batuan Kerja Penpelola Anpearan
Petidapatan dan  Belanja Negara
gebagmimann  telah dinbah dengan
Peraburan Menteri Keuangan Meomor
220/ PME 572016 tonlang Perubahan
atas Peraturan Menttri Kouangan
Nomor 162/PME.Q5/2013  f{entang
Hedudukan dan Tenggung Jawab
Benidahara peda Satuan Keda
Pengelola Anggasran Pendapatan dan
Belanja Negars,

2 |Sgrana dan prazaran, | Meliputi

dan fatan fasilitas 1. Meia;

Horsi;
Kaompuiter;
Phointer,

Scanner,
Aplikasl Kemputer

Ll N U

3 | Kompetensi pelaksana Fangkat/ Golongan minimal

Pengatur Muda [/ g);

2. Pendidikan Formal mimumal SLTA
atan scderajat;

2. Memahami peraturan terkait;

4. Mengnasai Aplikaat Komputer,
5. Memiliki keteloanan, ketclidan,
dan tangpung jawab.
4 | Pengawasan intermal l. Direktur PEN
2. Kasubdit
3. Kepala Sek=i Atasen Langsung
Pelaksana
4. Bagian KI
5 | Jumiah pelaksana Minitnal : 1 {getu} orang Selksi PPB
& | Jaminanp pelayanan Proscs Penoyusunan Laporan

Rekapitulasi LPJ Bendahara per Bagiar
Angegaran Tingkat Namional dilakukan
berdasarkan S0P dan nomma waklo
vang telah ditetapkan

7 | Jaminan keamaran dan|l. Pengpunaan sistem aplikasi yang
kestlamatan pelayanan terproteksi;
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Na. Komponen Uraian

2, Sentralizasi databage
perbendaharaan melalai Financial
Manapemnent Information Systems
(FMIZ] dengan sistemn backup dan
Disaster Recovery Center (DRC)

vang nandal;

3. Dokumentasi ATEID ECals
elektronik, VANE terkontral
berdasarkan alur
penanggangjawabiya,

4. Terdapat petugas keamanan yang
berjaga selama jam lesyanan.

8 |Evaluam kinega | 1. Evaluasi pekerjaan pelaksana
pelakesana dilakuvkan secara hicarkds saat

proses  pelaksanaan  pekerjaan
berlangsung, yaitu oleh Kepala
Sehal atasan langsung pelaksana
hingea  Direktur [dalam  hal
penyvelesaian pekerjgan dilakubsan
sampai dengan level Direktur),

2. Masing-masing pegawal, dllakukan
penilaian kineria pepaaal,
menghasilkan Nilad Kinetja Pegawsa
(NKP), 3ectiap scmester dilakukan
evaluasi [ penilaian  terhadap
Konrak Kineria vang menghasillkan
Capaian Kinena Pegawal (CKH.
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Homponen

Urajan

5. Pelaksana =ekmi DIF menganaligs
jenis informasi publik vang diminta;

6. Felaksana seksi DIF memhbuat
noTaf surat peraetujuan yang
dilampiri dengan informasi publik
yung dimintakan atau notsfsurat
penalgkan  terhadap permohonan
apabila  informasi publik yang
diminty adalah informasi yang
dikvecualilcan,

7. Kasi DIP, kasubdit PPERl, dan
Ehrektur S5MI =secara berjenjang
memrherikan  approval  terhadap
nota/sueat perzeltjuan f penolakan
permintaan  lavanan | informasi

puiblik dan mengirimianmya kepada

petnohan,

Jangle waktu pelavanen

3 [Hga) hari kena

Binva tarf

RP‘D,'

Produk pelayvatian

Infornas Pubhik

hicn| & | La

Penanganan pengaduan,
gATAaN, dan masikan

Pengaduan, sarsn dan masukan atas
[ayanen disampakan melalul kanal
berapa:

5. Layanan Aaspirasi dan Pengaduan
COnline Ralorat [LAPCGRI):
wars lapor.go.id

6.  Whistleblowing System Kemenken:
https: { { wise kemenke go i

Y. Puzat Kontalt Layanan Kemenken
PRIME; .Jalan Dr, Wabhidin Raya No. |
1 Jakarta Pusat 10710 Telp; 134
dac ernall:
kemenken.prime@kemenken, go.id

8. Hotak sarman/kotak pengaduan,
SME, porital pengadusn SIPANDU |
hitps:{ { pengaduandipb. ,
Remenkew.go. id, HAI EJEh
h S fhei kemenken. go id, atan
tatap muka secarm langsung di
Kantor Posat DJPb di  alammat
Gedung Prladi Prapioosuhacdjo 11
Lt.1, Jglan Lapangen Banteng
Timur Ng, 2-9.

4} Komponen Standar Pelayanan vang terkait dengen proses pengelolaan
layanan di internal organisasi mehputi:

No.

Komponen

Urzisn

1

Dresar hukam

1. UL Keterbukaan Informast Pablik

2. PMEK mengenai PPID Kemenkeu

2. PMK Ncmer 164/FMK.01/2021
tentang Pedoman Tata Nasiah
Dinas di Lingkungan Kemenitnan
Kousngar.

4. PME 118/PMK.01/202] tentang
Organisasi aan  Tata  Kergja

Kementenan Kedangat, "
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Komponen

Uraign

Sarana dan prasareng,
dan/atan fasilitas

Meliputs:

Mera;

Kursi;

Homputer,

Frinfer;

Soarner;

Aplikasi computer (Madine)

Kompetenai pelaksana

N

. Penghet) Golongan
Pengatur {1/},

. Pendidikan formeal minimal DI,

. Memahami peraturan terkait
dengan igyanan informasi publik;

. Mampu mengoperasiian  aplikaat
Kompuiler,

Memilild  ketentuan, Kenelitian,

kecermatan, dan tanggung jawah,

minimal

B b2

Fengawaszan internal

1. Direktar Sistem Manajemen
Inveatasi;

-Kepala  HBckat  atassn  langsung
priaksana;

3.

Jumlah pelskasna

2 [dua) orang PIC Direktorat Sistem
Manaiemen Investas

Jaminan pelayarian

Prosea pengajunan Layanan Informss:
Publik dilakuka berdasarkan S0P dan
norma wakit vang telah ditetapkan.

Jaminan keamensn dan
keaclamatan pelayanan

1. Dolumentasi arsip BECATE

elaktronik Yang terkontol

berdasarkan glar

penatgpungawsbnya;

Terdapat  Petugas

Informasi

- Terdapat petugns keamanan yang
begaga sclama jam Iayanan;

. Tersedia alat pemadam kebakaran
yang memadai di ruanyg kerja;

. Desain  bangunan telah dibuat
minim risiko dan jalur evakuesi
telah disediakan.

Eramanan

Evaluz=i kinerja pelaksana

=

. Evaluast  pelerjfasn  pelaksana
dilakukan wsccara hlerarkia east
proses  pelaksanesn pekerjaan
berlangsung, vaitu oleh Kepala Sekesi
elasan  langsung  pelaksanaan
hingea Direknur SMIL

2. Masing-masing pegawai dilakukan

penilaign kdnerja PEEawWai,

menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai

(MKP). Selap semeater dilakuken

svaluasif penilaian terhipdap

Kontrek Kinerja yang menghasilkan

Capaian Kineria Pegawai (CKP).

b. Layanan Revisi DIPA BA BUN

1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan prozes penyampaian

pelayanan melipiti:

¥
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Wa.

Komponen

Uraian

Persyaratan

Pengajuan dan pihak eksternal yang
roelineti:

1.

2,

Surat Permohonan usulan revisi
DIFA; dan

Diokumen pendukung ugulan revisi
DIPA

Qisterr, mekanisme dzan
prosedur

L

Direkitir SMI menerima nota/surat
permnohonan usnlan revisi DIPA BA
BUN yang dilengkapi dokumen
pendukung vsulan revisi DIPA BA
BUN dari pihak eksternal:

. Dirélctur 3MI mendigpoaisi

nota/sirer  permwohonan kKepada
Kazubdit Penganggaran,
Fengelolaan Kinerie dan Risike
Investasi;

-Kasabdit PPKRI  mendisposisi

kepada Kael Pengengearan [nvestasi
untuk scgera ditindaklenjuti;

. Kazl PenganpoaraT Invesiasi

mendizposizi kepada  pelaksana
selkst Penganggaran [nvestasi untul
pegers ditndaldaniutl

. Pelalkksana  sckei  Penganggaran

[nvestasi menelaah dolumen usuzlan
revizi DIPA, mengumpulkan bahan
dann data  untuk  kemodian
memproses  usulan  revisi DIPA
sex1ial ketentuan yang berlain;

.Kasi Penganpggaran Investasi,

kasubdit PPKRI, dan Direktnr SMI
[sclaku KPA BA BUN} sccarma
begenjang menelaah dan
memberikan approval atas dnbumen
vsulan revisi DIPA BA BUN, untuk
kemndian  disampaikan  kepade
Pemimpin PPA ateu Kanwil Ditjen
Perbendaharaan untuk diproses
lehth lanjut.

Janpgka walktu pelayanan

4 {cmpat puluh) har kerja sesuai 3OP

Biaya /tarif

Rpd -

Produk pelavanan

DIPA Revisi

o |on| b= Ca

Penanganarn pengaduan,
saran, dan masukan

Pengaduan, saran dan masuken atas
lavanan disampatkan melabar kanal
berupa:

L.

2,

3.

Layanan Aspirasi dan Pengadnan
Online Ralgyat (LAFCIR):
www lapor.go id

Whistleblowing Sijstem Kernenkew:
hitps: | fwise kemenken.go.id
Pusat Kontek Layanan Kemenkeu
PRIME: Jalan DOr. Wahidin Raya
No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp:
134 dan & Il
kemenkeu. primo@kcmenkeia. gi.id

¥
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Mo,

Eomponen

Uraian

Kotk saran/kotak pengaduan,
SM3, portal pengaduan STPANT
https:{ fpen o,
Eemenkeul, go.id, HA]J BJPh
https: f / had. kemenkeu.go.id, atau
ralap muka secara Iangsung di
Xartor Pusat DWJPb di alamat
Gedung Prijadi Praptosthardjo I
Lul, Jalan Lapangan Banteng
Timur No. 2-4.

2} Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan prosss pengelolaan
elayaran di internal organisasi meliputi:

Ne. Komponen raiar
1 | Dasar hukum L. U mengenai APEN
2. PMK mengenai Tata Care Revisi
Anggaran
3. PMK  Nomor L1647/PMK.O1/2021
tentang Podoman Tata Nasgkah
Dipas di Lingkungan Kementerian
Keuangan
4 PMEK 118/PMK.01/2021 tentang
Organisesi dan  Tara  Kerja
HKementerian Kenangan
2 | Sermana dan  prasarana, | Meliput:
dan fatau fasilitas 1. Meja;
4. Kuorsi:
3. Kompuier;
4. Printer:
2. SOUrneT,
6. Aplikasi komputer (MNadine dan
SAKTI)
3 | Kompetensi pelaksana 1. Pangkat ! Golongan menirmal
Pengatur (11/c);
2. Pendidikan format minimal DI
3. Memeham poraluran terkaik
dengat APBIT;
4. Memshami  peraturan terkait
denpgan revisl atpgaran;
= Matnpu mengoperasikan  aplikasi
komputer {terutamta Nadine dan
SAKTI},;
6. Memitiki  ketentuan,  ketelitign,
kecermaten, dan tangoung jawah,
4 | Pengawasan internal 1. Dorektuar Bistem Manajemen
Inveatasi;
2. Kepala Seks1 atessan langsung
rclaksana;
3. Unil Kepgiuhan Intemmal.
5 | Jumiah pelaksana 1 (satu] orang PIC Direktorat Sistem
Manajemen Investas]
& | Jaminan pelayanan Prozes rewvisi DIFA BA BUN dilakukan
berdasarkan S0P dan norma wakinu
vane telah ditetapkan,

f
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HNo. Komponen Uraian
7 |Jaminan keamanan dan | 1. Dolcamendasi arsip secara elektronik
kesslamatan pelayanan vang terkentrol berdasarkan alur
moangsoungjawabnyg;
2. Terfapat Petupas Keamanan
Infzrmasi

3. Tergedia alat pemadarmn kebalorsn
vany meraada di ruang kerja;

4. Drsain bangunan  telah  dibuat
minim risiko dan jalur svakiasi
telah disedialian.

4 | Evalussi kinerja pelalesema | 1. Evaluasi  pekerjaan  peiaksans
dilalakan aeccars  hierarkis  saat
proses  pelaksansan  pekérjaan
beriangsung, yaitl oleh Kepalz Seksi
Atasan  langsung  pelaksanasn
hingea Dircktur SML

2.Masing-mazsing pegawai dilalmikan
penilaian kineria PUgEwWE,
menghasilkan Nilgl Kinerja Pegawai
[NKP). Setiap semester dilaloakean
evaluast penilaian terhadap
Kontrak Kinerja yang menghasitican
Capman Kineqa Pogawed {CHFP).

¢. Layanan Penyusunan Heneangan Ferahiran Hokom
1] Komponen Stander Pelayanan yeng terkait dengan proscs penyRIMPAIAD

pelayanan mehpui:
Mo, Komponen Uraian
1 | Perayaratah Permchonzn darl Subdircitorat Teknis

yang melputi :
l. Nota dinas permohonan pemyusunuan
peraturan hgkeim;

2. Dokumen Felengkap lainnya.
1

2 | Sistem, mekanisme Kazubdit Hulnsm menerima nota dinas

dan prosedur dari ¥asubdit Telmis hal permohonan
PERTLEURAT  FANCANgan  peraburan
hulourms;

2. Kasubdit Hulum mendisposisi nota
dinas kepada ¥asi Peraburan 10
untuk sepera dirindal lagut;

3. Hesi Permtuwran ISl mendizsposisl dan
memberikan arahan kepada pelakzana
geksl Peraturan I/ untuk zegera
ditindaldanjuti;

4. Pelaksena Seksi  Pergbaran  I/10
menermy  disposisl  dan  peEpuUgasean
dari Hasl Peratruan I/11;

S. Pelakeana Seksi Peraturan I/
menguimplkan materi tan
mempelaijat] peraturan hukam terkait
permohonan tersebut;

6. Pelakzana Seksi Peraturan [/l
e Ry SIn metriks TETCANEAn
peratiran hukam beserta dolsmen-
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Mo,

Homponen

4

Uralan

dokumen lain yang diperlulian dan
menyampaikantya kepada Kesi
Peratiran [fH,

7. Kasi Pergturan IfII menelid matrik
rancangan perabumn hukum dan
tnelakitkan pembahasan bersawmg
dengan perwalkdlan dari Subdit Teknis
dan nihak terkait lainnye;

8. Kasi Peramuran T/0 menugeskan
peleksana seksi  Pergturan /10
menylusun  draft awal rancangan
peraturan huioam;

9. Pelaksana  Seksi  Peraturan I/
menyusun nota dinas dan draft awal
raficangan pergturan hukum  dan
mettyampaikantyas kepada  Hasi
Peratruen [/

IO Kazs1 Peraturan I/l dan Peclaksana
Bekst Perameran [f1I bersama denpan
perwaktilan Bubdit Teknis =zerta pihak
tericait lainnva melakukan
pernbahasan  bersama  terkait draft
awal rancangan peraturan huloaam;

II.Easi Peratnran [/ memberikan paral
pada ncta dinas dan drat rancangan
perataran yang telah disetjui para
pihale  terkat dalam  pembahasan
seheliimnys  dan  menyzmpailkannya
kepada Kasubdit Hulkoum;

12, Kasubdit Hukum memberikan parsf
pada nota dines dan draft rancangan
peraiiran hakam dan
menvainpaikannye képada Direktur
SMI untuk sclanjutnya diproses seguai
peraturan vang berlaku.

Jangka waktu
peleyanan

60 {enam pulub) hazi kalender

Sesual dengan tazpet wakiu penyelesalan
[Trivnulan / Semesteran) YATIE telah
ditctapkan dalam progsun peratizran

Bilava /tarif

Bpd, -

Froduk pelayanan

Peraturan Perundeng-undangan yang
telahy  dinndangkan oich Eementeran
Hukum den HAM

Penenganari
penpadiean, saran, dan
masukan

Peapaduan, asaran dan masukan atas
leyanan dizampaikan melalui  kenal

berwpa:
1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan
Online Rakyat {LAPORI}):

www. lapar .go.id
4. Whistieblowwing Systemn Kemenkew:

hitps:/ fwise kemenkeu . go.id

3. Pusat Hontak Layanan Kemenkeu
PRIME: Jatan Dr. Wahidin Raya No. 1
Jalarts Pusat I0710 Telp: 134 dan
carLenl:
kemmen kel pnmeEhemenken.go.id

»
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No.

Komponen

—— — Urgian
Kotak saran/kotak pengaduan, SMS,
portal pengaduan SIPANDIS
hitps: ndjpb.
kemenkeu.go.id, HAI CJPh

httpa:f fhaikemenkeo.go.id, &tau
tatzn muka secara langsung di Kantor
Puzat DJPh di alemat Gedung Prijad]
Praptosahardie I Ltl, Jalan
Lapangan Banteng Timur Na., 2-4.

2} Koraponen Standar Pelayanan vang terkail dengan proses pengelotaan
layanan di internal organisam melipuki;

M,

{omponen

Umian

1

Dasar huknoam

| 1.

2.

3.

3,

=

Undanp-Undang Republik Indenesia
Nomor 17 Tehun 2003 Tentang
Keusngan Negara:

Uindartg-Undeng Nomor T Tahtn 2004
Tentang Perbendaharann Negara,

PMK t23/PMEK.Q1/2012 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan
Menteri Keuangan, Kepuiusan Menteri
Heuangan, Peraniran Pimpinan Unit
Organisasl Hselon [, Dan Heputusan
Pimpinan Unit Organisasi Eselon [ Di
Lingkiingan Kementerian Kegangan;
PMIK 118 /PME.Q1/2021 tentang
Orpanisasi dan Tats Kerja Kementerian
Ecuengan;

Peraturan Diccktur Jenderal
Perbendaharaan MNornor PER-
22/PB/201A  tentang Tata Cars
Penpajign Dancangan Peraburan
Pemmenntah, Rancangan  Peraturan
Presiden, Rancangan Peraturan Menteri
Eeusngan, Ranesoean — Reputusan
Mentenn Keusngan, dan  Peraturat,
Kepumisan dan Surat Edaran Direkinr
Jenderal Perbendaharaan, sebagaimana
telah divbah dengan PER-46/PB/2016,

Sarana dan prasarana,
dan fatau faslitae

Melipnatt:

Meija;

Eursi;

Eomputet;

Printer;

SCONLET,

Aplikasi computer (Nadine)

Kompetensi pelaksana

SEEEEEE

F

w

Pangkat/Golongan minimal Pengatur
o)

Pendidikan Frmal manimal DT
Mcrmahami peraturan terkait deogan
Perschujllan Permohonah  Penetusan
Pinjamman kepada BUMMN, Pemerintal
Deerah, BUMD, Kredit Program dan
[pvestaz: lainnya;

Memput  mengoeperasikan  aplikasi
komrtter;
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No.

Kompones

Lfra1an

L

e il katerituan, Letelitfan,
kecenmatan, dan ianegung jewabh.

Pengawasarn internal

Rl Sl

q.

Drirekrur Sislem Manajeinen Investasi;
Kepain Dubdirekiorat Hulum,;

Kepaie  Sekal  atasan  lengsung
pelaigana;

Urat Kepatuhan Internad.

Jumlah pelaksanag

Minimal 2 [dua} orang Pelakcsana:

I {saty) orang untok memproses
tangzapan/ penyasianan Rancansgan
Peraturan  Pemenntah, Rancangan
Peraturan Presiden & Peraturan
Menteri, serta pemioscsan Nota Dinas;
1 f{zaty) orang uwnmk meamproses
tanpgapan/penyusunan  Rancangan
Kepurtasan Menteri, Peraturan Dirjen,
Kepuriisan Dirlen, SBurat Edaran Dirjen,
perts peroscsan Nota Dinas,

Jaminan pelayanan

. Prozes PENYLISINALL TANCAEAn

peratiiran ik dilakulkan
berdesarkan S0P dan oorma wakta
yvang telah ditetaploan;

. Proscs pengundangan peraturan

perundang-undangan diselesaikan
gesusi target wakiv penvelessian.

Jaminan HKeAmEATIAT
dan kesslarmatan

pelayanan

1

th A WM

Dinkermentas: araip secsars elektronik
vang terkonirel betdasarkan  adur
pEnanggung awabnys;

Terdapat Pehiigas Keamanan
Infortmasi:

Terdspat peciugas kesmanan yeang
bejags stlama jam layanan;

Tersedia alat pemeadam kebakaran
vang memadai di ruane keta;

Desain banpunan telah dibuat minim
rigike dan jalur evakuasi telsh
dizediakan,

Evalnasi inerga
pelaksana

Fvaluasi prkerjaan pelaksana
diledrukun secara hicrarias sast prosca
pelakeanaan pekerizan betlangsung,
vaity  aleh Eepala Saksl  atasan
lang=1ung pelaksanaan hingga Direlktur
SMI;

Masing-masing pegawal dilakukan
peniloian kinerja pegawai,
menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai
(NKP}, Setiap semester dilekulkan
evatuasif penilaian terhadap Konirak
Kineria yang menghaesitkan Capaian
Kinerja Pegawai (CKP);

Terdapar pertemaan nufin metmbahas
Pending Matters pelerjaan, termasolk
nenvelesainn  penyusanan rancangan
peraniran peryndang-undangan,
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d. Lavanan Penyusunan Peranan Hukum
1] Komponen Ziandar Pelayanan yang lerkast dengan proees penyampaian

vanarn melipuati:

{[+]

Konminonen

Uraigty

1

Persyaratan

Permohonan dan Bubdirektorat Telnis yang
meliput:

1.

2.

Motz doras permobonan pemyusunan
Perjanjian Hukum,
Dokumen Pelenskap lainnya.

Srgten, mekaniame
den prosedur

1.

Keaubsdis Hukua menerima nota dinasy
dari ¥aeuhdit Teknis hal permochonan
peayusunan perjanjian hukoam,

. Kasnbgir Hubkum  mendisposisi  nots

dinas kepada kasi Perdanjian  dan
Kepatahan T/ unbol segera ditindak
larjut;

Kasi Peganjian dan Kepatuhan LSl
mendisposial dan membenlian araban
kepada pelaksana seksi Perjanjian dan
Kepatithan [fiL wntuk SEgETR
ditindaklanjut;

Pelaksana  Scksi Perjanjian dar
Kepatuhan [ mengimmpulkan materi
untuk menyusun perjanjan huaktorn;
Pelaksana  Seksi  Perianjiom  dan
Fapuiuhat (FR 11 mEyat aurat
peneantar dan  draft awal perjanijian
hulkam kemudian melaloakan
pembahasan dengan perwakilan Subdit
Teknis dan pibal terksir lainnya;

Kasi Proanjian dan  Kepatuhan [/
memberikan paral pada surst pengantar
dan draft penpanfian hulkum yang telah
diseilifui dalam pembahasan sehelumnya
kamnidian menyampailzan nota dinas den
dreft peganian hukum kepada Kasabsdit
Hulmim;

. Hasubdit Hukum memberikan paraf pada

surat pengantar dan draft perjanjen
huloum kemudian menvampaikan
lepada Dirclohar EME;

Dirgktur 3MI menandatengani surat
pengatitar dan memberikan paraf pada
draft perjenjian hukuam,

Pelakegana  Sekel  Perjanjian dar
Kepatukan 1]l mengirimkan surat
pengantar dan draft perjanjian huzkum
lkepada pihak wyang terkait dengan
perjaniian  aniuk  ditandatangani dan
dileivirmkan kembali kepada Direktorat
SM1.

Jangka wakiu
nefayanan

30 {tiga puluh} har kalender

Biraya/ tani

Epﬂs -

m.h! L

Proguk pelayrnan

Perjanjian Hubum




-11%-

Komponeq

SiLai

Fenanganan
pengaduan, saran, dan
rmasukar

Pengaduan, saran dan masukan ates

layanan disampailan metalui kanal berupa:

1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online
Rakyat (LAPOR|): www.|apor.go.id

2. Whistleblowing  System  Kernenkeu:
httpe: f fwise kemenleen '

3. Pusat Xonmtak Leyanen Kemenken
PRIME: Jaian br. Wahidin Raya No, 1
Jakarta Pusat 10710 Felp: 134 dan emaal:
kemenkeu. prime@iemenkeu.po. id

4. Kotak saran/kotak pengadusn, SMS,

pertal pengaduan SIPAMNDI
: enzpduandipb.
kemenkew. po fd, HAI D.JFb

hrps:/! fhat.kemeanlkeu poigd, atay tatop
muka secara lanpsung di Kantor Pusat
DJPh di alamat  Gedung Prijadi
Praptoeuhardjo II Ltl, Jalan Lapangan

Bantecnop Timur Mo, 2-4.

2] Komponen Htandar Pelzayanan yang terkeit dengan proses pengeiclaan
elayanan di internal organieasi meliputi:

No. Komponen Lralan
1 | Dasar hchum 1. tndeng-Undang  Republik  Indomesia
Nomor 17 Tahun 2003 Tentatbyg Keuangan
MNegara
2. Undang-Undang Momer 1| Tahan 20044
Tentang Perbendabaraan Negara
7 | Baransg dan prasarana, | Melipoti
dan/atau fasilitas 1. Meja;
4. Kursi;
5. Kompuater,
£ Printer
7. Spanner;
8. Aplikasi computer (Nadins}
3 | Kompetensi pelaksann |1, Pangkat/Golongan minimal Pengatur (I1/0);
2. Pendidiloan formal minimel DI
3. Memahami peratucan terkaif dengan
Persetujuan  Permeohonan  Penerusan
Pinjaman/Perjanjian Pinjamen  kepada
BUMN, Pemerintah Daerah, BUMD, Kredit
Program dan Investasi lainnys;
4. Mamymu meEnEo perasikan aplikasi
kompmrter;
5. Memiliki ketentuarn, ketelitian,
| kecermatan, dan tengeung jawah.
4 | Pengawasan internal |1, Ditektur Sistem Manajemen Investasi;
2. Hepola Bubdirektorat Huloam;
3. Kepala Beksi atasan langsung pelaksans;
4. Unit Kepatuhan Internal.
5 | Jumiah pelaksana Minirnal 2 {dua) orang Pelaksana:
- 1  (satw) oranmg wuntuk memprosss
Penyiiaiitatl Perjaniiars Fenerazan
Pinjaman fPerjanjian Pinjaman kepada
SUMN, Pemerintabh Dacrah BUMD dan
Imvestasi lainnys,
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Ma.

Kompenen

Lrmian

- 1 (satm} oreng  untuk  memproses
petyusunat  Peranjian  Pinjaman yang
berhubungan dengan Kredit Program.

Jaminan pelayanan

Proses  penyusunan rancangan pératuran
hukum dilskvkan berdasarkan SOP dan
normea waktu yang telah ditetaplean.

Jaminan kecamanan
dan kezelamatan

pelayanan

I, Dobumenias: 2rsip secam elektronik vang
terkonirol berdasarkan adur
penangengrawabnya;

2. Terdapat Peruges Keamanan [nformasi;

3. Terdapat petupaz keamanen yvang beriaga
selama pm luyansn;

4. Tersedis alat pemadam kRebakaran yang
memadai di mang kena;

a. Desain bangunan tzlah dibuai minim risiko
den jalar evakuasi telah disedinlkan

Evaluasi
pelaksana

kinerja

1. Evaluasi pekerjipen polaksana dilaintkan
secara hierarids saat proses pelaksanaan
pelerjaam berlangsung, yaito oleh Kepala
Seksi atasan langsung pelaksanaan hingpa
Direktur SMI:

2. Masing-masing pegawal dilalukan
penilaian kinerja pegawai, menghasilken
Nilai Kinerja Pegawai ([NKP). Setap
gemicater  difabubken  evaluasi fpenilaian
terhadap Fontrak KHinteria vang
menghaszilken Capaian Kinerja Pegawai
(CHFY,

3. Terdapat pertemuan mutin membahas
Pending Matters pekerjasn, termasnle
penyelesatan penyusunan | rancengan

pemiuran perundang-tndanpen.

2, Persstujuan Permohonan Penerasan Finjaman kepada Pemerintah Dasrah
1) Komponen Standar Pelayanan yang teckait dengan proses penyamprian
pelayanan meliputt:

N, Komponen Uraian
1 | Persyaratan Penipajuan darl pihak eksternal yang meliputi:
Surat  permintasn penerlsan  pijaman
beserta lampican darsi Pemda _
2 | Sistem, melkaniame 1. Direkbar SM! msnerima pemmohonan
dan prassdur penerusan  pinjaman  dari Pemeringah

Daerah yang dizampaikan kepada Menteri
¥euangan melzlni Direktur Jenderal
Perbendabarean,

2. Direkor SM1 menugaskan, memberikan
arahan kepada Kasubdit untule meanelid,

memverifikasi dan memberikan penilaian
atas permohonan  penerusan  pinjaman
dar Permerintah Daecah;

3. Kasubdit [PB mendisposisi krpada Kasi
AFI untitk menyirsun penileizn kelayakan
seslal dengar S0P Pentlaian Kelayakan
Pembertan Pensrusan Pinjaman kcpada
Femda;
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No,

Homponen

Ura.an

4. Kosi AP mendisposisi kepads petalsana
sebral APL uniuk segera ditindalklanati

0. Pelaksema scksi APl menyusun konsep
penilaian Kasubdit aias kelavakan
permbenan penerusan pinje man;

6. Kasi AP Kasubdit TPB, dan Direkimar SKI
sccard berjenjang memberikan approval
tethedap konsep penilajan Kasubdit atas
kelayakan pemberian DENETLSA
pinjaman.

7. Direktnir EMI mznagaskan Kasubdit untuk
memyusiin kohsep  surat  Menterd
Keuangan tenfang persetujian/ penolakan
permobionan penerusan pinjamsn

2. Kasubdit [PE menupaskawn lepada  Kasi
APl untuk menyusun  kopsép surat
Menteri Keuwangsn  tentanmg  penolakan
permohonan/ persatijuan PENETLSAN
Pinjaman

9 Kasi APl menmaposkon pelsleana untuk
menyusun Moensep eurat | Menterd
Kruangsn lerlang penaolaiait
permohonanf perstiyjuan penerisan
plij&Iman

10. Pelaksana seksi AFL menjusun konssp
nota dinas, surat Mentsri Keuangan
temtang persetljuan/ penolakan
prnerusan pinjaman kepads Pemerintab
Dacrah

1. Kas: APIL, Kasuhdit IPB dan Dircktur 3M]
asccare berjenjang meleloulan approval
atas menyusun konsep nota dinas, surat
Menten Keuangan tentang
peractujnan oenola ke PENErLEAn
pinjarman kepada Pemerintah Daerah

12. Dirjen Perbendaharaan  meneruskan
konsep surat  persetajuan penoiakan
kepada Menteri Keuanpgan

13. Menteri Keuangan menerimg, menelit,
mengoreksi dan menandatengani surat
peractujuan / penclalkan PERCTLSALL
pinjaman kepada Pemerintah Daergh

14, Pelaksana mendistribusikan berkas ke

unit teknis terkait dan menatatisahakan

pertinggal

Jangka
pelayanan

wralctl

&6 [enam prluh eneam) hari kerja

Biave /tanf

tn|de

Produk pelayanan

Rlﬂl-

Persetujuan Permohonan Penerusan Pinjarman
repada Pemerintah Diaerah

Penanpanan

pengaduan,
dan masukan

GETATL,

Pengaduan, saran dat masukan atas layanan

disampailian melahu kanal berupa:

1. Layanan Aspirasi dan Petjgadusn Online
Ralorat [LAPORY: wew. tapor.go.id

4. Whistlehlmuing Systenr Kemenke:

hitps: / { wise kemenkeu. eo.id

)d
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N,

Kotnpnfiat

Uraian

Pusgat Kontak Layanan Kemenken FRIME:
Jafan Dr. Wahidin Eaya Ng, 1 Jekaria
Pusat 10710 Telpr 134 dan  email:
kemenkeu. prime@kemen ke, go.id

Eotak saranfkomak pengaduan, SMS,
pottal pengaduan SIFANDU
hitps: duandipb. kemenleu . go.id
HAY DWJYb  httpsq/ fhat. etrloeu . go.id,
atau Eatap muka secara langsung di
Kantor Pusat DJIPb di atamat Gedung
Prijadi Praptrauhardje I Lid, Jalan
Lapangan Bantene Timur No. 2-4.

2} Komponen Standar Pelayanan yane terkait dengan proses pengelolaan
anan di internal crganisasi meliputi:

No.

Eomponen

raen

1

Crasar hudoum

1.

2.

Undang-Undeng MNomor 1 Tahun 2004
Tentang Perbendeharasn Negara

Feraturan Pemerintahh Nomor 54 Tahun
2008 Tentang Tata Cara Pengadaan dan
Fenermsan Pinjaman Dalem Negen olch
Pernerintah

Peraturan Pemerintab Nomor 10 Tahuno
2011 Tentang Tata Cara Pengadaan
Pinjaman Luar Negeri dan Penerimasn
Hibeh

Peraturan Pemeriniah Nomer 56 Tahun
2018 Tentang Pinjaman Dacrakh

Peraturat Pemetintah Nomor 63 Tahun
2019 Tenteng lnvestasi Pemerintah
Peraturan Menten Keouangan MNomor
108/ PME.D5/2016 Tentang Tata Cara
Peneru@an Pinjaman Dalam Negeti dan
Penerusan Pinjarnan Luar Negert Hepada
Badan Usaha Miik Megara dan Pemerintah
Daerah sebageimana telab dinbab dengan
Peraturan  Menteri Keuangan  Nomer
108/ PMEK.05/2019

Sarana dan
prasarana, dan/atan
fasilitas

Meliput:

Meja;

Kuira,

Komputer;

Printer;

Sectiner;

Aplikasl computer (Nadine}

K on pe benai
pelak=ana

Lo ba = en ke e b

Pangkat/ Golongan minimal Pengatur [/ c|;
Pendidikan fornal musimal DII;
Memehami peratiran  terkait  dengan
Persetiyuan Permohonan Peneriizan
Pinjaman kepads Permerintah Daerah;

. Mampu méngoperasikan aplikasi

Lomputer;

. Mermiliki keteniiian, kenelitian,

kecermatan, dan tangrung jawab.

Pengawazan internal

. Dircktur Sistern Menzjemen Investasi:
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| No. Eomponen Uraian
2. Kepals Sekel arasan langsung pelaksana;
3. LUmit Kepatuhen Internal.
o | Jumlah pelaksana I  fcua) orang PIC  Dirskiorar  Sistem
Manajemen [nvestas:
& |Jaminan pelayanan Proses pengajuan Permohonan Penerusan

Binjaman  kepads  Pemerintah  Daersh
dilakvkan berdasarker BOP dzn norma wakig
yanp telab ditetapiar.

Jaminanr Kemmanan
dan keaselamatan
pelayanan

1. Dokumentas arsip secara elektronik yang
terkontrol berdasarkan alar
penangelngawabnya;

2. Terdapat Petugas Keavnanan Informeasi

3. Terdapat petugas keamanan yang berjaga
selama jam layanan:

4. Tersedia alar pemadam kebakaran yang
memadai di miang kerja;

5. Dosain banponare tafah dibuat snim nsiko
darn jalur evakussi telah disediskan.

Evalus=i
peleksana

kineria

I. Bvaliasl pekerjman pelaksana dilakuken
secarg hierarkis saat proses palaksanaan
pekeraan berlanpaang. yaity cleh Kepala
Seleei alugan langsung pelakeanaan hingga
Durektuar SMI

2. Masmpg-masing prgawsl dilsknslean
pemiatan knerna pegawal, menghasalkan
Nila: Kineqja Pegawsai (NKP), Setiap semeater
dilalrulan  evaluasgif penilaian terhadap
EComtrak Kimena  yang — menghasikan
Capaian Kineria Pezawsi {CKF),

I. Layanan Percepatan Pelunassn Pinjaman (Prepayment] Pemerintah Dasrah
1) Eomponen Btandar Pelayanen yeng terkait dengan proses penyampaian
layanan mmcliputi:

N, Kopponen raian
I | Perayatatan Penpajuan dan pihak cksternal yang melputi:
Surzt permohonan  penyelesaian Piutang
Negara deri Pemda/RUMD beserta
kelengkapan dodumen persyatatan
2 | Sistem, meksnisme| 1. Direktur SMI menerima Surat
dan prosedur Permobonan Peroepatan Pelunasan Utang

dari  Pemda dan  mendispesisikannya
kepada Kagubdic 1PB;

2. Kasubdit PR menugeskan Kesi [PB
berdasarkan disposisi Dareknu Sl terkait
Permohonan Percepatan Pelunazan Utang
dari Pemnda;

3. Kasi 1IPEB [/N/1l] menueaskan pelaksana
berdasarkan disposizi Kesubdit IFB untuk
mengumputkan data dan informasi terkait
Permohonan Percepaten Pelunasan Wang
dari Pemda;

4, Prlaksana mengumpulkan,
mengkompilas, mentabuias, dan
menyajikan datg, miormasi, dan

nermasalahan;
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Nao,

Komponen

L BIAD

I0.

11.

12.

13,

Pelakgeng melawubkan koordinasi dengen
PPN KT untat melakukan rekonsiliasi
posisi u@ng PFemda schapai  dasar
persellrnall percepatan pelunasan;
Petalksane melskulan  analisis  data,
mfarmati, «an  permasalaban terkait
Permobonar: Percepatan Pelunasan Utang
derr Pomda:

Pelalesana menyusin dan menyempaikan
razil pembanssar atas konsep aurat hasil
penclaahan atas permohonan Percopaton
Pelunzagan Utang Pemda kepada Kasi 1PB;
Kawt [PE  meneliti, mengkaji, dan
beroordinast dengan  instansi  terkait
antike  melakukan penelashsan atss
Permmohonan Petvepatan Pelunasan Utang
dar Petndy;

kasi 1PE menvusun dan menyampaiksn
konzep surat hasil peoelaahan  atas
permohotian Pereepatan Pelunasan Utang
Pemda kepads Kasubdit 1PB:

Kasubdit IPE menganaliria, mengksji, dan
mengoreles] lonsep surat hasil peneleahan
atas permohonan Perocpaten Pelunasan
Utang Pernda;

Kasubdit [PBR  rembaca, memerikss,
memaraf der menyampaikan konsep surat
hagil  peneleahan  ates permohonan
Percepatan  Pebanasan  Uieng  Pemda
epada Pharekrur Sk

Direkmur SMI memeriksa, membaca, dan
menetankan surar basll penslaghan atas
permohanan Pereepatan Pelunasan Utang
Pernds;

Pelaksens mendistribusikan suarat hasil
penelaaben atas permohonan Percepatan
Pelunazzn Utenpy Pemda ke unit teknis
terkatt dan menstansahakan per Gngeal.

Jangka walcta
pelayanan

14 {ermpet belas) hari kerja

Biaya  tarif

Eptl,-

Produk pelayanan

Percepatan Pelunasan Sinjaman [Prepayment)
Pemerintah Doersh

Penanganan
pengsdiian, sargn,
dan masukeil

k.

2,

3.

Pengaduan, saran dan masulen atas layanan
dlsampailcan melalui kanal barapa:

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online
Rakyat (LAPORD: wew. lapor. po.id
Whistleblowsing System Kemenlre:
https: 1 nkeu.go.id

Pusat Kontak Layanan Kemenkey PRIME:
Julan Dt Wahidin Raya Mo, 1 Jakarts
Pusat 10710 Tefpr 134 dan  ermail
kemmenkean primeiikermenieeu. go.id

Kotak smran/latalk pergraduaan, SMS,
portal pengaduan SIPANDU
hitpe-/ f pengaduandipb, kemenkeu go.id,
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i [}

Komponen !

-

HAl DuFb  hitps: [ /haikemenkeu.go.id,
alal tetap muka sccara langsuang di
Kamor Pusar 3P0 dl alamat Gedung
Prjed: Prapiosihandie O Ltl, Jalan
Lagpangan Beanieng Mmur Mo, 2-4,

2] Komponen Standar Pciayauan yang ierkail denger proses pengelolasn

elayanan di internal orgenisasi melipuii:

Na.

Eomponen

Tlraian

L

Dasgar hukiunm

I. Undang-Undang Momor 1 Tahun 2004
tentacig Perbendaharman Negara,

2. Peraturan Pemerinteh Nomor 40
Taun 2015 tentang Tata Cara
Penghaplisan Hutang Negara fDacmah

3. Persmaran Meneri Keuangan Nomor
108/ PMIK 05/20) 6 Tentang Tata Cetg
Pencrusal Pinfatean Dalam Negeri dan
Peperusan Pinjaman  Luar N 1
Kepada Badan Usaha Milik Negara dan
Pamerintah Dasrah sebapaimana telgh
dinhalh dengen Peorefuran Mented

Sareng  dan prasarsna,

clan faran fasilitas

Heuangan Momor 108 /PMEK.05/ 2019
Mehrppat:
L. Meja;
BT
Kamputer;
Printer;
QCRNeEr,
Aplikasi komputer [(Nadine)

Komprtensi pelaksana

~|ewrwe

. Pangkat/Golongan minimzal Pengatur
f f ol
Pendidikan formal mininial DI
Memahami peraturan terkait dengan
Percepatarn Pelunasan Pinjarman
{Prepay ment| Pemerintah Dacrah;
4. Marmpu  mengoperasikan  aphikasi
xomputer [teratama Nadinej;

& &

135, Memiliki krtentian, ketelitian,

ecetmaton . dzn tangeang jawab,

Pangawassan intermal

1. Direlttur Sistem Maengfermen Investasi;

2. Kepala  BSekst  ptasan langsung
nelaksznag
3. Unit Kepatuhan Internal.

Jurnlah prlaksana

P Isaty] orang PIC Direktorat Sistem
Marajeonen Investas

Jatmnan ptlﬂ‘jfﬂ.l'lﬂ.l:l

Percepatan Pelunagan Pinjamman
{Prapay rient) Pemerintah Dacrah
berdazarkanr S0P dan nonns wakoa yang
telah ditetankan,

Jaminen keamanan can
keselanmatan pelayanan

|

1. Bokumentasl arsip secara elektronik
yang teckontiol berdasarkan  alur
penanEsungjawabnya;

2. Terdzpal Privzas Keamanan Informacsi

3. Tersedia =lat pemadam kebakaran
yang memadat di Tuang keria,




Jfu} Komponen iraian
4. Desmin sangunsn telah dibuat minim
| iz ARL jafur evakums] telgh
tidci s KA.
& | Bvaluasi kxinerja pelaksana | 1. Dvn e nE ZETAET pelakeana

dilmicuxan sacers hierarkis saat proses
pelakeanase nekerjaan berlangsung,
vaislh  oleh  Kepala Seksl  atagzan
largeung PEHIKSATIARN hingea
Jirmgmar Sml
2. Masp-masre  oegawai  dilslukon
peitlaian Lineria pegawat,
| merzhasitkan  Nilai Hinerja Pegawai
(NED,  Seltiap  scmester  dilakuksn
| evahiasi/perilaian terhedep Kontrak
ddnesjz yang menghasilkan Capaien
| Kineria Pegawsar (CKP).

8- Leyanan Penilaian Kelayeakan Pemberisn Penerusan Plnjaman  kepada
Pemerinwh Dasrah

1] Kemponen Standar Pelayanan yanp terket dengan proses penyempaian
pelayanan meliputi:

Nu.

Komponen

Lraian

1

Perasyaratan

Pengaiwan dari pihak eksternal yang
mehpuati;

Surat pettlintasan penerusarn  pinjamarn
beserta lampiran dari Pemeda

Bistemn,
prosedur

mekanisme dan

1. Kasubdit [PR mencrima permohonan
peEtI&ruban Divjarma bertkut
[amnpirsnnya dari Pemerintah Daerah

2. Kasubdit IFE mentigaskan,
memperikan arshan kepada Kasi API
unttli  Moneliti den  memveribkasi
vermohoran penerusan pitjaman dari
Pemerintah Dacrah dan Menugaskan
dan member arghoan kepada Kam API
unTok menyusun penilatan kelayakan
sezal dengan SOP Penilaian
kKelavalean  Pemberian  Penerusan
Finjaman kepade Pemda

3. Kasi AP Moneliti den memverifikasi
permohonan penerisan pinjaman dan
telepgkapan  dolkumen pendulming
vang disampaikan oleh Pemerintsh
Baerah

4. Kasi APl menugackan dan memberd
arghan  lkepads pelaksons  untuk
menyIsia konsep penilajan kelayakan
petierlsan pinjaman kepads Pemda
dar  menyusun  konszep undanegan
rapal pembahasan dengan unit teknis
terlsit

2. Priakseng sekai APl mentndaklanjuti
tugas dan arshan dari Kasi AP

5. Kasi APl Hasubdit [PB dan Direlemar
SMt  melabukan  spproval  secara

hetjenjang  atas  Konsep pe:nilajanﬁ
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Mo,

Komponen

- '_--En.:_'r'u_

Aglavelan Gan woisep undangan capat
FumsEngsan dengan unit teknis
ksl

¥. Jirzonie SMI menugaskan Kasubdit

vrioll meovusuer haml  penilaign
NESYECEN ene-usan  pinjaman ke
dalam bonzap avret Menteri Kevangan
entanga perseiujuany penclakan
SermeROIET DEDETUSAN  pinjaman
sedse S0 Yervrogesan FPermohonan
Feioerian Farmertsan Pimaman
repada Pernzvinteh Dacrah

B, Zazuhdit PB menugaskan kepada

Kepela Selksi AP! nntuk  menyusun
hazil penilalan kelayaken peocrusan
Thieman ke dalam  koneep surat
Menieri Keognpan rentang pergehyjuan
vermohanan penerusan pinjaman dan
Berkoordinasi dengan Subdircktorat
Hukuam dalem penyusunan konsep
peractiiiuan mENETUSAN  pinjamen
Hepads Pemerintiah Dasrah

Y. Easi APl menmgaskan dan memberikan

areban kepade pelaksana untuk
rienyustn hasil penilsian kelayalan
nencrusen mnjaman ke dalam konsep
stirat  Menteri  Keuangan tentang
SErEEfliuan  cermohonan pensrssan
B Aman.,

10.Felaksana menyusun konsep nota
dinas, surar Menteri Keuangen tealang
nersetujuany penotatan peienizan

Jangka waktu pelayvarian

.......

L5 [ma beles] hati kena

Biaya /tarif

Rpl -

L0 | Lo

Produk pelayanan

Penilatan Helavalean Pemberian
fecncruzzn Pinjamen kepada Pemerintsh
Daerch

Penangansn pengaduan,

saran, dan mastian

Pengoduan, setan dan masuksn atas
layznan disampailan  wmelalti  kanal
hegpe:

1. Layeran Aspitasi dan Pengaduan
Onlirte Rukyat [LAPORI;}:
www. lanor g0, id

2. Whistleblowma  System  Kemenkeu:

3. Puszt Hontak Layanan Kemenkeu
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Reya Mao. 1
Jakerta Posat 10710 Telp: 134 dan
ernal:
kcmenken prime@kemenkeu. go.id

4. Kotalk saran/kotak pengaduan, SMS,

cariel cengaduan BIPANDIL]
Rttps: duandjpb.
W.go.id, HAT DJPb

tp&: /S hai kemenkey go. id atau f
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Ho. Komponen — _ L. awar)
l2i30 MUKR ecars angeung di Kantor
Pusat DFPh & alsmat Gedung Prifadi
Preprosubardio 11 L1.1, Jatan
Lagangzn Beriecg Timor No. 2-4.

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dery:an proges peogelolaan

iayanan di internal organisasi melipy:j;

Mo, | Homponen _Lreian

1 | Dasar hukwm 1. Pereturan Pemeriotah Nomaor 10 Tahun
20371 Temang Teia Cars Pengadasn
Finiams#n Tuar Neger dan Penerimaan
Hinah;

2. Peraturan Permzrintah Nomeor 54 Tahun
200 Tentamp Tzta Carg Petipadaan
can Penerisan Pinjaman Dalam Negerd
oieh Pemerintai;

3. Perzturan Pemetintah Nomeor 55 Tehuan
2013 Teniang Pinfaman Daergh

4. Perzturan Perperintah Momor 62 Tahun
2019 Teniang Investzsi Pemerinitah

5 Peraturan Mentert Keusngan MNomor
108/ EME.GE 2016 Tenrang Tata Cara
Penerasan Pin‘aman Delam MNegeri dan
Penerusan  Pinjeman  Luar Negeri
kKepada Badat Usaha Milik Nepara dan
Pernerintah Daerah sebagaimana telah
dinteh deagan Peratiran Mentes
Keuangan Momor 108/ PME.05/72019;

2 |Sarana dan prasarana, | Melipu:

datyfetay fasilitas 1. Meja;

Kursi

Komputer;

frnter

SOUTITET;

Apiikasi computer (Nadine)

- Pangkat/Golongan minimal Penganir

P

FPrndidikan fermal minimal DI

. Memsbam) peraturan terkait dengan

Persetujuah Permchonan Penerusan

Pinjaiman kepada Prmerintah Daerah;

4, Mampu  mengoperasikan  pplileasi

YA

2 | Kompetensi pelaksana

L3 b

knmouter:
5. Memiliir ketentumn, kenelitian,
kecermatan, dan tangeung jawab,
4 | Pengawesan internal 1. Direktur Sistem Manajamen Investasi;
2. Kepala  Beksl  atasen  langsung
reiaksana;
3. Unit Kematmban Toeernal.
5 | Jumlah pelaksana 2 [duz orang PIC MHrektorat Sistem
Man#t—en [Mvestasi o
6 [|.Jaminan pelayenan Proses pengajuan Perdlajan  Kelavakan

Pemberan Penerusan Pinjaman kepada
Pemerintel Dacreh berdasarkan SOF dan
norma waktu vang telah ditetaplean. 5
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— =
= v ol!

Dokcamentas! arsip secara eleleeranik
yang terkoniw.  Gerdasarkan  alur
PCOANEILIEIAV 0Ny A,

Terdacat Petugss Keamanan Informasi
Terdepal petugss  keamanan  yang
brrsgz selare inn leyanan:

- Tersediz alst pecsadem kebakaran yang

momedad di usne kesja;

Desain banpunan telah dibuat minim
reite  dan  Celur evakuasi  telahk
disedizkan

. Bvalumsi e ';-:f:lj_aan pelnlizana

dilakshan secara hierarkis saat proses
Felakzanaan pelkenpan berlangsune,
AU ek Wenslas  Seksi  atasan
langsung nelaksanaan hinggs Direktur

No. | Kompoenen l
7 | Jaminan keamangn dan| 1.
teeeelarnatan pelayanan
2.
3.
El
3.
3 |Evaluasi kinetja pelaksana | 1
AL
pr.

- Masins-masinrg  pegawal dilakukan

penitalza Hnerja Pegawad,
menghasilkan  Nitai Kinerja Pepawai
(KEP)  Setiep  =semester  dilakukan
cvahiasif penilaizn  terhadop Kentrak
Kinerja yeng menghasilkan Capaian
Kinerja Pegawai [CKBY,

h. Layanan Pemrosesan Pinjaman Pemerintab kepads PDAM vang Bersumber dari
Pemjaminan Pemerintakb

1} Komponen Standar Pelayanan vang terkait dengsar proses peampaian
ayanan melinati:

Mo,

Komponen

Utatan

1

Persyaratan

Pengsiuan dzri pihak cksternal vang
tnelipati:
1. Burar tapihan dan BLTat

pemberitahuan secara tertulis dad
Bank Pember Kredit yang
menyatakan FDAM  tidak mamypn
mermeniihi kewaphan SEELAL
Perpanjian Kredit (gagal bayar)

- Hasil Verifikasi peroyataan gagel

Savar darl DJPPR

Sisbermn, mekarnsme
prosedur

dan

1.

Direktyr SMI meerima sural tagiban
dan  surai pemberitahuan secara
rwerfulis dar: Bank Pemberi Kredit
Fang menyataken  PRAM tdak
mampy el kewajiben sesuai
Perjanjian Kredit tgagal bayar) dan
Fizgil Veribkssi pernyataan gaps)
hoyar  dart OJPPR dan  Menelit
disposiel dari Dinjen Perbeodaharaan
dan menerusksn dan  membert
arahian kepada Subdit [PB;

Nasubdii PR meneliti disposisi dart
Dvirektur  SM!,  meneruskban dan
emberd arabhar kepada Kasi APL

Yad
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Komponen

ey a2y |

IQ.

11.

12,

wrguindit (P8 melasukan koordinasi
dengan Subdit Huiaam, Subdit KIHK,
dan Bubdit PPRRS,

Resl APT menelhs disposisi  daert
aasubdic Pz, mencruskan  dan
w=omiber arahzn lepada Pelaksana
Seleer A Lol meneliti dan
nerverifibpe, sorat perpiyataan den
masil verifiias: can menyusun konsep
andangsn rapar pembabasan dalam
“53aka —arsFuan penolakan
>risman “Jemerimah Pusat kKepada
PiIAMN:

Peigcsang seks! AP menindakianjuti
aranan ¥asi APl dan menviapkan
konsep  undangan  dalam  rangka
nersctuinanf  pendlakan  pinjamarn
Bermerintah Pusat kepada PDAM;

xasl AP, Kesubdic IPB dan Direkttur
3M. =ecars horjeniang melalkukan
aptroval Komsep undangan rapat
nembzhasan;

Direwtur S menuvpaskan Kasnbdit
mtuk menvuastin konsep surat
persetijuan ) penmakan Mentert
Keuangan untnk petabenan
ninjaman kepada PDAM;

Xasubdit 1IPEB menugaskan kepada
Kepala Scksi AP untuk menyusun
Konsep slrat persefzjuan/ penciakan
Menteri Keuangan untuk pemberian
pinfaman kenads PDAM

%asi AP  menugaskan  kepads
Delakanrs Bekat AP untuk mengyusan
kongen surat perscoujuanfpenolakan
Menteri Keuangan untuk pemberian
piniaman kenpsg PDAM,

“elaksana seksi APl menyusun dan
menyEmpaiksn konsep ND dan surat
sergeiujuen / penolakan Mentert
Kenangsan untak pembenian
mfarnan xenads PDAK:

Hasi APL, Kasubdit IPB dan Direktur
SMI secara berienjang menensskan
kOnSep Burat perserljulan/penolakan
Menteri Keusnpert untuk pemberian
Dintaman Mepadd BDAM;:

Dimen Perbendaharaan Memeriless,
meneliv, dan menandatangant nota
dinas kepada Menter Keuangen; dan
Wemeriksa, mengoreksi dan memarsf
HOnscp sUrat persehujuan fpenolakan
omjaman Pemserintah Pusat kepade
PhAM  d=n meneruskan  kepads

Wenter Hevangan; '
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Mn.

l\.,-_l'..nr_:m';

Komponen

13, Menter AziHngan Menerima,
meneal:ti, aogoreks dan
Hif:ardia b ga surat
FErssiupien; peno.akan tentang
pinjaman femenntah Pusat kepada
2T AM;

14, Palslreqna zaks] API
merdistribuziben  berkas ke unit
telfnis  [erikait dan  mengarsiplos
prringmai.

Jangks waktu pelayanan

20 (i puluh; han xeria

Bizya [ tarif

RPD I

| a2

Produk pelayanan

Pemrososan Pimiamen Pemerintah
kepeds PDA™ yang Bersumber dari
Panjzminan Pemenntah

Fenanganan pengaduan,
saTan, dan masulkan

Pernpaduan, seran st masukan atae
lavanan dissmpeaikan melahy kansl
berzge:

l.  Layanen Aepirasi dan Pengaduan

e Ealeyat [LAPORI);
2. Whistleblowing System  Kemetikeu:
htips: { / wise kemenke id

J. Pusat Konrak lLayanan Kemenkeu
PRIME: Jalan Or, Wehidin Bays No. 1
Jaksrta Pusat 10710 Telp: 134 dan
Email:
kemenkeu, primef@kemetikou. go.id

4. Kok sarsm/ ok pengaduan, SMS,
porte pengadian SIPANDU

http=: tiph.
Lemenlken go id, Hal DJPb
htips: 1 kemenken. go.id, ateu

talapr muka sccara  langsung  di
Karror Pusat DOPb di alemal Gedung
Prijadi Prapfosuhardjo [[ Lt.1, Jalan
Lapangan Banienpg Timur Ne. 2-4,

2} Kompoentn Standsr Pelayanen yang terkait dengan proscs pengelolagn
pelayanan di intemal organisas] melputi:

i No.

Eompoiisn

Dratan

1

Dazar huloan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Tentang Perbendabaraen Negara,

2, Peretutran Pomerintah Nomor 63
Tahutt 2019 Tentang Investasi
Pemerintah

3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tehun
4019 Tepiang Pemberian Jaminan dan
Bubsidi Bunga olch Pemerintah Pusat
dalam Rangks Percenatan Penyediaan
Ajr Minum

4, Perpturan Menterl Keuangan Nomor
229 PMECOS /2000 tentang Tata Cara
Palakaanaan Pemkberian Jeminan Dan
Hubaidi Bunga Oteh Pemerintah Pusar
Balarm Rengha Petcepatan Penyediaan




N, Komponen I - -
Atr iinum, seospaimana telah diubah
dengan Peraturen tMented Keuangan
Noreor 91 /PME.21 172011
2 | Barama dan prasarana, | Meifpusi
dan/atau fasilitas 1. hfeia,
2. Kurgi;
3. Keovorsier
4, Prirtor
Q. Scanrner
£, Aplirasi computer |Nadine)
3 | Kompetensi pelaksana 1. Pamslat/Golongar minimal Pengatur

[{Ifel:

Fendidikan formal minime! DIM:

Merrohami peraluran terkajt dengan

Pemberian  Jamfnan dan  Subsidi

Pungs oleh Pomerimtah Pusat dalam

Kanghkya Percepatan Penyediaan  Air

Mintm;

4. Marmnpu  mengoperasikan  aplikasi
kernmater:

5. Mernlliid lietentaan, kenelitian,
kecermatan dan tsnpmang fawab.

W b

Pengawagan internal

L. Direkrsr Sistem Manajemen Investast;

4. Kepala Seks]  atazan langsung
pelakgsna;

3. Unit Kepatihan Int=mal,

Jumlsh pelalesang,

2 fdua} eorang PC Dirckforet Sistem
Manajemen lovestas:

Jaminan peiayanan

Proses pengajuan Perrosesan Pinjamen
Femerintah  kepads  PDAM  yang
Bersutmber darl Pepjrrpinan Pemerintah
berdasarkan S0P dan norma waktu yang
telah ditetaplan.

lkeselamatan pelayanan

1. Drokumentasi areip zecara slektronik
yang terkontrsl berdasarkan alur
penanggungjawabnya;

2. Terdapat Petugas Keamanan Informas

3. Tergfapat petugas  keamanan YENE
beriaga =elama [am layanarn:

4 Tersndia alat pemadam  kebakaran
jang memadal 41 rusng keijr;

2. Desain bangunan telak dibuat minim
risiko  dan  jalur  evakussi telsh
dizediakan.

Evaluasi kinerja pelaksana

E. Bvalias] pekerigan pelakzang
dilakarkan secara hierarlds spat proses
pelabeanaan pelegaan berlangsung,
yerty  olch  Kepela &cksi  atasan
lanpgaung melaksansan hutiegrs
Diralume Sh.

2, Masing-masing perawei  dilakukan
penilizian kcinerja pegawal
menghasilkan Nilgi Kinerja Pegawsi
{(NKP!  Setiap  semester  dilakulkan
cvalsazi/ penilaian revhadap Kontrak
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Komponen

— — [ —

v CALRTL

Kinerfa }'an:g menghasilkan Capazan
Kinerja Pegaww (CKP).

. layanan Penctapan Persenyjuan Permohonan Penytlesaizn Pintang Negara
kepada Pemetintail Deerah/Badan Usaha Miiik Deerah frestiikitrisasi)
1} Komponen Standar Pelayeanan vang terksit dengan [proses penyampaiat

pelavanan mebipuati:

No.

“omponen

JrEian

1

FPersyaratan

Petigajuan davi pihak eksternal yang
et

SBurz! sermahonen peryeleasian Plutang
Megara dari  Femda/BUMD  beserta
kelengkapan dokuirer persyaratan

2

' Sistem,
prosedur

mekanitme dan

1.

Direxlur  SMT Menerima  Surat
Permononzr:  Penyelesaian  Plotang
Negarg (Restrukturizesi ang) dar
Fernerititahh  Jrerah/Badan  Usaha
Miik Daerik den mendisposisikannya
kepede Kasubdit [PR

Kazubdit IPB meunvgaskan Kasi IPB
berdasarizan dizposisl Direktur SM]
terkait  Pemmohonan  Penyelesaian
Piutang Megara dari  Pemerintah
Dagrah f2UMD

Kagi IPBE meomigaskan  pelaksana
berdasarken disoosisi Kasubdit [PB
untik  mengumpuldan data dan
inforrnast, melakuken  koordingsi
dengan KPPFN KT untuk membuast
perhitungan cut-off date, melaloukan
anpfiris LEYEN informasi, dan
prrmasalakeart, Menyusin dan
menyampaikan  Neota Dinas  dan
bonsen surat rekomendasi
Penvelfrsatan Futang Negara
Pemda/BUMD kepads Kasi (PR

. Pelaksana Subdit IPB meninduklanjud

arahan Kasi 1PB dan Memyusun dan
menyvampaikan keonsep Nota Dinas
dan surat rekomendasi penyelesaian
Diuteng Meprra Pernda / BUMD kepada
Hagi [PB

Kasl IPB, Kasubdit IPB dan Direktur
SMI secars berjenjang menetuskan
kongseth Nots Dinas  dan  surat
rehomendast  penyelesalan  Plutang
Nepars Pemda /BUMD

- Tirien Perbendasherssn meneliti dan

meneritskan surat rekomendasi atas
Fenyelesaian Brutang Negara
Pemca/BUMD dan  menyampailan
kepada Menter Keuangan

Menter Kenangan memeriksa,
menetapkern, dan  menandatangand
sutat Penyelesaian Phetang Negarw
atag  permshonar Pemda/BUMD
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Ng. Eocmpanen V-

apaniia jum.an Piutang Negara tidak

, Jebnh dari 10 milizr ~upiah

B. bMenier: Hevargen memeriksa,
memaral, dan menvampaikan konsep
swral FPenyelesgizr: Phitang Negara
kegada  Prezidan 2t=a permohonan

r Perrds f BUMD gosbila jumlah Piutang

Negara Ielsb davi 10 miliar rupiah

3 |Jangka waktu pelayanan | 18 {empa? belas! har kersg
4 | Biaya/ tarif Rpd,- . -
5 | Produk pelayanan Penetzpan  Perremujuar Permoohonan

| Penyelesciun  Mutang Negara Kepada

: Pemerinipl: Darre®/Fadan Usaha Milik

| Daereh [restubnisiggs)

& |FPenanganan pengaduan, | Pengedisan, saren fen mesukan otas

saran, dan masulan layanan  disampailcan  mefalui kanal

betupa:

1, Layvanan Azpiras! dan  Pengaduan
Gnline Ralorar (LAPOR]:
www lapor go id

2 Whistleblnteing  Systerm  Kemenkeu:

f fwise Femenken.go 1d

' 3. Pusal Hontzk tavepan Kemenken
PRIME: Jalen Dr. Wahidin Raya No. 1
Jakarta Pusa: 10710 Telp: 134 dan
email:
kemenkeu, primei@itemenk=y, go.id

4. Kotak szrar/lrorak pengaduan, SMS,
polrral pengadsan BiPANDT}
https:{ / pengaduandiph.
karmpenlou . goid, HAI DJPb
https. / /hat kemenkeu.an id, atay

tatorn muka aceara  latesung  di
Kantgr Pusst ThPh di elamar Gedung
Prijadi Praptosuhardin II Lt 1, Jalan
Lapangan Banteng Timur Mo, 3-4,

2] Komponen Standar Peleyanan yang terkait dengan proscs pengelolagn
layanan di internal organisasi meliputi:
Ma, Koinpoenen Uraian
1 | Dasar hukum 1. Uncang-\ndang Nemar | Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara
2. Percniran  Pomerintzh  Nomor 14
Talhun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Hulsng teparafDacrah
sehagarnana  relah dinbah  termlkhir
derpan Pertaran Pemerintah Nomor
35 Tahun 2017
3. Peraniran Menuerd Kewangan Nomor
31/ PMEDS/2018 tenitang
Peryelesaian  Piutang Negara Yang
Bersumber dari Penerusan Pinjaman
Luar Meger:, Reokening Dana Investasi,
Dern Rekening Membangunen Dacrah
Fads Prrusahrenr Daergh Alr Minum
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Na.

Komponen

Urzian

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
1TE/PMK Q572014 Tata Cara
Penyclesaian Plutang MNegara Yang
Bersumiper Dan Penerlisan Pinjaman
Laar Negeri, Rekening Dana Investasi,
Dan Rekening Pemibangunen Daerah
Pada Pemerintah Daerah sehegaimana
telah diubah dengan  Peraturan
Mrrer| KeLangsn Nomor
104 /FME.O5 /20149

Sarana dan  prasarana,
den/fatar fasilitas

Mebipues:

Meja;

Kursl;

Komputer:

Frintey:

Scarner,

Aptikssl computer (Madine]

Kompetansi pelaksana

ol Lk b =

Panghat Golongan minimal Pengatur

(1<

Fendidiltan formal minirnal DI

Memahami peratusan terkait dengan

Tata Cara Penvelesaian Piutang

Negara;

4. Mampu  mengoperesiltan aplikas]
kompuger;

5. Memitiln ketentuan, kenelitian,

kevermatan, dan tangpang jawab,

L2 ba

Pengawsssan internal

1. Direktur Bistern Manajeren Investasi;

2. Eepala  Bcksl  atasan  lanpsung
pelaksana;

3. Unit Kepatubhan Interal.

Jumlah pelaksana

2 (dual orang PIC Direketsrat Sistern
Manajemen Investasi

Jarmunan pelayanan

Perselujuan Permchunan Penyelesaian
Fiatang MNegara kepada Pemerintah
Daerah /Badan Usaha Milik Daerah
restukturigasi) berdesarkan 30P dgan
norma waldhs vang talah ditetankan.

Jaminan keamenan dan
kesclamatan pelavenat

L. Dokumentasi arsip secara elektronik
yang terkontrol  berdesarkan  shar
DEnangEUnE awahnys;

2. Terdepat Petugas Keamanan Infbrmasi

3. Terdspat petugas keamanan vang
beriaga selama jam layanan;

4. Tersedia alat pemadam  kebakarao
yang memadai di ruang kerga;

3. Desgin banpunan telah dibual minim
risiko  dan  jalar evakumsi  telsh
dizedialran.

Evaluaai kinerja pclaksana

1. Eveluasi pekerjaan peleksana
dilakuban seeara hirrarkis saet pmoses
pelaksanaan pekegazn berjangeung,
vaitu  oleh Kepals  Seksi  atasan
langaung pelaksanaarn hinggea
Direlnar SML.
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No- Eomponen _ Lraian
2 Masing-masing pegawai  dilakykan
penilaian laneTja pegawai,

menghasilkan Milal Kinerja Pegawai
(INKF. Setinp semester  dilakukan
evaluasi/penilaian ferhadap Konirak
Kinerje yang menghasilkan Capaian
Kinecja Pegawat (CKP).

i, Prosedur Pengalihan Pintang Badan Usaha Milik Daerah kepada Pemerintah
Daprah dalam rangka Penyelesaian Phutang Negara
1] Kamponen Standzr Pelayanan yang tetkait denpan proses penyampaisn

pelayenan meliputi;
No. Kompoen Uraian
1 | Persyaratan Fengajuan dari pthak cksiernal yang
melipisti:
Surat permohonan  amatdemen  dan
| pengalihan utang dardi BUMD kepada
Pemda
"2 |Siatem, mekenisme den| 1. Direktur Sistem Manajcroen
prosedisr Investasi Menerima surat
permchonan amandemen dan

pengalihan utang dari Badan tlsaha
Milik Daerah kepada Pemerintah
Dactazh  dan mendispoaisikennya
kepada Kasubdit [PB.

2. Kasubdit investasi Yemda/BUMD
Menugasken Kasi IPB berdaszarlcan
disposisi  Direktur SMi terkait
permohonan  amandemen  dan
pengalihan wiang dari Badan Usaba
Milik Dzerah kepada Pemerintah
Da=rah

3. Kepala Seksi Investasi Pemnda/BUMD
1, 0, TT menugaskan pelaksana
untuk  mengumpulkan  data  dan
informasi  terikait  perrnohonan
amandemen dan pengalinen utang
dari Badan Usaha Milik Daerah
kepads Pemerintah Daerai.

4. Palaksana Bimfia Investasi
Pepnda f BUMD 1, ii, HT menyusun dan
meryampaikan konsep Nota Dinas
rekomendast permaohonan
amendemen dan pengalihan utang
dari Badan Ussha Milik Daerah
kepada Pemerintah Darrah kepada
Ka=i IPB.

5. Kepala 3¢k Investasi Pemda fBUMD
i, I, 1! menyampaikan Konsep Nota
Dinas rekomendasi atna
peTINCHONAn amandemen  dan
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Mo,

Komponen

Uraian

10,

il.

pengatihan utang dar Badan t=saha
Mililk Daerah kepada Pemermiah
Dacrah kepads Kasubdit [PB.

Kasubdit  [nvestasl — Pemerincah

Dasrak ) BUMD menganalisis,
MEegka]i, mengorekal,
menarlatangan dan
menyarnpaikan Noka, Dinas

rekomendasi atas  permaohonean
amandermen den pengalihan utang
dari Bedan Usaha WMilk Dasrah
kepada Pemerintah Dacrah kepada
Direktu SME.

Direkoar Sistem Manjemen luvestas
menerima, memerikea, mempelajan
Motz Dinas  rekomendssi  aias
permohonan  amandemen  dan
pengalifan utang deri Badan Usaha
Milik Daecrah kepada Pemerintah
Darrak dart Kasuhdit [PB;

Direltitr Sistemn Manjemen Investasi
Menpadpkan tepat bersama pihek
terical untak membahasg
permohonat arsandee dat
pengalihan utang dar Badan Usaba
Milik Dacrah kepada FPemenntah
Deerah;

Direktur Sisterm Margernen Inuestasi
menugaskan dan  mengarabkan
Kesubdit IPBE uwntuk menyusun
kembal rekomendasi atas
permmahonan amaindsmel dan
pengalihan utang darl Badan saha
Milik Daergh kepadna Pemenintsh
Blagrah berdasarkan hasil
permbabasan.

¥Xaatibdit Inveatasi Pemdaf/BUMD
menugaskar Kesi IPB berdusarkan
aratian  Direktur SM1 uniuk
menyustn kembali Mots Dinas dan
Buret rekomlendasi atas permoehonan
amandemen dan pengalihan utang
dari Badan Usahg Milik Daerah
kepada Pemetrintah Cracrah
berdasarkan hesil pembahasan,
Kepala Sckai Investazi Pemda /BITMD
1, i, H menugaskan pelaksans
berdasarkan arahan Kasubdit iPB
untuk menvusun kembali Nota Lhnaa
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No. Komponen Ureiau
dan  Surat  relomendasi | atae
permehonan amandemen  dan

12.

k3.

14.

15,

16,

pengalihan utap dar Badan Ueaha
Milikr Daerah keoads Pemernntah

Deaerah perdasarkan hasil
pembahasun,
Peiaksana Sekal lnvestasi

Pemnda/BUMEP I, L, lit Menyusun
kmnbali kensep Mg Dinaz dan
Surat Weontee  reicomendasi  atas
Permononan  amandemcn dan
perzalihan utang dari Bedan Usaha
Milik Daprab kepads Pemerintah
Claerah berdasarkan hiasil
pembahagan  den  menyampaikan
kepada Kasi IPB 3/1L/1H.

Kepala Sekst Investasi Pemda/BUMD
{, @, 11 menerima, meneln,
meagkoreksi, memaral konsep Nota
Diras dan Sural relkomendast atas
pennshangt ArnanceInen dan
nengalinan uieRng car Badan Usaha
Milily Dgerah kepada Pemerintah
Daprah berdagarkan hasil
pembahasan  dan  menvampaikan
kepada Kasubpdit 1PE.

Kasubdit Ilnvesiasi Pemda,/EBEUMD
menerima, menekit, mengkoreksi,
metnaral konsep Motz Dittas dan
Surat rekomendzsl atas permohonen
amandemen dan pengalihan utang
dari Badan Usaha MWilik Daersh
kepacda Pemmerintan Dacreh
berdasarken hasil permbahasan dan
menyampeikan  kepada  Direktar
aMI.

Direltur mistem Mangjemen
Investasi henerima, meneliti,
mengkoreks]l, memaral konsep Nota
Dinas dan Surat rekomendasi atas
pertnohonan arnandemen dan
pengalihan utang dart Badan Usaha
Milik Dmerah kepada Pemerintzh

Daerah berdasarkan haail
pembehasan  dan  menyampaikan
kepada Dharelitur Jenderal

Ferbepndaharaan,
Direktur Jenderal Perbendaharaan
menerima, reenelid, menghoraksi,
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''No. Komponen Uraiar

menctapkan  MNote  Dinas  dan
memaref Surat relomendasi atas
permcdhonan amandemen  fan
pengalihan utang dar Badan Usahe
Milik Dacrah kepada Pemerintah
Deaerah berdasarkan hiasi
pernbehasan  dan  menyampaikan
kepada Menteri Keaangarn,

17, Menteri Keuangan Mmenerina.,
meneiiti, mengkorekst, dan
menetapkan Surat rekomendasi atas
permohonan amandemen dan
pengalihan wiang dari Badan Usgha
Milik Daerah kepada Perpenintah

Daerah.
3 | Jangka waktu pelayanan | 30 {tiga puluh! hast kerja
4 | Biaya/tan{ Rp0,-
§ | Produk pelayanan Gurat persetnjuan  Menteri Kruangan
atas pengaliban utang dari BUMD kepada
Pemda dalam raogka penyelesaian
Fiutang Nepara
& |Penaneganan pengaduan, | Pengaduan, saran dan masukasn atas
saran, ten masukan layanan disampaikan melalui  kanal
berupa;
i. Layanan Aspirasi dan Peogaduan
Cnline Halcyat {LAPORI):

%, Whistleblowing Systermt Kemerthkeu!
hetps: / fwise kemenken go.id

3, Pusat Kontak Layanan Kemenkeu
PRIME: Jajan Dr. Wahidin Raya No. 1
Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 dan
ernail:
kemenket.primegkemenieu. go.id

4. EKotal saranjkotalk pengadusn, SMS,
portal pengaduan SEEANEHU

kemenlken go.id, HAl 1Pb

htips: f fhai enkeu.zo.id, atau
tatap muka secara langsung di
Kantor Pusat DJPE di alarmat Gedung
Pjadi Praptesuhardje 11 Lt.I, Jalan
Lapangan Banteng Timur o, 2-9.

2) Komponen BStandar Pelayanan yang terkait dengen proscy pengelolasn
petlayanan di internal orpanisasi mehputi:
No. Komponen Uraian

] | Dasar hukoum i. Undang-Undang Nomopr 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara;

2, Peraturan Pemetinish Nomoer 14
Tahun 2005 tentang Tata Cera
Penghapusat Hutang Nepara/Daerah
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| No.

ROMpPanen

T
I A= =

sebagaimana relan diabab  rerakhir
dengan Peraturan Pemenintabh Nomor
35 Tahun 2017,

3. Perataran Mearer Heuangan

Momor 31/PME.03/2018 tentang
Penyelesatan  Pluteng Negara Yang
Bersumber Dari Penszrusan Pinjarnan
Luar Negerd, Belerning Dana lnvestasi,
Dan Bekenming Pombanpunan Daerah
Pada Perusahaan Dasran Air Minoum;

4. Peraturan Menten Keusngan Nomor

176/ PMK.05/ 2016 Taka Cara
Fenyoiesalan Piulane Negara Yang
Bersumber Dan Penenzzan Pmmjaman
Luar Negeri, Rekenmpe Dana [nvestasi,
Dan Rekening Pembangunan Daerah
Pada Pemerintah Daerah sebagaimana
telah  dmubah  dengan Peraturan
Menter Eeuzrgan Momer
104 /PME.O5 /2013,

Sarana dan prasarana,
dan fatau {agilitas

Bcliput::

Meja;

Kursi:

Komputer;

Primters

Scanner,

Aplittasi computer (Nadite]

Kompetensi pelaksana

UL YS a

Panglat /Golongan minimat Pengator
al/cl;

Pendidilnn fermead minimal DIH;
Memahami peraburan terkait dengan
Tatza Caraz Penyelesaian  Pittang
MNegara;

4. Mampu mengoperasikan aplikasl
kompuater;

Memilik Yetentiian, kenelitign,
kecermatan, dan Langgiing jawab.

@ 13

tn

Peogawesan internal

Pircktur Sisterm Menajemen lnvestasi;
Kepela  Seksi  atasan langsung
pelakasnia

Unit ¥epatuban Interrral,

i =

Jumlsh pelaksana

e

{satit crang PIC Direktorat Siztem
Manaiemen linircatas!

Jaminan pelayanan

Persctujuan Pengalinan Putang Badan
Uszhe WMilik Deerah kepadn Pemenntah
Daerah  delum  mangke Penyelesaian
Plutang Negars berdazarkan SOF dan
norma wakii yang telah ditetapkaty,

Jaminan keamansn dan
kesclamatan pelayanan

1. Dokumentasi arsin =zecara elektronik
yang ‘erkontrol berdasarkan  alur
penangEungawabnua;

2. Terdapat Priuges Keamznan lnformeasi

7
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HNo. | Kormponen

[

3. Tarcepat petagas  Esaoanan yéng

berjage selame o leyanan:

4. Tersedia alat  oemedsos kebakaran

Vang mermnadan il fueng erja;

D, Pesain beogianan telan dibaal mitiem

tigiko dar  jalr peakuasi elzh
tligedizkan,

8 | Evaluam lanerja peleksana

i, Evehias] polonosmm ne|RgEETA
dilakisken serary hiprsa—ias saat proges
pelakgarpan nseewnnn berlangsung,
vaily  oleh Wezale  Seks aresan
lamgevng pelakganasn hiogga Direloiur
SMI.

2. Masing-masine oegawsd dilakulken

perl2ian Livrerin negewgi,
merghasilkan Mils Kineosz Pegawal
{MKP], Setzp  zemester  dilakukan
evaitagl/ penilaiar: ternadap Kontrak
Kinera yang menghasitkan Capzian
Kineria Pegawal (CKPL

k. Persepyjuan Permwhonan Debt Swwop Kedua dari Pemerinteh Daerah
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkeit dengsn oroass penyampa:an

layansn meliputi

No. Eoinponen

Lirgian

1 | Persyvaratan

| Pengajuan dari pihak eksternal yang

melipati:
Surat pmrmohoran  pelakesnase Debt
Swap Hedua dad Pemerintah Dasrah

2 | Bistem, mekanisme dan
proseduar

1. Direktur Sistrm Masajemen Investasi

menerinma surat permohonan
pelakzsanaan Debht Swap kedua dar
Percerineah Traeseh £an

mendispoaisikarsya kepada Kasubdit

1PE;

2. Kasubsgt Investazi  Pemda/ BUMD
menerima  Jdisposisi dan Direkoar
Shl, menelaah dan  Menugasian
Kegl IPE I wnbzic manyusan anghaa
awsl atas permnobonan Debt Swap
Keduz dari Femda;

3. Kepzla Seksi investasi remde/ BUMD
Il menerdme disposisl dari {asubdit
[Fd, menelagh dan  Menugaskan
Pelakeana Seksl P2 11 unruk
menyusun Mo Dinas analise awsl

atas permoheonan Debt Swap Kedua

dan Pemda;

4. Prlaksana SBeksi Investasl
Pemnda/BUMD 1I] menyusun kotisep
Mot Dhnas analisa awal

peAohanan prlaksangan Debt )‘
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Nt __ Kemponen _ JTHigs
b5 |.Jumlah pelaksana 1 (satn] orang PIC Crekiorat Siatera
Manajemnen [nvesras: .
6 |Jeminan pelayanan Surat persetljuan Penyelesaian Piutang
Negarzs SECarE gk kepadia

Pemda,/BUMD  berdassrker SOP  dan

oINS WAkl vang telat airetanlar .

7 tJarmunan keamaman dan 1. Dolmimentasi arsip seczra olekironi

keselamatan pelayanan yairg wrkontru eerds=zarkan aiur
poeraAnggungiarabn s,

4. Terdapat Pernuges Keemerar Tnforma si

3. Terdepat petugss  ksomernan  yang
berjags selama jam @yvaaon:

4. Tersediz miat pomrdca  lebabeidn
yeIg memada di nizng Kerfa;

3. De=aln bengunzn r21ah Aibuzt moaim
ristkg  dan  jelor  evalmasi telab
diseriakan.

E | Evaluasi kinevia pelaksans |1, Evaluss Dekerjzen nafalesang

dilakukar secara hiersrids saat proses

pelaksanazar pelerzan  bevlangsiung,
veitn  ecleh  Keprle  Yelsl  atasan
langzong pelaksanasn hingea Dirextar

=10
4. Masing-mmasmg  segewai  diakulen
penilaine Kinerja DEEawal,

menghasilean  Nila: Finedz Pegawei
(MEP], Setinp =emester  dilalvican
evaluaei/penilaian terhadap Kentrsk
Kinerda yang mencassilon Capsian
Kinocrja Pegawsi [CEF

0. Pelaksanaan Proges Pernotongan Dana Alokasi Usm/ Dane Bag Pasil Aldbat
Tungeakan Pembayaran Pemerintah Daergh
1] Komponen Standar Pelayanan yang terksit dengan pra:es penyamneisn
peleyanan meliputi:
Na. Kemnponen Uraian
1 | Persyaratan Pengaiwan det ohiax eksternsl tans
meliput:
Burat pemberitabuen prImetarzan
DAL/ TOBH Pemdz  akibar gagal
melakukan pembayaran tunggakan
sttelah  persetujuan  restukturisesi
dan/atan  tidak memenuhi kewajiban
atag kelurangan reslisasi debf suwp
2 | Bistemn, mekaniame dan {1, Direloar Bisterp Manajoreen Invez-eai

proasdur bererima S1UrHL permohonsn
pemotongsn DATDEBN dzri Permda
&tas nigtang PRELM: T2k,

mendisposisl dev mesugaskan
Fasubdit TPl um:ulk nengenalza
surak peImMChisOrn PUIMOInmaES 1
AU DBH tersslur,

2, Kasubdit Imesasl PomdafZUsiD
ENECING A Epeils. dart Lirekrir SAAT
dan menugasikar Xesi (FS JIIVLI pr
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saran, dan masukan

No. Eotnponet Uragan
permintasn pemotongan DALT/DBRH
schagai penyelesaian  tunggalian
Utsng Pemda,

3 | Jangka waktu pelayanan | 5 {lima) han keria

4 | Biawva/taril Rp0,-

5 | Produk pelayanan Burat perinintagn pomctongan
CAU/DBYH sebagal penyelesaian
mungezkan kewajthan Pemda kepada
Direlcnar Jenderal Ferimbangan
Keuangan

& | Penanganan pengeduan, | Pengaduan, saran dan masukan ateg

layanan disampsaikan meialni  kenal
berupa:

1

. Layanan Asnirasi den Penpaduoan
Cmline Raloyvat [LAPORI):
waw lapor . id

Whistleblowing System Kamenleu:
bttps: f fwise kemenleu. go,id

Puzar Kontak Lavanan Kemenkeu
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya Mo
1 Jakarta Fusat L0710 Telp: [34 dan
cmaik:

kemenkew. prime@kemenkeau.ga.id
Kotak saran/hkotslr  penpaduan,
SM&, portal pengarduan SIFANDU
fttpa: ngpduandinb. :
Kemenkew.pooid, HA]I BEJFh
https. !/ hay kemenket.poid, atau
tatap muka secara langsung o
Kantor Pusat DJIPL di  alarmat
Gedung Prijadi Praptosuherdja i1
Lr 1, Jalan Lapengan Banteng Titnur
Mo, 24

2 Kemponent Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
petayanan di internal srganisasi melipur:

[N

Komponen

Uraian

1

Dasar hukum

1.

2.

- Peraturan Meuteri euangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara;

Peraturan Pemerintak  MHomor 14
Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penpghapusan Hutang Negara/Diaerah
scbagaimana telah divbah teraxhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor
35 Tehun 2017,

Nomor  31/PME.05/20i68 tentang
Penyelessian Piatang Negam Yang
Bersumber Dard Penerusan Pinjaman
Luar Negeri, Fekening Dana Investasi,
Dan Rekening Pembangunan Daerah
Pada Perusghaen Daerah Asr Minum,































Keomponen

R

Junlah pelaksana

T A S L T R TL
o ERAEE .,

Mlt.it:' i3

Jamiman pelayanan

Proses e o L.; ~-;;:-'.:.--
BL:.
1275 el
WS

GiiEAT DT T Eoietags 2O aon

talll e

Jaminats  keamanan  dan
keselamatan pelayanan

T T -

e (AT

TOTTRIOTE. M
d.ofemmrsiia
Teroendanavasl finoneiad |
Mangag - onl i preoron Sysiems
1MLE) nenzxas sisiem Boekio dan
Pizgsis ez 0

AT
RV LA,

Dsislon

vl et 1

Evaluaz kineda pelaksena

I. Bvaluser  mokesme: pelalswnd )
Jlakulan secs 3 fisgsckis esat
TIOBEE pelEasEmear oekerizan
Cerlatastoa, Jien Eesnoan
Soksl atazan [angau-:g pelakszna |
banpos G:rewr, LS ]
DENVEERRIA" ‘ﬁr“-?ﬁ'n*a" ﬁ]--.l{u-rﬂqr
sarnal dergen sl Dirextar
."'-'fslﬁm_:g-wzaﬂng rrgavesl difnkiiean
ceniloian TRERWLI,
merghesilhen ML I
cegawal  (NKEL Seriap  semnester
dilakulp syl ier, perulalan
serhadap aomrsk Iﬁ.’jﬂh_;? wvoTg
monghdazlican Cenoign Knena
Pegaiwai 100RF),

P —— —_—

frim e

aal -
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No. Komponen Trajan
kemenkew go.id, HAI DJPh
hrtps: LEemenkeu. po.id atau

tatap rmuka secara lsngeuang di Kantor
Pusar DJPb di alamar Gedung Priedi
Praptosuhardso Il Li.1, Jdalan
Lapangan Bantanp Timur We, 2-4.

2} Komponen Standar Pelayanan yang terlat demgan proses pengelolang:
pelayanan di intemel organisasi meliputi:

No. Komponen ihraian
I | Dasar Hukum 1. Peratuean Pemerirtah Nomor 71 Tahun
2010 tentang  Standar Alumiansi
Pemistinttean;

2. Pemmturan Mentert Heuangan Nomor
ZL3fPME.OR/2Z0T3  termang Siztem
Akuntanzi dan Pelaporan Keoangan
Pemenntah Pu=at;

3. Peratiran Menteri Keuvangan Namow
2322/ PME.O5/2016 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penyampatan [aporan
Keuanpan Kementerian
NegarafLembaos,

4. Perahwan Menteri Kevangan Nomor
205/ PME OS5 /2016 tentang Penerapan
Standar  Akuntanesi Pemerintaban
Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
262 JPRK.OL /2076 tentang Organisasi
dan Tat Kega  Imstens]  Vortioel
Dircktorat Jenderal Perbendaaraan

6. Feramuran WMenterl Keuangan Nomor
D4 /PME.QS/2017 tentane Pedoman
Relionsilissi dalam Penvisunan
Laporan Kevangan Lingkup Bendahara
Uppum Negara dar Kememnterian
Lembagsa,

7. Peraturan bMentert Keuangar WNomor

PMK 17T PMEK.Q5/202] tenlang
Pelalresnann Sistem SAKTE

2 | Sarana dan prasarana,
dan/atay laszilitas

Meiz,

Kuyrsi;

Rowmpnarer;

Printer,

Scanner;

Aplikasi Komputer,
Jaringan intermel,

Patglkat/Golongan minimal L7 a
Pendtidikean lormeal minimal SMA
Metnzhami peraturan terkait Pelapsran
Keuangan Pemenintah;

Mensuasal aplikasi komputer,

3 | Kompetensi peiakaana

WhreNmn R

4 | Pengawasan mternal Kepala SubdireXtorart,

. Kepals Seksl alasan larigsang
nelalisana;

el e




























-1¥g.

o, | Komponert

sy H .
CICI R A S L i

4. Tgrre - | e e o

8 | Bwvatuasi Hnerja pelaksanel 1 Sva, . o8 oot - . e e e an i
EoCTTL I s PR
pekesismn Lerletiey g, Sl L DR RS

. Seh: sbloesoloos - 0 R R 5.1_;1
: Drrclozs w05 ‘oo 0 - Zorayiono i

PEXENZET Gudh JEn SRR LEREIs Rl
Dilrs

2 Masi: naer s - B
_ﬂE""'-:.l;&l'l_l'L LLJ._'!EL'__::" Sotor Wl LN R A ]
Mlal wipEns Crpesoar a0 aros

SETEETRY OG5 dLl08 Svnao BB oo s

i gt P AanTTain T o g
mesghasilenn Cesass pieTE Pensensi
(CEP L
Lavanan Pemutakhitan Akun IBagan Alnas Sande:s
1) Komponen Standar Pelayanan yang terbadl eizar roowrs oo omrpoe,
pelavananme liputiz
No. Komponen Ursean _‘

1 | Parsyaratan Surat/Nolz Thzas pormobionon, Per NGRS

penamtanan,percbalas) perutakhien

akun (kodeikas: masbon croien) can ovit
terkoit.

2 Bistern, melanisme dan 1. Perueas Dot 2K mor crimns, menaiid can

prosediar menelean sarat cerminiRs s ECIMAR ET
Akun/oerubansn araier ASTiUN HEECITH
dolnatnen pendukusgnys,

2, Melzivkar parbrboonn oteg nermintann
dan unis ierksit unoal moamccentitikss
ketifszn seoiggann

3. Menzsurn svrat balagen ice perminTaan
dari unit terkai: |fui:ru]'~= c-rramu_.u&_-,."'

& Eurm,.- -J:I mglessn 1=T_ i e
Kemeonkewn  B2en 2itoesris vtk o
| Meladisl Bpinas: A 00 2eaallgien GhTuxS
elkstzrral Eo=—enws nign diicmmenni
: Mcka i sararns eksnrds..
3 | Jangks waktu pelayanan |14 {emps- cctzs) Seo iwne soek dimoosisl
' Direkiin- AP fizenms

| Biayaf tarif Rpl.-
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M.

kosponen

. 2

#arana dan prazarang,
danfatan [asilitas

3

Kornpetens: oelaksang

T o i ) -
TR P

Melo ot

1. Me=

% K=,

T T Tl

e TR R

!5. SCATTE

5, Anbeast koinsoier _ i

booFanalels oLy gac Lo il s e
Muda L) e, ,
Pencidike=s fomme oicinsl AlVe w01l

2N

sadzraing

ernghany meealorls Teifetd dongarn

—wlyglrgamzzo tute SoTseres we =

Mammu TEETR T As SAE S, Apiisan.
B H

T LT

| . Merazhin LeaTE I E =, KETETAn
kocormipien, CAT TRIIZELUE s -

| 4 Pengawasan intamal 1. Birelkrur
) 2, Hasuhdii §pbB
' 3. Xastbhnss TU _
| 5 Jumlah pelaksana Miviima,

1 E""FU I ropmey =~ B BETIeRE Ty P P L T e R
| Lo
[ I [sziu)  wralg Jzolufzh o Jbeeonbie

pengeducn

Jamiman prlavanan

Drpees  PRgilRL92n89T  SUCA:  CiASus
dilekticar herdesorloemn Se0d darn normos
Wart e Telan diielh ..

.JEII]anI: kcamanan dan

keactamatan pelayanan

L.

2,

Mergeinalian apilicss JQFTTUTIMNT
Kamwerrarian f2UANGAr 0AN S&ELUDAN
TR WA LT
Dokumentas a-5ip seos| olsubromsd
wprg avkorire REeocopmavgan g o
AT SWATE

TErZEmsT  Pela¥as LU aldn Yo
beriegs selames am lavimar

Tergedis  aler aemeslas keleis-zio
yangs memadal ¢ rifn s nelnvwian
Drsgsie ppgUnes T st 1buse. minim
rime  dan seluy e rpbniase Telas

digediekan

. B

i Evalunsi lanesna

pelaksana

Farzluns pekeriaan mlnier -
dilaznilezn RSl prOTnE Frizksanaas
TESCCAET DEFELSEUTY, wAa gun

Wasvpohas Do ogealc, £7I5ER MAEELAE
ueigliss ng

MMosing-masing pagawsl Hiafkurse
nEAltEn i arie SRR
._rnengna*-zaii{ﬁ_n xised Fluariz Jegal.-'-ﬂ
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2)

M. fomponen

A
A T S S S P o
DEC LT e e :
3 Jungka walio pelayanan DHaosss Lo o3 cii.. el L m o
SYATEL. o lo.n Lo . e
MET . el e ..
patin. oo, ¢ Lo :
BPER-L . i el s SEmT al
I Dend.
Biaya/ tanl Repn, o
5  Produk pelayanan '2PM e o
. & Penanganan pengaduan, | Pergaaian o -en fae s L be— tore
Earan, dan masukan -1 3 TR 5 T S P .
QBT
1, LEvfss. B43008 Lo 1Al e

Lnloe N

www.lapor, oo, id
2. WreTlsiis e TR I
: | Kemengew:
. [ https: ) /fwise. kemenkeu go.id
3 Prigar Wonta' Lectie., Boreed o
Pt Gibesl: T et J.-'_F:'.r_
[ WNeo 1 Jekamny fizsss 1ff1 7 Yaln
L3t LEC End.
keraenke arivrglihereeboa g
o
. 4. -vn'y mprarncsparak v oTas, g

I

Sr3, poriel peligeduae 5I0A TS
hitos: ET ik,
| \ kementeewu. go.id. HAl D IFPh
! https:/ /haet kemepken.go.id,

BIQ1T TATR™ foilvd goonsss Iemma oy

- ~ i - . i - 1 _————
gd: AnREnr JmiseT Bt onyonlycons

! : Crediump ProedD Mrasicerio=ic
Lt.l, Jalan Lazansrey Beaawe-g
Timur Mo 2 ey

Eomponen Standar Pelayenan yang icvbed. doassa orozsz ooocx aiiin
pelayanan di internsl organisasi melipur’,
No. Komponen i | a1an
1 | Dasar hukurn 1. Peraiuran  Menterd EEE';:.ang{a:.'
[ tenmizng  Tewa Cary Pecogemer
| ANrparzi Froilatii o Lan T
| T MWeugrs Fragian firzg Tan e
| Anggszan SR AT U
| Megzre rads  HXanter Poayenss
n - Peroendeharasn Negavs
3. Perwliran MBS B dENEA

MmenEenal  Lhersesas des [&TA
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Mo, | Komponen Urafan
¥ |Jaminan kecamanan dan |l. Dokuméntast arsip secara clektronik
desclamatan pelaysnan dengan alur  yang  erkontrol
berdasatlkan
pertanpmunglawabanreya,
2, Penggunaan sistem  aplikasl yang
terpioteksi

3. Tersedia alat pemadam kebakaran
yang memadai di nang pelayanan.

. Evaluasi pekerjaan peleksana
dilakikan  secara  herarkiz gaat
prosca  pelaksanaan  pokeriaan
betlangsung, yaltu cleh Kepata Seksi
atasan iangsung pelaksane hitngga
Kasubdit [dalarn hal penyelcealan
pekerjazn dilakukan sampai dengau

8 | Evaluasi kinerja pelaksana

level Kasubdit)
2, Masimg-masing pegawai dilakukan
penilaian kineria pegawsai,

menghasilkan Nilai Kaneria Pegawai
(MiP}. Betiap semester dilakukan
evaluaci/ penilaian terhadap Kontrak
Kinerje yang menghasilkan Capaiau
Kinerje Pegawat (CKP).

g. Pembayaran Pengembalian atas Beban SiLPA
i] Komporen SBtandar Pelayanen yvang terkait dengan proses penyampsign

tayanan meliputi

Ne. Romponen Urgian

1 | Persyaratan 1. Buret Permintaan Pengembalian

PNEP atza Beban SAL dari KPA

SKXSPN

SKTE

Fotoocopy BPN/SPM

Fotocopy Bukti Rekening Tujuan

SPTJM

2 | Sistem. mekamisme dan (b Kasunbdit mendisposisi surat dan

prosedur lampirannya  terkait  permintsan
penventbalian.

2. Kasi PPFE dan PTGR memerikes
kelengkapan berkaa, dan
mendispasisi ke pelaksana.

3. Pelaksana memeriksa kelengkapan
berkrs, kesesuaipn berkas, den
kebenalen perhiliinpsn,

4. Pelaksgna menginput data ke delamn
aplikasi SPAN.

5. Kepala seksi memeriksa kembali

Lerkas tagihao don mencocoldest

data antarz berkasz dengan data

inplt pada aplileasl SPAN.

0. Kepala seksi meoyetuju  tagiban

pada aplikasi 3PAN dan menerbitlan

SPP.

Al
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Na.

Hompone:

Uratan

Kasubdit memeriksa berkas tagiharn,
menyeiijul SFF pada aplikasi SPAN
dan menethidian SPM.

Pelekaana menyvampaikan SPM ke
KFPM dan menstansahelran berlas

B.

Jangka waktu pelayanan

7 {tujuh} hari kerja aejek berkas
tapihan diterima dari Pihak Xetipa
secata benar dan lengisp.

Biaya/tarif

Bpd).-

Produk pelayanan

Penerbitan SPM Pengembealian PNEP
atas Beban SiLPA.

Penanganan pengaduan,
saren, dan masuvkark

Pengaduan, saman dan masukatl atas
layansn disampaitkan meilahid kanad
b L8

1. Layanan Agpirast den Penpaduan
Oroline Raloyat {(LAPORY:
wiww. lapor.go.id

Whistizhiowing Systemn Kermnenkeu:
htips: f /wise kemenkeu.go.id

Pusat Kontak Lavanan Eemenkeu
FRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No.
1 Jakarta Puaat 0713 Telp: 134
dan ormall;
kemenkeu primefgkemenloeu.goad
Kotak saranfkotak pengaduan,
SMS, porta]l pengaduan SIPANDLS
hitps-f f pengaduandijpb.

kemenkeu.go.id, HAl DJPb
hitps:ffhal Remenkew. go.id, atau

tatap muka secAra langsung di
Kaotor Pusat DJPh di afamat
Gedung Prijadi Praptosubardoe 1T
Lt.1, Jalan Lapsnegan Banling
Timur Mo, 2-4.

) Hompouen Standar Pelayanan yang terkeit dewean proses pengelolaan
layanan di internal crganisas: melivuh:

No. |

Kornponen

Liraign

1

Dasar hulkausm

1. Perabaran Menteri Keuahgat
mengenal Tata Cara Pembayaran
Atas  Transaksi  Pengembalisn
Penerifnaan Negara

Peratatan Metniter Keuangan
mengensi Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan

Samnha dan  prasaran,
dan fatzu fasilitag

Mezija

Kursi

Laptop/ Komputer
Printer

Scanner

Aplhikas: BPAN

Jaringan Intranct

Kompétis] pelaksana

RN S S

Panglkat f Golongan mirtimal

Pengatur Muda [l /a)

—
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Nao. Kamponen Uraian

2. Pendidikan formal wminimal SLTA
ataw sedergjat

3. Memaham peraturan terkait dengan
pelakaarasn pembayaran APBN

4. Mampu mengoperagsikan  aplikasi
komputsr

2. Memiliki | ketekunan,  ketelitian,
kecermatan, dan tangeang jawab.

4 | Pengawasan nternal 1. Kasulhdit
2. Kepala Sekai atasan langsung
pelakeana
3. LK1
S [ Jumiah pelaksaria Mintmal | orang
& | Jaminan pelayanan Progen Penerbitan SPM dilaksapalean
sestai denpgan SOP dan ketentunn yang
herlalo.
T |Jaminan kesmanan dan|l. Dokumentasi arsip secara elektronik
keselamaian pelayanan dengan  phur yang  terkominl
berdasarian
pertangeungiawabannya.
2. Pengpunasn sistem  aplikasi yang
terproteksi

3. Terzedin alat pemadam kehakaran
yang memadai 4i rueng pelayanat,
8 | Bvaluasi kinerja pelaksana (1. Evaluasi pekerjaan pelaksana
dilakukan secara hicrarkiz saab
proses  pelnksanaan  pekerjean
berlanganiing, yaitu oleh Kepala Selss
atagan langsung petaksana hingga
Kasubdit (dalam hal penyelesaian
pekerjnan dilakikan sampai dengan

level Kasuhdit)
2. Maging-masging pegawal  dilakuksn
penilazan knega peEawal,

menghasilkan Nilai Kinega Pegawai
(NEP|. Setap semester dilakubcits
cvaluasif penilatan terhadap Kontralk
Kinefja yang menghagilkan Capatan
Kinerja Pegawal [CKP].

f. Penpawasan Fembaydran Commoan Expense meklahii Platform Pembayeran
Pemerintah
1} Komponen SBtandar Pelayanan yang terkait dengan proses penvampaisn

layanan meliputi:

MHo. Komponen Uraian

1 | Perzyaratan 1. Daftar gaji

2. Tagihan PLM dan Telkom

2 | Sistern, mnekamsme dan | 1. 30P pada PME-204 /PR .05 /2020

progedar
3 | Jangka wektn pelayanen | 1 heri keria seielah data diterima
4 | Biaya ftarif RpO-
5 | Produk pelayanan Pengawasan Pembavaran Commen

Expense melaln Platiorn Pembayaran
Pemerintah
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Penanganan pengaduan,
garan, den masukan

Petigaduan, saran den masukan atas
layanan disempaikan melalui kanal
berupa:

1. Layanan Aspirasi dan Pengaduzan
Cmline Raloyat {LAPORY):
v lapor.go.ad

2. Whistieblowing Systern Hermenke:
hitpa: / /wise kemenben oo i

3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeo
PRIME: Jalan DOr. Wahidin Raya
Neo. | Jakarta Pusat 0710 Telp:
134 dan ernail:
kemenleen primefkemenken go,sd

4. Kotak saran/kotak pengaduan,
SM2, portal pengaduan STPANDD)
kemenkeu.go.id, HAI  DJrh
https: { fbai kemenkets.go.id, atan
tatap muka secdra langsung di
Kanter Pusat DJPh di elamat
Gedung Pojad: Praptosuheardje ©
Lt.l, .Jalan Lepangan Banteng

Timur Nag. 2,

2] Komponen Standar Pelayanan vang terkait dengan proses pengelolaan
ayanan di internal organisasi meliputi:

Mo, Komponen Uraian
1 Dasar hukum PMK-20 ¢ PB,06 /2020
Sarana dan prasaran, 1. Aplikasi SAKTI
danfaran fasilites 2. Aplikasi SPAN
3. Web Gaji
3 | Kompetisi pelaksana Tim Pengelola Flatform Pembayaran
Pemerinial (Adhoo)
4 Pengawasan internal Sistern  Monitormyr PPP  [Dashboard
PEF
5 | Jumlsh pelaksana 17 Orang
& | Jaminan pelayapan Pelglisanaan pembayrran tepat wakiu.
¢ | Jaminan keamanain dan JA lfjend KRementerian heuangan
keselamatan pelayanan
S Evaluagi ldnega pelakeana | Rekongiliag bulanan bereama Mitra
PFP

. Harmonisasi Peraturan Perbendahamsan
1} Kemponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses petyampalan
layanan meliputi:

Mo,

Kompgnen

Urajan

1

Persvaraian

1. Harmomsasi RPP/ R-Perpres:

a. Kajien ateu Nashah Akademil
EFP/R-Porpics

b. Slide yang memuat seloarang-
laranpnya hal-hal mengens:
permasalahan, abjek yang akan
diatur, jengkrnuan, dan arah
pengaturan RPP/RPerpres

. Kertns Kerja Pembahasan (KKP
! Neoalensi

d. Daftar Inventaris Masalah (DIM) ,*




.

N,

Komponen

Utaian

et

Konsep nota dinas pengantar
DireEnur Jetrderal
Perbendaharaan kepade Menter
Keuangan

Verhal

Routing slip/ kartu kendah

. Soltcopy

PP/ Perpres yng akan diubah
(Khuzus untuk BPP/RPerpres
Eerubahan)

Mairik perbandingan antara PP
dan/atau Perprea yang ekan
diubeh dengan RPP/RPerpres
yvang diasuikan (Khugus unfuk
RPF/RPerpres Perubahan)

. Harmomegsi RPMK /REMEK

Kebijakan:

8.
k.

L

g

[
O

Eajian RFMEK

Slide yang menmlatl selurang-
kurangnya hal-hal mengenal
permasalahan, ohjek vang akan
diatir, jangkauan, dan arah
pengefuran RPMEK dan/atan
EKME Keblhiakan

Kertae Ketja Pembahasaty (KKP)/
Notulensi

. [aftar Inventaris Mazalah {DIM])

Konscp nota dinas pengantar
Direktur Jenderal
Perbendaharaan kepada Menteri
Keuangan

Analisis Keterleaitan

Sural Keterangan

. Draft Press Felease

Verbal

Daftar (cheeklist] Perayaraten
Penyampaian usulan RPME
danfatau REMK yang bersifat
kebijakan

Softcopy

PME/KMK yang akan diubah
(Khusuz unmk RPME/BEME
Perubahan)

.Matrik perbandingan antara

PMK denfataun KME vang skan
diubab  dengan  RPME/BRKME
yang dusuikan [Khvosus anrik
RPME/REME Perubaheamn)

Harmonizas RPerdirgen / REK#pdrgen
Kebijekan:
a. Kajian RPerdirjon

b.

£,

Kertas Kerja Pembahbasan [KEP)
; Notulensi

Daftar Inventaris Masalah (DIM} ),
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MNo. Komponen Uraian

d. Kongep nota dinas peagantar
kepada  Direkbir  Jenderal
Perbendaharaan

e. Blide yang memuat selarang-
kurangnya hal-hal  mengenai
permasalahan, abyek vang akan
diatur, jangkeuan, den arah
pengaturan RPerdinen danfatang
EKepdirien Kehijakan

f. Werhal

g Softoopy

h, Perdirjen/Kepdisjen yang akan
diubah (Khusus unhak
RPerditjen / REepdirjen
Perubahany}

i. Matrik perbandingan antam
Perdirjen danfatau  Kepdirjen
yang akan dinvbsh dengan
EPerdirjen { RKepdirjen VANZ
dinerdlzan (Khusus untuk
EPerdiren/RKepdifen
Perubahan)

4. Harmeonisasl Rancangan SHE:

8. KKP/Notalensi

b. verhal

c. softcopy

d. Surat Edaran vang akan dinhah
{Fhusus untulk Raneangan Butat
Fderan Perubahan)

e, Maintk perbandingan antara
Suract Edaran yang akan dnubesh
dengan Rancangan Surat Edaran
vang diusullkan {Khusus untuk
Rancangan Surat Edaran
Ferubzhan) i

2 | Bistern, mekanisme dan | 1. Dircktur Sistem  Perbendabaraan

prosedur

mendisposiai dan  meombenken

arahan ataa perminohonan
barmonisasi prraturan
perbettdakarasan,

. Kasubdit dan Kepela Schksi

menerima arahan dan mendisposisi
atas permowhonan  harmonisas
poraturan perbendaharaan;

- Petugas Subdit HPF menerima dan

memeriksa Kelengicapan dokumen
serta ADK usulan  harmonisasi
peraturan perbendaharasn;

. Pelalsana, Kepals  seksy, dan

Kasubdit malakulkan Analisis
Keterkaitan, Standardbsast  dan
Sinkromisasi Peratiran dan Preses

Biznis darl Pemengku Kepentingzan;

. Becara hierarki=s membuatk nota

persetujuan  pemrosesan  lebih
lanjut atas pengajuan perafuran;
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No. Lamponen Uraian
6. Dirskiur menyetujulf menolak
usulan penelapan peraturan
petrhbendaharaat,

3 | Jangka wakin pelayanan 14 lempat belas) hari kerja sejak data
duleunp dritetima secara lengkap

4 | Biaya/tarif Rpl,-

5 | Froduk pelayanan 1. Nota Dinas Legat Drafring RPMK

Burat Permobonan Harmmonisas:
EPME

&
3. Sumt Permohonan in RPMK
2

FPresilen

. Mota Persetnjuatl Penetapan
RPE/ RPerpres; REME | REKME / RPer
dinen/SE

& | Penanganan pengaduan, | Pengaduan, saran dets masulkan atas

saran, dan masukan layannn digampaikan melahly anal

berupa:

1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan
Online Rekyat [LAPORN:
urww lapor go id

. Whistleblmying Syatern Kemenkeu:
hetps: / fwise kemmendkew go.pd

3. Pusat kontak Lavanan KemenKew
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No.
1 Jakarta Pusat 10710 Telp: 134
dan crrail;
kemenkeu.primakemenlken, go.id

4. Kotak seran/kotak pengadusn,
SME, porial pengeduan S[PANDU
hthps:f fpengaduandiph,
kemenkeu go.id, Hal DJPb
htpa:/ fhai kemenket po.id,  Bta
tatap muks secars langsung di
Kantor Puset DJPh di slamat
Gedung Prijadi Praptosubarcdio 11
Lt.1, Jalzn Lapangan Banieng
Timur Mo, 2-4.

2} Kompaonen Standar Pelayanan yasig terkait dengan proses pengeloigan
pelovanan di internal organisasi meliplatic

Mo, Komponen Lraian
I | PDasar hultum Peraturan Direkiar Jenderal
Perbendaharaan No.FER-

22/PB/2010 btenteng Tata Cara
Pengajuan Rancangan FPerahiran
Pemerintah, Rancangan Peraturanp
Pregiden,  Rancangan — Peraturan
Menter Keuanpamn, Rancangan
Kepunysan Mentert Kenangan,
Peraturan, Keputusan, dan Surat
Edaran Direktur Jenderal
Perbendaharaan sebagaimana  telah
dinbah dengan Peraturan Direbmr
Jenderal Perbendaharaan No, PER-
46/ FB/2016
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Komponen Uraign

Sarana dan prasaran, Meja

dan fatau fasilitas Kursi

Komputer /Laptop
Priuter

Beanner

Aplikas Komputcr

B S

Kompetizi pelaksana . Pangkat/Golongen minirmal
Pengatur (117 <),

2. Pendidikan formal minimal D3
atau gedersjat;

3, Memabami peraturan terkatt
dengan peratuiiran
perbendabarban,

4, Mampu mengoperasikan aplikasi
komputar;

5. Memilild keteloauan, ketelitian,
kcccrmatan, dan tangeanp jawab,

Pengawagain mternal 1. Kepala Subdirektorat;
2. Kepala Seksl atasan langsung
pelaksana:

Jumlah pelaksana Minimel :

1 [zalu} orang pelugas Front Cfice
3 [tigal orang petuges Middie Office

Jaminan pelayenan Prozes Hzrmonisasi Peraturan
Perbendaharaan dilakukan
berdazarkan S0OF dan niorma waldu

wang telah difctaplcan.

Jaminan Keametan dan 1. Pengeunasn sistem aplikasi yang

keselarnatan pelayanan terprotelsi;

2. Dolkumentasi arzip fecAra
glektromk, yang terkontrol
berdasarksn alur
penanggungjawabnys,

3. Terdapat peiugas keamanan yang
berjaga 3elama jam layanan;

4. Terzedia alat pemadam kebakaran
yang memadai di ruang pelayanean;

5. Desain banpunan telah dibuat
minim risike dan jalur evakliasi
welah disediaican.

Evaluasi kinetja pelakaana | 1. BEvaluasi  pekerjaan pelaksana
dilakukan seccara hieratlds saat
proscs  poleksanaan  pekeraan
berlangeung, yailu olch Kepula
Seksi atasan langsung pelaksana
hingps Kepala Subdirelketorat.

2, Masing-masing pegawal dilalkukan
penlla|n kincoa PeERwAL,
menghasilkan Niten Hinerja
Pepawai [MKP). Seuap teiwulan
dilakazlcars evaluasif penilatan
terhadap Kontrak Kinérja wyang
menghasilkan Capaien Kinerja

Pepawai [CKP}. r
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h. Pelaksanaan Pembinean, Monev dan Penyelessian Permasalaban Proses Bisnis
dan 8istem Perbendaharsan
1) Komponen Siandar Pelayanan yang [erkail dengan proscs peoyampaian

pelayanen mehpuatl;

Ma. Komponien Uraian

I | Persyaratan 1. Nota Dinas Permohonat:
tanggapan  atas  pérmaslahan
proses bisnis dan Sis0ETn
pethbendaharaan;

2. Nota Dinas terkait dengan
penyvesuaian atau pembaharian
proses biania da siztem
perbendahargan;

3. 3urat Tugas Pembmasn dan
Moniev proses bianis dan sistem

perbendahataan,
2 | Sistem, mekanisme dan | Sesusi  dengan SOP pada  PMEK
proacdur 1158/PMK.QL /2021 tentang

Organtsast dan Tata kerja
Kementerian Keuangan

3 | fangkas waktu pelayanan |14 (empat belas) har

4 | Biaya ftaril Rpi},-

5 | Produk pelayanan 1. Laporan Hastl pembingan dan
TACTICY

2. Hota Dinas atau surat tanggapan
permasalahan

& | Penanganan penogadusn, |[Penpaduan, saran den masuksn atas
saran, dan meaukan layanan disempoikan melahn kanal
berupa:

1. Levanan Aspirazl dan Pengadusn
Online Ralgrat (LAPOR!):
www . lapor.go.id

2.  Whistiehlouing System Kemenkeir

f fwise kemenlan. go.id

3. Pusat Kontak Layanoan Kemenkeo
PRIME: Jalan Do, Wahbidin Raya
Mo, 1 Jukarta Pusat 10710 Telp:
134 dan email:
kemenlkew. prime@kemenkes. go.id

4, Kotak saranfREotak pengaduans,
SME, perial pengadian SIPANDU
hitpg: [ foengaduandiph,

m g, il HAI D1
hitps: f fhai kemenken godd, atan
tatap mubka secars langsung o
Kantar Pusat DJPb di alamat
Gedung Prijadi Praptosuhardja 11
Lrl, Jalan Lapangenrr Banteng
Tumuar No. 2-4.

2} Homponen Standar Pelayznan yang terkait dengan proses pengeiolaan
elayanan di internal organisee) meliputi;

Mo, Kamponern Uraian

1 | Dasar hulum 1. PMK 118/PMEK.01/2021 temiang




MNa. Kotmmponen Uraian
Organisast dan  Tata Kerja
Kementerian Keuangan

2. Atumn  telmiz  lelonye mengcenal
pro3en bigni= dan slatem

perhendaharasan
2 | Barana dan prasarat, 1. Link zoom [apabila dieksanalzan
dat I||I-3.1'.E.L'I. fasilitas secara online);

2. Bahan den data yang diperluksn
datam penanpanan proscs  bigmus
dan sistem perbendaharsang

3 Surat  Tupas dan  dokumen
perjalanan  dines  lainnva {bila
dilakssnakan seeata ofiline).

3 | Kompetisi pelalcsana Tim Probiskum sesuai dengan
penunukan dalan Burat Tugas
4 | Pengawasau internal WAG, Mota Dinas
Jumiah pelakaana 15 [lima belas) orang pogawa
¢ |.Jaminan pelayanan 1. Tetap  telaksananyd — peleriaan

sesual dengan proses bisnis dan
siatern perbendaharann yang
ditetapkan:

2. Terjaganya prazes bisnis dan sistern
perbendaharaan tetap handal dan
aplikatl dalam  mencyelesaikan

permasalahan,
7 | Jaminan keamanan dan 1. Daolnumentasi araip secara elelktronik
keselamatan pelayanan dengen slur yang  teckonirol
berdasarkan
Pertanggungawabannya;
2, Penggunasn sistem  aplikasi yang
ermprotelkss;
3, Tergedia alat pemadam kebakaran
yang memadaa.
8 | Evainag kinerja pelakzana | 1. Lapocran Hagil pembinasn dan
NONev
2. Nota Pipas atan surat tanggapan
permasalaban

i. Coaching Clinic dalam rangka Pemberian Keterangan Sakesif Akl
1} Komponen Stander Peleyansn yang terkait dengan proses penyampaian
elzyanan meliputi:
MNa. Kamparen Uralan
1 | Persyaratan 1. Panggilan dari penyidil;
2. Nota Dinas Kantor Vertikal

2 | Sistem, mekﬂ_ﬁisme_hdan Besual dengan S0P pada  PMK
proacdur 118/ FRMIK.01/202] tentang Organisas
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Ne. Komponen Uraian
dan Tata Ketja Kementorian Keuangan

3 {Jangkse waktu pelzyanan |7 [bajuh) hao

Biaya/ tanf Rp0.-

o | Produk pelayanan Materi pokok keuangan negara bagi
ealon saksi ataupun celon ahlt suaty
pcrkars

& |Penanganan pengaduan, |Pengadusan, saran dan masukan atas

saran, dan mamakan layanan disampaikan melahi kanal
berupa:

. Lavanan Aspirast dan Pengaduan

Cntine Ralkyat {LAPORI):

www lapor po.id

2. Whistleblowtng Sysiem Kemendoen:
https: f fwisc kemenkooy. go. g

3. Pusat Kontak Layansn Kemenken
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Kaya Nu,
1 Jakarta Pusat 10710 Telp: 134
dan email:
kemenkenu. prime@kemenkeou.go.id

4. Kntak saran/ketak pengaduan,
8M3, portal peogaduan SIFANDU
htipa: iph
kemenkey g jd. HAi D.JPb
htips: f fhei kemenlken goid,  atan
tatap muka secara langaung di
Eantor Pusat DJPFe di1  elama!
Gedunp Prijadi Praptesubardjo I
Lr.l, Jmlan Lapangan Banteng
Tiraur No. 2-4,

2} Komponen Standar Pelayanan yeng terkait dengan prosts pengelolaan

layanan di internal prganisasi meliput:

No. Komponen Uraian

1 | Dasar hukum 1. PMK  118/PMEK.01 /2021 tentang
Organisasi dan  Tata Kerjal
Kementerian Keuangsn

2. SE-46/PE/f2016

2 | Bargna dan prasaran, 1. Link zoom japabila dilaksanakan

dan/atan fagilitas secara shiine);

2. Bahan dan dare yang dipsriukan
dalarm penanganan perkara;

2. Bural Tuges dan dokumen
prrjalanan dinas  lainoya (bila

dilaksanakan secara offfine).
3 | Hompetisl pelak=ana Timn Probsluum sesual dengan
penunjukannys
4 i Pengawasan intternal WACG Nota Dimas
5 Jumiah pelaksana 15 (lima beclas) crang pegawal
0 |Jaminan pelayanan Calon eaksi dan ehli memaham! Higas




=211

Mo, Komponcn Uraian

dan tanggung jawab, serta batasan

daiam memberikan kesalksion atau

poeTnyaiaan,

7 | Jaminan keamanan dan 1. Dolumerttasi argip seeara elektronik

keselamatan pelayanan dengan  elur  yang  terkonirol
berdasarkan
periangeungiawabansya;

2. Penppunean sistem aplikasi yang|
terprotcksi;,

3. Tersedia alat pemadam kebokaran
ang memeadai.

8 | Evaluasi kinerja pelaksana |[Laporan Hasil Coaching Clinie.

j. Kepada Pegawai/Mantan Pepawai DJPE yvang diperiksa sebagat saksi oleh APH
1} Kompaonen Stander Pelayanan yang terkait dengan proses penyempatan
pelayvanan melipud:

Na. Kompoten Uraian
1 | Persvaratan I. Pangmian dan penyndik;
Z. Sumt  Permohonan Permatggilan
Saksi;
3. Disposisi;

4. Bahan dafa yang diperhukan untuk
pepanganan perikara hultum,

2 | Sistem, mmekanisme dan|Sesua  dengan  SOF  pada  PMK
prosedur 118/ PMK.01 /2021 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Ketnenterian Keuangan
3 |Jangka wakta pelayanan |14 (empat belas) han

& | Biawa/tarif Rpt,-

5 | Produk pelayanan Sural Tuogas Tim FPendampingan,
Pelaksanaan Pendampingan  Saksi,
Laporan Pendampingan Saksi

& | Penanganan pengaduan, (Pengeduan, saran dan masnkan atas
saran, dan masukan layanan disgmpaikan melalui kanal
herupa:

1. Layanen Aspirasi dan Pengaduan
Online Ralorat {LAPORI):
www, lapor.en.id

2. Whistiebiourrg Systern Kemenkeu:
https: { fwise.kemenkes go.id

3. Pusat Kontak Lavanan Kémenkeou
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya Na.
1 Jakarta Pusat 10710 Telr 134
dan cmail!
kemenken. prime@kemenioema.go.id

4. HKoitsk =saran/kotak pengaduan,
SM3, portal pengaduan SIPANDU

https:/ /pengaduandipb,
' HAl DJPD

kemenkeu.go id.
hitps: / /had kemenbken poid, atan
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tatap muks secara langsung dr
Kantor Pusar DJPh di  alzmat
Gedung Prjadi Praptosuhardjo I
Lt.I, Jalan Lapangan Benteng
Timur Na. 24,

2] Komponen Standar Pelayvanan yang terkait dengan proses pengelolaat

layanen di internal organisasi meliputi:

No. | Komponen Urgian

1 | Pasar hukum I. PMK 118/PMEK.GL/2021 teniang
Orgamisasi dan  Tata  Keda
Kementeran Keuangan

2. BE-46/PB/2016

2 | Sarana dan prasaran, 1. Bahan dan data yvang diperlukan

dao/atau iasilitas dalam penanganan perkara;

2, Burat  Tupas dan  dokumen
perjalanen dinas lainnya.

3 | Kompetisi pelaksana Tim  Pendampingan Haksi  dar
Probaloun sesuad dengan Surak Tuges
vang citinjuk

4 | Pengawasan internal WAL, Nota Dings

. 5_ _JT_IT;IIE}I pelaksana L5 (lima belas) orang pogawai

6 |Jaminan pelayanan Tercapainya kinerja malesimal Subdit
Probaskum dalam metmbenkan lsyanan
pendampingan % HEch kepada

pegawal/ mantan pegawal [Htien
Perbendaharaan vang diperiksa schaga
saksi dalam sustn perkara hukum.

7 | Jaminan kesmanan dan 1. Dokumentasi arsip secara elektronik

kesslamatan pelayanan dengan alor yang  terkontrol
berdasarkan
pertangeungaws bannya;

2. Penggunasn sistem aplikasf yangl
terproteksi;

3. Tersedia alat pemadam kebakaran
yang memadat.

8 |Evalussi kinerja pelaksana [Sumst Twugmees Tim Pendampangen,
Pelakeansean Pendamponean  Saksl,
Laporan Pendampinpan Saksi.




-213-

B. Standar Peleyenan pada DNckiorat 3Slstem Informast dan Teknologo
Perbendaharaan melipun 2 jdua) jerds lavanan, vaibu:
No. Jenis Pelayanan

Penegembangan Sistem nformasi
2 | Layanan Hai DJPh

d. Pengembangan Sisterm Ihiormes
1] Komponen Standar Pelayenan yang terkait dengan proses penyampaian
layanan meliputi:
MNao. Komponen Uraian
I | Persyaratan Penggjuan pengembangan system informasi
dati Yot Eselon 1l pada kantor pusat aau
vertikeal, Vang dila rpir dolmimen
Kebumhen Pengeuna (User Reguirement)
2 | Slstem, mekanisme (10, Pemilik Proses Bisnis  Bersama
dan progedur pPENEEANA AMernyasLmn dan
mendolumentasiloan kebutahan
PEnRZEUNA
11. Pengembang Statem Informasi
mengumpulkan, mengatalisis,
menryusul, dan  mendokumentasikan
cpegifikaat kebutuhan bisnis dan system

informasl

12. Peongembang Swtem Informasi
Menyusun, mendokumentasikan
mncangan tingkat tinggi,

13. Pengembang Sistemn Informasi
Menyusun dan  mendolmmentasiltan

TATCATIZAN TITCL
14. Tim Quality Assurance Menyusun
TETCATIA penjarnig 37 nind]

pengcmibangan Sisem Infornasi

15. Tim Quality Assuratice malaksanakan
penganmian muty datam pengemibangan
Sistemn Informasi

16, Pengembang Sistem Tnformas
melaksanakan pengembangan  Shstem
Informasi ecpuzal dengan mneangan rinci
vane telagh disemajul

17. Pemilix Proses Bisths selama phoses
pengembanpan Sistem Informasi
mernberilkan masitkan kepada
Peogrmbangan Sistem Informas terlcast
pengembangan  dan penyempurmeagn
sistem Informasi.

3 | Jangka wakiu | Disgsuikan  dengan ruang  linghup
peliayanan pengembangan Sistem Informasi

4 | Bigya/tarf Rpl,-

S | Produk pelaysoan Bistem Infortosa

& | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan atas
vengaduan, garar, | layanan disampaikan melalul kanal bervpa:
dan masukan I. Lavanen Aspirast dan Pengadoan

Online Faloyat {LAPORY):

e laporgo.id
I
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Nao. HKomponen Uraian

2. Whistleblowrng  Systerm Kemenleous
https: f fwdoe kemenken go.id

3. Pusal Kontak Layvanan Kemenkeu
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya Mo. 1
Jakartz Pusat 10710 Telp: 134 dan
eroail:
kemenkeut. primneEkemenkeu. go.id

4. Kolak saranfkotak pengaduan, 3M3,

portal pengadu=an SIPFANDU
hitps: { { pengaduandjpb.

hemetibkew. go.id, HAl DJPE -
https: { fhai kemanken po id, aray |

tatap muka secatra Jangsung di Kentor
Pusat DJPE di alamat Gedung Pﬁjadi|
Praptosuhardjo T Lt 1, Jalan Lapanpan |
Banteng Timur No, 24, :

2] Kompontern 3tandar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

elayanan 4i internal organisasi meliputi:

No. KEomponen Lrajan i

1 [ Dasar hukum 5. PME Nomor 184,PMK.01/202] tentang
Pedoman Tata Naskah Dines di
Lingkungan Kemeniarian Kevangan,

6. PMK 118/PMK.01/2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerpa ¥ementeran
Kevanegan.

7. Peraturan Dirckiur Jenderal
Ferbendaharaan Nomor PERE-26 tahun
2019 tentang Pedoman Pengembengan
Sistern Informesi di  Lingkungan
Birektorat Jenderal Perbendaharaan.

2 | Barana den | Meliputi:
prasarana, danfataul | 1. Meja;
fasilitas 2. Kuraa,
3. Komputer,
4, Printer;
8. Soannen
6. Aplikasi kemputer
3 | Kompetensi 6. Pangkat/Golongan miimal Pengatur

pelaksana {It f c);

Fendidikan formanl minimal DI

Memsahami peraitran  terlaait  dengan

ketatalaksanaan,

9, Mampu mengopetas lan apdikasl
Eompriter,

10, Wemiliki  ketentuan,  kenelitian,
kcoormatan, dan tanpsling jawab.

4 | Penpawasatt internal | 1. Direlktur Sistem Informast dan Telcnologl
Perbendaharaan;

d. Kepala  Subdirckiorat  pengéembang
sistern informasi

3. Kepala Seksi atazan langsung pelakzana;

Ll

2 | Jumlah pelaksana Dizesuaikan dengan lingkup pengembangan
Bistem Informasi = };
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Na. Kamponen Drgian

6 |Jaminan pelayanan Praoscs pengembangan  Biztemn  Informasi

ze=uml dengan delonnen Rancangan Rinci

pengembangan Bistern Informmasi

Y |Jaminan keamanen (&, Dokumentaz gsrsip secarna  elekironilc

dan keselstnatan vang terkontrol  berdasarkan alur

pelayanan penanggunojawabnya;

7. Terdapat petugas keamanan yang berjaga
selama jam layanan

H. Tersedia slat pemadam kebakaran yang
mermadai di raang kerja;

9, Degain hanguaan telal dibuast minim
risika dan  jalur evakuasi telah

disediakan
& | Evalugsi lanerja | 1. Evaluas pekerjaan pelaksana dilakulken
pelakzana secara hierarkiz saat proses pelaksanaan

pekeriaan berlangeiing, yaitu oleh Eepala
Scksi  atasan  langsung  pelaksanaan
tunigpn  Divektue Sistem Infermaa dan
Teknolegi Parbendaharaan.

2, Masing-masing pegawal  dilakukan
penilaian kinerja pegawai, menghasilkan
Nilai Kineria Pegawai [WNXP. Schap
semester dilakukan evaluasi)penilaian
terhadap Kontrale Kinerja  vang
menphaclkan Capaian Kinerja Peeawsd
(CEP.

e. Layanan HAI DJPb
7] Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

layatan meliputi:

Ne. Komponen Lrman

1 | Parsyaratan 1. Untuk salurao Isyanan Call Conter,
maka ponyampian | pelayanen
dilalnukan melalui Call Center 14090
pada jam layanan D8.00 #d 16.00
WIB.

2. Untuk ssharen layanan Web-Chal,
maksa  penyampaisn  pelayanan
dilaknkan metahi Fortal HA-DJPD
peda jam layanan 08.00 sd 16.00
wlB

2 lntuk saluran  layenan Suaratb
Elektronik/Partal HAI-DJPh, maka
penyampalan pelayanan dilakukan
melalni  hai.djpb@Ekemenkeu.poad
unhik emzil dan hai kemenkeu go.id
antith lavanan melalo portal HAI-
DJFE gelama 24 jam. Namun
SLA/Pemberian  tenggapan  olch
apent dilakukan pada jam layanan
{8.00 =sd 15.00 WIB.

4, Untuk Layanan medin =osial
(Instagram,  Facebook,  Twitter),
upload henter dilalulean pada
prime Ume media sosial, Pemberian
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No. Kompanen Uraian
tanpgapan dilakukan peda jam
lgyanan O8.00 sd 16,00 WIT,

2 | Sistem, mekanisme dan | Uotuk galvran layanan surat

prosedur

elektrontl /portal HAI-DJIPh dilalogican

melalui tshapan sbhb:

1. User menyampaiken permaszlabhan
melalui email atau melalui portal
restnl HAL-EYTPh,

2. Setelah  terkition, meka secara
otomatis  Aplikasi CRM Dekspro
skan mengrimkan belazan jiks
email telah diterima dan diberikan
nomor tiket.

3. Agent mensring pertanvasr f
pengaduan  pada  Aptikesi CRM
Delgpra.

4. Agent L1 HAL-DJPE akan melakikan
identifikssi kesesuaian pertanyzan §
pengaduan  berdasarkan  Katalog
Layanan HAI-DJPh, Agent juga
raclakukan dentifilasi detail profile
pengeuna. Dalam hal profle user
belum lengkap maks apent akan
melakukan identifikasi =k lanjut.
Dalam  hal pertanyasn  yang
disampaikan memertuken dobumen
periduliung lainnya, meka agent
alan meminta Kembal  Jdokumen
dirnakeaid dalam rangka
memudahkan Analisa dan
penyelespian maaelah.

5 Dgalgm  hal jawaban dimalesud
terdepat pada Basis Data
Pengetzhusny  Knowledpe Baac
maka Agent L1 DJPb akan sepera
memberikan tangpapan maksimal 1
jam setelah diket ditertma.

& Dalam  hel sgent tidak dapat
menjawab maka agent dapat
meigkukan eskalozi kepada Hepaia
Sekesi apabila pecrianyaan
fpengatean dimakzud
membutubkan  konfirmasi  labik
lanjur kepada Kepala Seksi,

T.Agent  juga dapat melakukan
esloalasi kepada Agent pada LY vang
berada pada direktoret iekmia
lainnya unil mendapatkan
masukan dan putusan.

B. Belanjuinya agent L2 pada
direktorat tekmiz tersebut akan
menerimea tiket pada Aplikasi CRM
Peltsproe dan melakmkan Amnalisa
letnh lanput,

9. Sclanjutoya agent pads L2 peda

dircktorat  tedmis  menyampaikean P
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Mo, Komponen lrazan
jawaban ates tiket terscbut sccara

tansgung kepada pengpuna layanan
erelalui Aplikas: CRM Dekspra,

16.Jawaban  atas permasalahan
terzebut  akan secara otomatis
terkirvim kepeda alamat smail yvang
diguoakan  user pada  saat
menyainpalkan permagalahan,

11, Belanjutnya  user juga  akan
menerima form  leedback atas
layanan yvang telah diberikan.

32 | Jangls wakt pelayanan 1 {sany jam keja untuk L1 HA-DJPb

24 jam uniuk L2 pada Dit SITP

40 jarm untuk L2 pads Dt Teknis

Biaye [ terif B, -

Produk pelayanan 1. Tangeapan dengan status
“Resolved”,

2. Tenggapen pada layenan Call den
Web Chat untuk diteruskan sebagsi
tiket {dalam hal saat layanan cell
atay  chat berlangsung belum
mendapatkan jawsban]

& | Penanganan pengaduan, | Pengadugn, saran dan masitlkcan atas

saren, dan mastkan layanan disampaikan melahy kanal

berupa:

1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan

Onlme Ralcyat (LAPOR!:

o |

Wy TRpor g, jd
a, thﬂeb!uwmg System Eemenkeu
a0 fwi nk

4. Pusat [{onmk Layvaran Eemnnkeu
FRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya
No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp:
134 dan email:
kemenken. primafkemenken . go.id

4, Hotak =zaranj/kotak pengaduan,
SME, portal pengaduan SIPANDU
https:/ / pengaduandipb,

bemenkeugead. HAI DJIPh
hitps://bal kemenketl.po.id, atau

latap muoka secara lapgsung dl
Kantor Pusat DJPb di alamat
Gedung Prijadi Praptosuhardjo H
Lt.I, Jalan lapangan Santeng
Timur No. 2-4.

B] Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
tavanan di internal oppanisasl meliputi:

N3 Komponen Uraian
1 | Dasar hukum 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
FIB/PME O 2021 tentang

Organiensi dan Tata  Xera
Hementerian Keuangan.

2. Keputusan Birektur Jendersl
Eerbendaharaan Nomot KEP-
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Mo,

Komponen

Uratnsn

272/FBf2017  ientang Katalog
Layanat HAL DhPFEN.

3, Perdirjen Perbendaharaan No. PER-
B/PB/2020  Tontang  Pedomsan
Penvelenggarsan Layanan Help,
Answer, Improve Dhrektorat Jenderal
Perhendabaraan.

‘Barans dan  prasarana,
danfatau fasilitas

Melipuati:
Meja;
Kurai;
HKomputer;
Frinter;
Scanner,
. Aplikasi CRM Dalupea
. Headsoet
. Peranghtat  Telepon  vang  telsh
disctting Aphkasi AVAYA
. Layar Moenitor guna melakukan

rmonitoring call center

® O N

(i)

Kompelensi pelzksana

—

. Pangkat{Qolongan minimal
Pengetur 1/ cl;

. Penydidiksn fornai minimegl DIH:

. Memlilti  Eeahlian,  kemampuan,
pengetahuan, keterampilan, serta
telah mengileut pelathan  teknis
vang diperlukan dalarn ugasiya;

4. Mempunym  sikap mdepanden,
berintegritas, memgags  perilad
profeeional, sertz mengpunaken
kezhliann dammkemampuan teknis
secara cermat dan selisame;

b. Mampu CTLEEA kerahagiazan
informesi yang dipercieh dalam
pernberian Hayanan, dan dilamang
memberitahukan kepada pihak lain
kecuali 4tas  perintah  Duavektsr
Jenderal Perbendaharaan;

6. Tidek memberiken penafsiran dan/

atau penegasan rhadap peraturan.

o\ bk

Pengawasan internal

4. Direlktur  Sistem  [ilormzai  dan
Telnolop! Pertehdakiarasn;

> Kepale Subditektorat Pengelolaan
Sistemn Informasi Eksternal;

6. Kepala Sekw bayanan Pengguna,

Jumlah pelaksana

17 orang

daminan pelayariar

Terdapat dalam Kebdjafen Muta
Laysanan

Yautu:

Profesional

Senantinzs berkinerna tineggl dengen
dilandasi kompetensi, komitmen, dan
langpung jawab

Adagtif

Mempu menyesuaikarr diri dengan
funtutan perkembangen sast a
Solutif
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Na.

Eomponen

Uraian

Memberikan pcaycleeaian atas
pritanyaan permasalahan Vang
dizssmpalkan oleh Pengeuna

Terkind

Selahy mengiburd perkembangan
peraturan  perbendabarman  terbamu
tentang kebijakan pengeloluan
krnangan nepgara

Inklnsif

Memberikan pelayanan kepada zemua
Pengeuna  baitk  bagkup  internal
maupLn eksiernel

Produktif

Beketja dengsn penuh dedikeasm untuk
metbetikan yang  terbalk kepada
Pengguna

Unggual

Selalu beruzaha  uwntuk menjaga
ualitas ager lebih baik deripada
layanan sejems

Akuntabel

Memberikan pelayanan yang dapat
dipertanggingawabkan karena
dilaksanskan =ecara secaraz hati-hat
iprudenfi don tgar pada peraburan
perundang-undangen yang beriakn
Seampurna

Menjamin  leyanan  yang  scialu
mengalami perbaikan
herkesinambungan agar dapal
memenuhi ekspekiasi Penpguna

Jeminen keammanan dan
keaclamata pelayanan

1. Memeastikan layanan  dilekukan
pada  jam layanan yang telah
diterntukan

2. Peneguna nama inisiol pad agent call

dan web chat

3. Tidak memunoulkan nama ageot

pada layanan crmail

4. Ruangan Layanan yang nyaman,

dengan suhu ruangan terjags dan
tidal terganpeu dard suara bising
yang berasal dan luar ruangan

Evaluasi kinerja pelakzana

1. Laporan kineria pelakeanaan
layanan HAI-TWPb dibuat dan
dizsampaikan kepada Kepala
Subdirektorat Pengelolaan Sistem
informasi Eksternal pada Direlctorat
Bistern [nformasi dan Teknolog:
Perbendaharaan secava periodik,
getiep triwulan, paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya

2, Masing-masing pegawal dilakukan
petilaian linerys pegawai,
meneghasilican MNilai Kinega Pegavwa
(MKP}. Sctiap scmester dilskukan
evalunsaif penilaidn erhadap
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Ho,

Komponen

Uraiad

Kontrak Kinerja vang menghasillcan
Capaian Kinerja Pegewai (CKP]-
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